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MBNTBRI PERDAGANGAN

DAN

KBPALA BADAN KtrPEGAWAIAN NEGARA

NOMOTR 14 /M-DAG IPER/ L /2O1s
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

I{ETENTUAN PtrLAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NI}GARA

DAN RBFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2014

TtrNTANG

JABATAN FUNGSIONAL PBNGAWAS I{I'METROI.OGIAN

Menimbang

DAN ANGKA KREDITNYA

DtrNGAN RAI{MATTUHAN YANG MAFIA ESA

MENTERI PERDAGANGAN

DAN

I{BPALA BADAN KEPEGAWAIAN NtrGARA,

bahwa sebagai pelaksarlaan ketentuan Pasal 37 Peraturan

Menteri Pendayagun aar- Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2AA tentang

.Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka

Kreditnya, perlu menetapkan Peraturau Bersarna Menteri

Perdagangan dan Kepala Badan l(epegawaian Negara tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia

Nornor 35 ]'ahun 2014 tentang Jabatan Ftrngsionarl Pengawas

Itemetrologian dan Angka Kreclitnya;

I . Unclang-Undgng Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 I

Nomor 1 l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3193);

Mengingat
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Undang-Undang Nomor 5 TahLtn 20 14 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Reptrblik Indonesia Tzrhun 2AI4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 59a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahurn 1985 tentang Wajib
clan Pembebasan Untul< Ditera dan f atau Ditera Ulang Serta
Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tatnbah.an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan
Turrunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaktt
(Lembaran Negara Repurblik Indonesia Tahun I9B7 Nomor

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3351);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 19Bq tentang Standar
Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahrtn 20 10 Nomor 5 1 , Tambahan Lembararn Negara

Repr-rblik Indonesia Nomor 5 12 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), se bagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

I22, Tambahan Lembaratr Negara Republik Indonesia Nomor

a332);

Pe raturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2OOO tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembarau

Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah

dua kali diubah terakhir dengan Peraturau Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
'fahun 2013 Nomot- 1BB, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a67\;

7.

B.
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g. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegarvai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indorresia Tahun 2AOO Nomor 796, 'l'ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahrn 2OO2 (Lembaran Negara Republik lnclonesia

Tahun 2OO2 Nornot- 32, Tarnbahau Lembaran Negara

Repr-iblik Indonesia Nomor a 193);

I 0. Peraturarr Perrrerintah Nomor 1 0 I Tahun 2000 tentang

Pencticlikan clan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2O0O Nomor

198, Tarnbahan Lernbar"an Negara Republik Indonesia Nomor

ao I e);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor I5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah

clengan Peratnran Pemerintair Nomor 63 Tahr-tn 2OO9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor

1 6a);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 t'entang

Disiplin Pegarvai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Inclor-resia Tahun 2Ol0 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20 1 1 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20 | 1 Nomor 121 ,

Tambahan Lembaran Negara Ilepublik Indonesia Notnor

5258);

14. Keputttsan Presiden Nomor BT 'lahun L999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

97 Tahun 20 12 (Lernbaran Negara Reptrblik Indonesia Tahun

20 l2 Nomor 235);

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor'13 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 24);
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I 6, Peratltt-an Presiden Ncltnor 24 Tahun 20 10 tentang

Kedudukap, Tugas, dan Fungsi I{ementerian Negara Serta

Susunan Organisasi, Tugas, clart Fungsi Bselon I

Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali t-elah diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2074

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

273]r;

17 . Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20 1 3 tentang Badan

Kepegarvaian Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot3 Nomor 128);

1 B. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatutr Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2OL4 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian

dap Angka I{reclitnya (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20 14 Nonror I 798);

MtrMUTUSI(AN:

PBRATURAN BBRSAMA MENTBRI PERDAGANGAN DAN KBPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA TENTANG KETtrNTUAN

PtrLAKSANAAN PERATURAN MENTERI PtrNDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN RIIFORMASI BIROKRASI REPUBLII{

INDONESIA NOMOR 35 'TAHUN 2OL4 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN ANGKA

KREDI'|NYA.

Pasal 1

Ite te ntuan pelaksanaan Peratttran Mentcri Pcndayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian dan Angka KrediLnya, sebagairnana tercanturn

clalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturau Bersama ini.

Pasal 2

Ketenturan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama

ini cliatur iebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.
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I

di

Pasal 3

mulai berlaku pada tanggalPeraturan Bersanra ini
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peratttran Bersama ini dengan

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggai 30 Januari 2015

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTIIRI PtrRDAGANGAN,

RACHMAT GOBEL

l)ir-rndangkan di Jakarta
perda tirnggal 27 Maret 2OI5

MtrNTBRI HUKUI\4 DAN H ASI MANUSIA

RBPUBLIK I

NA H, LAOLY

BERITA NtrGA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR M\

trKO SUTRISNO



I,AMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KtrPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NoMoR : 14/M DAG/PER lI l2oI5
NOMOR : 13 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATTJRAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN RtrFORMASI BIROKRASI RtrPUBLII( INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PBNGAWAS KEMETROLOGIAN
DAN ANGI(A KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

C.

[JMUM

1. Bahwa dengan Peratrrran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indouesia Nomor 35 Tahun 2OI4 telah

ditetapkan Jabatan F ungsional Pengawas Kemctrologian dan Angka

Kreditn\ra.

2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan

Peraturan Menteri te rscbut, perlu menetapkan Peraturan Bersama

Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegarn'aian Negara tentang

Ketentuan Pe laksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara clan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahr-rn

2OL4 tentang Jabatan Fungsional Pengar,r'as Kemetrologian dan Angka

Kreditnya.

TUJLJAN

I(et.entuan pclaksanaan ini bertujuan untuk tnemberikan pedoman kepada

pejabat yang membiclangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan

dalam melaksanakan Peraturan Menteri Penclayagunaan Aparatur Negara

dan Reformeisi }Sirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

PENGtrRTIAN

L Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah jabatan yang

rnempLlnyai rr'rang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wetvenang untul<

melakukan pengawasan Metrologi Legal.

2. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab, $rewerrflltg, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

3. Pengarvasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk
memastikan UTTP, BDI{T, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan

peraturan pe rundang-undangan yang dilakukan ole h Pengawas

Itemetrologian.

A.

B.
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4. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjut-nya

disingkat tJT'fP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Unclang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

5. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT

aclalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam

kenrasaln terturtup, dan untuk mempergunakannya harus merusak
kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan

dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijr-ral, ditawarkan atau

dipamerkan.

6. Satuan Ul<uran adalah satuan yang merupakan ukltran dari satuan

stratu besaran brerdasarkan peraturan perundang-undangan yang

be rlaku.

7. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Keahlian adalah Jabatan

Fungsional Pengawas Kemetrologian yang tnempunyai kualifikasi
profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan

pcnguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan

Metrologi Legal.

8. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian

yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk

dan ctitetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai

prestasi ke rja Pengawas Kemetrologian.

9. Apgka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau

akumulasi nilai butir-butir l<egiatan yang harus dicapai oleh Pengawas

Kemetrologian clalanr rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

10, I(ompetcnsi adalah kemamplran yang disyaratkan untuk dapat

melaknkan kegiatan pengawasan Metrologi l-egal yang mellyangkut

aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atar-r keahlian, serta sikap kerja

tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil

penelitian, pengkEian, survei dan evaluasi yang disusun oleh perorangan

atau kelompok di bidang pengawasan Metrologi Legal.

12. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh

pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan

perundang-undangan.

13. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pengawas Kcmr-'trologian.

II. TUGAS POKOI{, JEN.JANG JAT]ATAN DAN PANGKAT, GOLONCAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas l{emetrologian yakni melakukan
pengawasan Metrologi Legal meliputi penga\^rasan UT[P, pengawasan BDKT,

pengau/asan penggllnaan satuan ukuran, Peffiberdayaan masyarakat,
perlinclungan masyarakat dalam hal penggunaan UITP, BDKT datr satuan

ukuran, pengembangan kualitas pcngawasan Metrologi Legal yang bersifat

preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
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B, JEN.IANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jenjang jabateln clan pangkat, golongan ruang Pettgar,r'as l{emetrologian,

vaitu:
ur. Pengau'as l(etnetrologian Ahli Pertanra, pzurgkat:

1 . Penata Muda, golongan ruang III / a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b,
b. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda, pangkat:

1. Penata, golongan rual-Ig III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d .

c. Pengarvas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat:

1. Pernbina, golotlgan ruang lV I a;

2. Pcrnbinel Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongall rLtang IV/c.

Jen.jang jabatan dan pangkat, golongan rLrang untuk masing-masing

jenjang Jabatan Fungsional Pengawas I{emetrologian sebagaimana

dimaksucl pacla angka l, berdasarkan jumlah angka kredit yang

ctitetapkan unttrk masing-masing jenjang jabatatn.

Contoh:
Sclr. Moory, S.FI., NIP. 19880510 201303 1 OO1, pangkat Penata Muda,

golongan ruang III I a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian.
Berdasarkan hasil penilaian dari:

a. Pcncticlikern sekolah Sarjana (S1)sebesar 100 arrgka kredit.

b. Pendidikan clan pelatihern Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka

kre dit.

c. pendidikan clan pelatihan Fungsional Pengarn'as Kemetrologian

selama 600 jam sebesar 6 angka kredit'
d. Pelaksanaan tugas pengawasan Metrologi Legal sebesar 6 angka

kreciit.

.Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 114'

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Moory,

S.H., sesqai clengan pelngkat, golongan ruang yang dirniliki yakni

Pengarvas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Mucla, golongan

ruang III / a.

Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsior:ral Pengalvas l(emetrologian berdasarkan jumlah angka kreclit

.yang dimiliki serelah clitetapl<an oleh pejabat yang berrvenang

menetapkan angka kredit, sehingga jedang jabatan dan pangkat,

golongatl ruarlg clapat tid:rk sesuai dengan j*dang jabatarn dan pangkat,

golongan ruang sebagaimana dimaksud pacla angka 1.

Contoh:
Sclr. Henhen, S.E., M.M., NIP. Ig7LO7OS 199503 I 00 1, Pangkat Pembina,

golongal ruang IV/ a, jabatan Kepala Bidang Metrologi Dinas

2.

3.
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perindr.rst.rjan clan Perclagangan Provinsi X akan diangkat dalam Jabatan

Fr-rngsional Penga\vas l(emetrologian.

Berclasarkan hasil penilaian dari t,im penilai, Sdr. Henhen, S.E., M.M'

memperoleh angka kreclit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut.

a. Pencliclikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.

b. Diklat. fr:ngsional Penga\ ras Kemetrologian sebesar 6 angka kredit.

c. Pelaksanaan tugas pengawasan Metrologi Legal sebesar L69 angka

kredi L.

cl. Pengenrbangan profesi sebesar 25 angka kredit.

e. Penunjang tugas Pengawas Kemetrologian sebesar 25 angka kredit.

Mcngingat angka kredit yang dirniliki Sdr. Henhen, S.E., M.M. sebesar

375, sehingga penetapan jenjang jatratan yang bersangkutan tidak sesuai

clengar-r pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pengawas

Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan rllang IV/a.

PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENGAWAS KEMETROLOGIAN YANG

MELAKSANAI(AN TUGAS TIDAK SESI.JAI DENGAN JENJANG JABA]'ANNYA

A, Apabila pacla suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Kemetrologian untuk

melaksnnakan tugas sesuai dengan jenjang jabatanilY&, maka Pengawas

I{emetrologian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di

bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut

berclasarkan penugasan secara tertr-rlis dari pimpir-ran unit kerja yang

ber:sangkutan.

B. penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada

hnruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengawas Kernetrologian yang melaksanakan kegiatar-r satu tingkat cli

atas jenjang jabatannye, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar

B0% (clelapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri

Perrciayagunaan Aparatur Negara dan Re formasi Birokrasi Nornor 35

T'ahun 2014.

Contoh:

Sdri. Kurniawati, S.Sos., NIP. L975O22O 2OOOO3 2 001, jabatan

Pengawas Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Peuata 'lingkat l, golongan

ruang IlI/ cl pada unit kerja pengawasan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten X. Yang bersangkutan ditugaskan ttntuk

melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi

terkait dalarn rangka pengawasan UTTP dengan angka kredit 0,060.

I{egiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengawas Kemetrologian

Ahli Maclya,

Dalam hai ini angka kredit yang diperoleh sebesar B0%o x 0,060 : 0,048.

2. pengawas l{emetrologian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di

bawah j.njang jabatanny&, angka kredit yang diperoleh ditetapkau

sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,



-b-

sebagailrlana. Lercantum dalarn Lampiran I Peraturan Menteri
Perrdayagunaarr Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2014.

Contoh:

Sdr. Wahyu, S.Ip., NIP. 1 q780320 20OO09 1 OO 1 , jabatan Pengawas

Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, goiongan rllang IIIi d pada

unit kerja pengawasan Dinas Perirrdustrian dan Perdagangan Kabupatcn
Y. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyiapkan surat perintah

tugas (SPT) dalam rangka pengawasan UTTP dengan angka kredit 0,010.

I{egiatan dimaksucl rrterupakan tugas jabatan Pengau'as Kemetrologian

Pertam a.

Dalam hal ini angka kreclit yang diperoleh sebesar 10Oo/o x 0,010 = 0,010

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA,

DAN P]INGANGI(ATAN DARI JABATAN LAIN

A. PE.IABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian

ditetapkan oleh pejabat sesuai clengan peraturan perundang-undangan.

B. PBNGANGI(ATAN PBRTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fr-rngsional Pengawas

Kcmetrologian merupal<an pengangkatan untr-rk mengisi lowongan

formasi dari Calon IrNS.

2. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Ketnetrologian harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling t'endah Sarjalra (SI)/Diploma IV (D.lV);

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruanglllla;
c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fi-rngsional Pengawas

I(emetrologian;

rnengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;

telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik; dan

setiap Llnsr-ir penilaian prestasi kerja paling kurarng bernilai baik
clalam 1 (satu) tnhun terakhir.

3. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas l(emetrologian

setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti
dan luius pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrologian

clan uji kompetensi.

Contoh:

Sdri. Wilsa, S.H., NIP.L984O2O9 2OO9O3 2 OO4 terhitung mulai tanggal

1 Mare t 2OOg diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III f a,

selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjacli PNS pangkat Penata

Muda, golongan ruang iII/a terhitr.rng mulai l-anggal I April 2010.

d.

e.

f'.
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I)alam hal clemikian llaling lama tanggal 31 Mare t 201,2 yang

bersalgkurtal suclah harus merrgikuti dan lultrs pendiclikan dan

pelatihan lLngsional Pengar,vas Kemetrologian serta uji kttmpetensi"

pNS yang telah mengikuti clan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
pengarn as KemeLrologian dan r.4i kompetensi sebagaimana dimaksud

pacla angka 3 harus diusulkan untuk diangkat dan dilantik sebagai

penlriillk kcpada Pejabat yang benvenang.

pNS setragaimanEr climaksurcl pacla angka 4., paling lanra 1 (satu) tahun

setelah clialgkat dan dilantik sebargai penyidik harus diangkat dalam

Jabalt,arr frungsional Pengalvas l{emetr:ologian.

Contoh:
sclri. wilsa, s.H. NIp. Igg4O2Og 200603 2 OO4, pangkat Penata Muda,

gol<rngal rurrng IlIla telah cliangkat dan clilantik sebagai penyidik tanggal

I .Jr-tni 2012.

fJalam fial clemikian paling lama tanggal 31 Mei 2A13, ]rang

bersangkutan suclah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Kemetrologian.

Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kernetrolggiarr dibuat menllrut contoh frlrrnulir sebagaimana tercantum

dalarn Anak Larnpilan I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan lJersatna ini.

C. PENGANGI{A"I'AN DNRI JARATAN LAIN

L pengangkatan pNS dari jabatan lain ke dalam .Iabatan Fungsional

Pengawas Kemetrologian dapat dipertimbangkan, apabila:

a. memenuhi syarat sebagairnana dimaksucl pada huruf B angka 2;

b. menriliki pengalaman cli bidang pengawasan Metrologi Legal paling

kurang 2 (dua) tahun; dan

c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun

Z. pengalaman di bidang pengawasan Metrologi Legal sebagaimana

climaksud pada angka I huruf b, dapat secara kumulatif.

Cr"ln toh:

Sclr. Fajar, S.H., NIp. 19800305 200604 1 001, pangl<a[ Penata Muda

Tingkat I, golongal'L rllang III/b, rnencluduki jatlatan Alralis Kepegawaian

pada unit kerja pengawasan cli Dinas Perindustrian dan Perdagangan

provinsi X. pada waktu mendlrduki jabatan Analis Kepegau'aian, yang

bersangkutan juga melakukan kegiatan pcngawasan Metrologi Legal

sclarnat 1 tahun.
yang bersar-rgkutan dimutasi menjacli Analis Kepegawaiarn pada ttnit
perclagangan Dalam Negeri cli Dinas Perindustrian dan Perdagangan

provinsi X. Selama menduduki jabatan Analis Kepegarvaian pada unit ini,

yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pengawasan Metrologi

Legal,

4.

5.

6.
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I(emudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjacli Analis Kepegau,aian

pada unit kerja pengawasan di Dinas Perindustrinn dau Perdagangan

Provinsi X. Selama menduduki jabatan Analis I(epegar,r'aiern pacla ttnit ini,
yang bersangkutan juga mclakukan kcgia.tan pengawasalr Metrologi Legal

selama I tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Fajar, S.H. memjiil(i pengalaman di
bidang pengawasan Metrologi Legal selama 2 (dua) tahun.

Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf c, merupakan batas

usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatart
Fungsional Pengarn'as Kemetrologian, olelr. karena itu pengajuan usulan
sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan
paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Evi, S.Sos., NIP. 19620408 199103 2 O0t, pangkat Penata Tingkat

I, golongan rlt€rng III/d, mencluduki jabatan Pengolah Data pada Unit

I{erja Pengawasan cli Dinas Perindustrian dan Pcrdagangan Provinsi Y.

Apabiln yerng bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan

Ftrngsional Pengawas Kemetrologian, maka pengajuan usulan sudah

diterirna oleh pejabat sesuai peraturan perund ang-Llndangan paling

larnbat er.khir bulan Oktober 2OL3 dan penetapan keputusarl.

pengangkatannya paling lambal- akhir bulan Maret 2014, trtengingat yallg
bersangkutan lahir bulan April L962.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1,

sama ,Cengan pangkat yang dimiliki clan jenjang jabatannya ditetapkan

berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang

berr,venang menetapkan angka kredit.

Jr-rmlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapl<an

dari Llrrsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

Angka kredit sebagaimarna dimaksucl pada angka 5 tidak didasarkan
pada masa kerja pangkat dan golongan rLlang, tetapi didasarkan pada

kegiatan ltrlsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur
penunjang.

Contoh:

Sdr. Astawa, S.H., M.H., NlP.19710705 199503 I 001, Pangkat Pernbina,

golongan rltang lV la, jabatan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

di Dinas Perindnstrian dan Perdagangan Kabupaten A, akan diangkat

clalam Jabat-an F-ungsional Pengarvas Kemetrologian.

Selama mendr-rduki jabatan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di

Dina.s Perir:rdustrian dan Perdagarrgan l(abupaten A, yang bersangkutan

melakukan kegiatau antara lain:
a. Unsurr utama

1) Penctidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.

2) Diklat fungsional Pengawas l(emctrologian sebesar 6 angka kredit.

4.

5.

6.
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3) Pelaksanaan tugas pengawasan Metrologi Legal sebesar 145 angka

kredit.
4) Pengernbangatr profesi sebesar 2O angka kredit.

b. Unsur penunjang
1) Mengikuti serninar/lokakarya dan berperan sebagai narasurnber

sebesar' 2 angka kredit.
2l Mengikuti bimbingan teknis clan berperan sebagai panitia sebesar

I angka kredit.
Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan clari unsllr utama dan

unsur pentrnjang yakni sebesar 324 angka kredit dan tidak didasarkan

pada masa kerja pangkat dan golongan rLrang.

7 . I(eputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan

Ftrngsional Pengau'as Kemetrologian clibuat menurut contoh formulir

sebagaimalta tercantum clalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PtrNGUSULAN, PtrNILAIAN, DAN PENBTAPAN ANGKA KREDIT

A. PBNGUSULAN PENETAPAN ANGKA KRBDIT

pengusulan penerapan angka kredit disarnpaikan oleh pimpinan unit

kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang

kepegarvaian clengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit

clan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pengawas

Ke metrologian yal1g bcrsangkutan kepada pe,jabat yang mengusulkan

penetapan angka kredit dibuat menurut conloh forrnulir sebagaimana

tercantum dalam Anak Larnpiran 3 .vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit rnenl/ampaikan bahan

penetapan angka kredit kepada pejabat yang beru'enang menetapkan

apgka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaitnana tercantum

clalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.

Usulan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2

dituangkan dalam daftar usulan penetapan angka kredit. dibr-rat menurut

contoh formr-rlir sebagaimana tercanturn dalam Anak Lampiran 5 sampai

clengan Anak Lampir an 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.

Setiap usqlal penetapan angka kredit Pengawas Itemetrologian harus

melamlrirkan:

a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan

fungsio na1 I teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, dibuat

menurLrt contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran

8;

1I.

2.

3,

4,
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b. srlrat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan Metrolcigi Legal

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalarn Anak

Lampiran 9;

c" surat p€rn5rgrtaan melakukan kegiatan pengcmbangan profesi dibuat

menurut contoh formulir scbagaimana tercanl.um dalam Anak

Lampiran 10; dan

d. surat perltyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut

contoh formulir sebagaimana tercantum clalam Anak Lampiran 1 1;

yang rterupakan tragiarr tidak terpisahkan dari Peraturan Rersama ini.

S. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud clalam angka 4 harus disertai

clengan bukti fisik.

R. PENILAIAN DAN PENI,-TAPAN ANGKA KREDIT

1 . Penilaiarr clan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengawas

Iiemetrologian clilakukan paling kurang I (satu) kali dalam setahun.

Contoh:
Prestasi kerja Pengawas Kemetrologian mulai I Januari 201'4 sampai

clengan 31 Desember 2OL4 harus dinilai rlan ditetapkan paling lambat

buian ,.Jatf uari 20 15.

Z. Penilaian d an pene tapan angka kredit untttl< lcenaikan pangkat

Pengawas Kcmctrologian clilakukan 3 (tiga) bulnn sebelum periode

kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikurt:

a. untr-rk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling

lambat. pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan

paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

3. Penetapan angka kredit Pengawas Kemetrologian ditetapkan oleh pejabat

yang berwe nang menetapkan angka kredit, dibuat menlrrut contoh

forrlr-rlir sebagaimana tercantum dalam Anak Larnpiran 12 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini,

4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan

Kepega'*'aian Negara lKepala Kantor Re gional Baclan Kepegawaiart

Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pengawas I(emetrologian yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

o. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawas

Kemetrologian;

cl. Kepala Biro Kepegawaian lBadan Kepega',vaian Daerah

Provinsi/ I{abupaten lKota; dan

e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
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VI. SPESIMtrN PE.]ABAT YANG RERWENANG MtrNtrTAPKAN ANGI(A KREDIT, 'TIM

PI'NILAI, TUGAS TIM PENII,AI DAN TIM TEKNIS

A. SPtrSIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

I . Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang

berr,l'enang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan l{epegawaian

Negara/ Kepala l(antor Regional Badan Kepegawaian Negara.

2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka

kreciit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda

tangarr dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/

Iiepala l(antor Regional Badan l(epegawaian Negarn.

13. TIM PENILAI

1. Pejabat yarlg benvenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan

keu,enangannya dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Pejabat Pirnpirrarr Tirrggi Maclya yang nrembidangi

S tancla rclisarsi dan Perlinclungan Konsumetr l(ementerian

Perdagalrgan yang selanjutnya disebut'l'im Penilai Pusat;

b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratalna yang membidangi

Metrologi Kementerian Perdagangan )'ang selanjutnya disebut Tim

Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan
'linggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan

selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan

d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten /Kota atau Pejabat

Pirnpinan Tinggi Pratanra yang ditunjuk yaltg rnembidangi

perdagangan selanjurtnya diseburt Tim Pe nilai KabupatenlKota.

2. Tim Penilai terdiri dari unsllr te knis yallg mernbiclangi pengawasan

Metrologi Legal, unsur kepegawaian, dan Pengawas Kemetr<llogian.

3. Susunan keanggotaan Tirn Penilai, sebagai berikut:

a. Seorang ketua merangkap anggota;

b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan

d, Anggota paling kurang 4 (empat) orang.

4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari

unsur kepegawaian.

5, Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari

4 (empat), harus bedr-rmlah genap.

6. Anggota sebagaimana dimaksud pzrda angka 3 huruf d, paling kurang 2

(dua) orang dari Pengarvas Kemetrologian-

T . Dalam hal komposisi j umlah Angg<-rla -sebagaintarta clirnaksud pada

apgka 6 ticlak dapat dipenuhi, maha anggota dapat diangkat dari Pegawai

Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja

Pen gav,tas KemeLrologian.
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B. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:

a. menducluki jabatan/ pangkat paling rendah sama dengan
jabatan / pangkat Pengawas I{cmctrologian yang dinilai;

h. merniliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja
Pengarn'as Kemetrologian; dan

c. aktif melakukam penilaian,

9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk masa jabatan berikr-rtnya.

10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-
turut sebagairnana dimaksud pacla angka 9, dapat diangkat kembali
setelah melampaui tenggang wakttr I (satu) masa jabatan.

1 1. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam)

bulan atau lebih, maka ketua rnengusulkan penggantian anggota secara

definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat .yang berwenang

menetapkan Tim Penilai.

12. Dalam hal tcrdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat

anggota pengganti.

13. Pernbentukan clan susu.nan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pinrpinarr Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan

Perlindungan Konsurnen Kementerian Perclagangan untuk Tim

Penilai Pusat,

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi

Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Keria;

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Peiabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang clitunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai

Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah I(abupa ten lKota atau Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama )'ang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim

Pe nilai Kabupaten/ I(ota.

C. TUGAS TIM PBNILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantur Pejabat Pirnpinan Tinggi Madya yang membidangi
Standardisasi dan Perlindllngan Konsutnen Kementerian
Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas

Itemetrologian Ahli Maclya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IVlc
cli lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan

Itabupaten / Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yarlg diberikan oleh Pejabat Pimpinal-I

f inggi Madya yang mernbidangi Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan

penetapan angka kreclit sebagaimana dimaksucl pada huruf a.
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Tugas Tim Peniiai Unit l(erja, yaittr:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Metrologi Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit
bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III I a sampai clengan Pengauras Kemetrologian Ahli
Madya, pangkat Petnbina, golongan ruang IV /a di lingkungan
I(ernenterian Perdagangan ; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikarr oleh Pejabat Pimpinan
'l'inggi Pratama yang rnembidangi Metrologi l{ernenterian Perdagangan

yang berhubungan derrgan penetapau angka kredit sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

Tugals Tirn Penilai Provinsi, yaitu:

a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratarna yang ditunjuk yang membidangi perdagangan dalam

menetapkan angka kredit bagi Pengau'as Kemetrologian Ahli Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas

I{emetr:ologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan rllang IV/a di

lingkurngan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan 'finggi Pratama yelng clituniuk

yang rnemtridangi perdagangan yang berhubungan dengan penetapan

angka kredit sebagaimana dimaksud pada hurttf a.

Tugas Tim Penilai Kabupatenf Kota, yaitu:

a. Membantu Sekretaris Daerah KabupatenfKota atau Pejabat

Pinrpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi

perdagangan dalam rnenetapkan angka kreclit bagi Pengawas

Kernetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang

lll/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Atrli Madya, parrgkat

Pembina, golongan ruang lV la di lingkungarl KabupatenlKota; dan

b. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah Kabupatenll(ota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaug

ditunjuk yang rnernbidangi perdagangan yang berhubungan dengan

pene tapan angka kredit scbagaimana dimaksud pada huruf a'

D. 'ilM'I'EKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk

Tim Teknis yang anggolanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus

sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempun5rai kemampuan

teknis yarlg diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua

Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat

khr-rsus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

3. Tim Teknis rnenerima tugas dari dan bertanggung ja"vab kepada Ketua

Tim Penilai,

2.

3.

4.
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4. pernbentukal Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapert

kegiatan yang bcrsifert khusus at.au kegiatan yang memerltrkan keahlian

tertentLr sebagaitnana dimaksud pada angka 2'

DAN ANGI{A I{RtrDI'TVII. I(ENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABA'I'AN,

PENGEMBANGAN PROFBSI

A. KtrNAIKAN PANGKAT

1. Kepaikan pangkat Pengawas l(emetrologian, dapat dipertimbangkan,

apabila:

a. paling singkat 2 (clua) tahun dalarn pangkat terakhir;

b. memenr-rhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

clalanr 2 (dua) tahun terakhir'

Ite naikan pangkat Penga\tras Kemetrologian Ahli Madya, pangkat

Pembina Tingkart I, golongan ruang IVi b menjacli pangkat Pembina

Utama Mucla, gcllongan ruang IV/c, clitetapkan oleh Presiden setelah

rnepdapat pertimbangan teknis l{epala Badan l(epegau'aian Negara.

Itenaikan pangkat PNS Kernenterian Perdagangan -vang mendurduki

jabatan ftrngsional Pengar+,as l(emetrologian Ahli Pertama, pangl<at

penata Mucla, golongan rLrang III/a menjadi Penata Muda 'lingkat I,

golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli

Maclya, pangkat Pembina Tingkal- I, golongan ruallg IV/b, ditetapkan

oleh Menteri perclagangan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala

Badan l(epegawaiarn Negara.

I{enaikan papgkat PNS Daerah Provinsi yang menducluki jabatan

fungsional Pelgawas Kernetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan rLlang lll/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan

r\.rFl11g III/b sarmpai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya,

parrgkat Pembina 'l'ingkat I, golongan ruang IV/ b, clitetapkan oleh

pejabat pemh:ina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah

mendapat persctujuan teknis Kepala l(at-rtor Regional Badan

Kepegawaian Negara yang bersangkulan'

Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/ I{ota yang menduduki

jabatap furngsional Pengarvas Keme trologian Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I,

golongan rllang III / b sampai dengan Pengarvas liemetrologian Ahli

Madya, palgkat Penata Tingkat I, golongan rllang III/d, ditetapkan oleh

pejabat Pembina l{epe gar,r'aian Kabupaten lKota yang bersangkutan

setelah menclapat pcrsetujuan teknis Keparla liantclr Regional lJadan

I{epegawaian Negara }relng bersangl<urtan'

I(enaikan pangkat PNS Daerah l{abupaten/ Kota yang menduduki

jabatan fungsional Penga\lras Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penater

Tingkat I, golongan ruang LIIId menjadi Pengawas Kemetrologian Ahli

Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lV/a clatr Pembina Tingkat I,

2,

3.

4.

5.

6.
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golongan ruang lV/ b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan
setelah mendapat persetujLlan teknis Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pengawas Kemetrologian dalarn jabatan yang lebih

tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah

clitetapkan sesuai ctengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:
Sdr. Lukman, S,H., NIP. 19800505 200604 I OO I jabatan Pengawas

Kemetrologian Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010,

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai
tanggal I April 2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari
tahun 2013, Sdr. Lukman, S.H. memperoteh angka kredit sebesar 205

dan akan clipertimbangkan untuk dinaikl<an pangkat menjadi Penata,

golongan ruang IlIlc terhitung mulai tanggal 1 April 2013.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu
ditetapkan kenaikan jabatannya rnenjadi Pengawas I{emetrologian Ahli

Muda.

Pengawas Kemetrologian yang memiliki angka kredit melebihi angka

krec{it yang c{itentukan untuk kenaikan jabatan dan f atau pangkat

setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan
rtntuk kenaikan jabatan danlatau pangkat berikutnya.

Contoh:
Sdr. Karim, S.Si., NIP. 19801016 199803 I O1O, jabatan Pengawas

Kemetrologian Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat i, golongan

ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2OL4. Pada waktu naik
pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang

bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 160.

Aclapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
Penata Mr-rda Tingkat I, golongan ruang III/ b yakni 1 50, dengan

clemikian Sdr. Karim, S.Si. memiliki kelebihan angka kreclit 10 dan

dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pengarvas Kemetrologian pada tahun pertama telah memenuhi atau

melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan

dan/ atau pangkat dalam masa jabatan danlatau pangkat yang

didtrdukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan

angka kredit paling kurang 2oo/o (dua puluh persen) dari jr-rmlah angka

kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan Metrologi Legal,

Contoh:

Sdr. Sonny, S.IP., NIP 19850210 200603 1 001 Jabatan Pengawas

Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan rllang

lITla terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2OOB sampai dengan Desember

2OL1 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk

8.

9.
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kenaikan pangkat. menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
terhitung rnulai tanggal I April 2OI2.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja .Ianuari 2OI2 sampai dengan 31

Desember 2OI2, Sclr. Sonny, S.lP. telah tnenglrmpulkan angka kredit

se besar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang

dictuclukinva yakni sarnpai dengan 31 Maret 2Ol3 telah memiliki angka

kreclit yang clapat clipertirnbangkan untuk kenaikan pangkat menjacli

Penata, golgr"rgall ruang III/c ,\'akni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang

clidudukinya yakni sampai dengan 3l Maret 2OI4 untuk kenaikan

papgkat menjadi Penata, golongan rLranEI III/c Sdr. Sonny, S.lP. wajib

mengumpulkan angka kredit paling kurang zooh x 50 = 10 angka kredit,

10. pelgalvas Kenretrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda,

golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib

mengumpqlkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari

kegiat-an pengawasan Metrologi Legal dan pengembangau profesi'

Contoh:

Sdr. Frianto, S.8., M.Hum., NIP 19601115 19B703 1 O01 jabatan

Pengau,as Kemetrologian Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I,

golongal rr-lalrg IV/b terhitung mulai tanggal I Oktober 2Ol1. Yang

bersangkutan nail< pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan

ruang IY lc terhitr,rng mulai tanggal 1 Oktober 2O14.

Dalam hal d.emikian, Sdr. Frianto, S.8., M,Hum, setiap tahun sejak

tanggal 1 Oktober 2014 menductuki pangkat Pembina Utama Muda,

golongan ruang IV/c, q,ajib mengumpulkan angka kredit 2O (dua puluh)

dari kegiatan penga\^/asan Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

B. IGNAIKAN JABATAN

1. I{enaikan jabatan Pengau'as Kernetrologian dapat dipertimbangkan

apabila:

a. paling singkat I (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. mernenr.r[i anglcar kredit kumurlatif yang ditentul<an; clan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik

dalam 2 (dr-ra) tahun terakhir.

Z. Kenaikan jatratan Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama untuk menjadi

Pengawas I{e rnetrologian Ahli Muda sampai dengan Pengau'as

I(emetrologian Ahli Maclya, ditetapkan clleh Pejabat sesttai dengan

peraturan perunctang-undangan'

3. KepuLusan kenaikan jabatan Pengawas Kemetrologian dibuat menurttt

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang

merupaknn hlagian ticlak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
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ANGI(A KIRBDIT PENGEMBANGAN PROFESI

I. Per-rgawas l(emetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Mucla Tingkat I,

golongarr ruang IIIib yang akan naik j"*jang jahettan dan pangkat

menjacli Pengau'as Kernet.rologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan

ruang III lc, erngka kreclit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua)

berasal dari u.nsur pengembangan profesi-

Z. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c
yang akan narik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari unsur

pengemba rrgan profesi.

3. Pengarnas Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/cl yang akan naik jcnjang jabatan dan pangkat menjadi

Pepgarvas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan rLrang

IV la, eingl<a kredit yang clisyaratl<an paling kurang 6 (enam) berasal

clari r.lnsr-lr pengembangan profesi.

4. Pengarvas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang

lV la yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b, angka kredit yang d,isyaratkan paling kr:rang B (delapan)

dari Llnsur pengembangan profesi.

S. Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,

golongan rLrang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pernbina Utama

Muda, golongan ruang IV lc, anglca kredit yang disyaratkan paling

lcurang 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

6. Angka kredit clari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan

ultuk kenaikan pangkat dan latau jabatan masing-masing

sebagaimana dimaksucl pacla angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat

kumulatif.
Contoh:

Sclr. Harndan, S.lP. NIP. 19760607 200604 1 001, jabatan Pengawas

Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan

ruang III i b.

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pengawas l{emetrologian Ahli

Mucla, pangkat Penata, golongan ruang III I c, Penata Tingkat I golongan

ruang III/d sampai d"engan menjadi Pengawas Kemetrologian Ahli Madya

pangkat Pemi:ina golongan ruang IV la, pangkat Pembina Tingkat I

golongan rlrang IV/b dan pangkat Pembina tttama muda golongan

ruang lV lc, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit

dengan rincian sebagai berikut:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kcmetrologian Ahli

Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan

angka kredit dengan rincian sebagai berikut:
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a. Tugas pengawasan Met-rologi Legal - 38

b, Pengernbangan profesi:

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan : 2,5

atau ulasan ilmiah darlam perternuan ilmiah

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan

ruang IIIld, telah mengumpulkan angka kredit clengan rincian sebagai

berikut:

a. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 72

b. Pengembangan prolesi: : 4

Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan

ihniah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan

N4etrologi Legal yang dipublikasikan dalam bentuk

majalah ilmiah

Untr-rk kcnaikan jabatan dan pangkat menjadi Pengawas l{emetrologian

Alrli Maclya, pangkat Pembina, golongan ruang IV la, telah

rner')gumpulkan angka kredit dengern rincian sebagai berikurt:

a. Tugas pengatvasan Metrologi Legal : 74

b. Pengembangan profesi: : 6

Membuat karya tulis/ ilmiah hasil

penelitian/pengkajtanfsurvei/evaluasi di bidang

pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan
dalam bentuk majalah ilmiah

{.Jntuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pengarvas Kemetrologian

Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb, telah

mengumpulkan angka kredit clengan rincian sebagai berikttt:

a. Turgas penga\ Iasan Metrologi Le gal - | 42

b, Pengembangan profesi: = 8

Membuat karya tulis/ ilmiah hasil

penelitian /pengkaj ianlsurvei/ evaluasi di bidang

pengawasan Metrologi Legal yang tidal<

clipublikasikan dalam bentr-rk buku

Ultuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrologian

Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan rlrang IV f c, telah

mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tr-rgas penga\^/asan Metrologi Legal - 138

b. Pengembangan profesi: - 12,5

Membuat karya tulis/ ilnriah hasil penelitian I
pengkaj ian lsurvei/ evaluasi di bidang penga\Iv'asan

Metrologi Legal yang dipublikasikan dalam bentuk

btrku
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VIII. PBMBBBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN .IABATAN

A. PEMBBBASAN SBMBNTARA

1. Pengawas l(emetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya,

palgkat Pernbina'lingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila dalam jangka 'uvaktu 5 (lima) tahun

se,jak mcnclucluki jabatan/pangkat terakhir tidak dapaL rnemenuhi

angka kredit yang rlisyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrologian yang jabatannya

Iebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sclr. Raharcljo, S.T., M.T., NlP. 196809 12 L992OB 1 008 pangkat

Pembina, golongan ruang IY la terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008,

jabatan Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Pcrindustrian dan

perclagangan Kabupaten B. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan

Fungsional pengawas Kemetrologian Ahli Muda terhitung mulai tanggal

I .Juni 2OO9 dengan angka kredit sebesar 285 '

Mengingat je.tjang jerbatan )rang bersangktttan lebih rendah clar:i

pangkeit yang dirniliki, maka apabila dalam jangka u'aktlr 5 (lima) tahr.rn

sejak diangkat dalam Jabatan lrungsional Pengawas Kemetrologian Ahli

Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2OI4 tidak dapat

memepuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai

pangi<at )'erng climiliki yakni Pengarn'as Kernetrologian Ahli Madya angka

kred.it 4OO, maka yang bersangkutan terhitung rnulai tanggal 31 Mei

2Ol+ dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas

I(emetrologian Ahli Muda.

2. Pengar,vas l(emetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

rllang III/ a sampai clengan Penganvas Kemetrologian Ahli Madya,

pangkat Pernbina Tingkat l, golongan ruang IV/ b, dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila dalam jangka vi'aktu 5 (iima) tahun

seiak mencludr-rki jabatan terakhir tidak dapat memeltuhi angka kredit

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas

Kemetrologian ]rang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama

sejak diangkat dalam jabatan te rakhir-

Contoh:

Sdr. Giarto, S.lP., NIP. L977Ogl2 2OOOO3 1 OO 1 pangkat Penata,

gololgan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1Oktober 2008, yang

bersangkurtan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas

I(emetrologian Ahli Muda terhitung mr-rlai tanggal I Februari 2OO9

dengan angka kredit sebesar 2IO.

Apabila clalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejal< cliangkat dalam

.Jabatan Fungsional Pengau,as l(emetrologian Ahli Muda yaitu

1 Februarj 2009 sampai clengan 31 Januari 2O14 tidak dapat
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memenlll-ri an5{ka kredit }<trmr.rlatif untuk kenaikan pangkat menjadi

Penata Tingkat. I, golongan ruang III/d derrgan angka kreclit 3OO, tnaka

yang bersangkutan terhitung mulai Langgal 31 Januari 201'4

clibebaskan sementara dari Jabatan FungsionaI Pengawas

Kernetrologian Ahli Mucla

Pengauras I{emetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya,

pangkat Pembina Tingkat I, golongan fuang IV /b, dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

clalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kreclit kumulatif

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas

Kemetrologiap yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak

diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sciri. Surtika, S'f,M.Si, NIP. 19670302 I992O3 1004, Pcngawas

Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lV f a,

terlritung mulai tanggal I April 2006. Yang bersangktitan naik pangkat

menjacli Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai

tanggal 1 April 2OOg dengan angka kredit sebesar 590,

Apabila clalam jangka rvaktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi

Pembipa Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2OO9 sampai

clengap 3l Maret 2OL4 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif
gntuk kenaikan pangkat menjadi Peml:ina Utama Muda, golongan

ruang IY I c dengan angka kredit 7OO, maka yang bersangkutan

terhitung mulai tanggal 31 Maret 2OI4 dibebaskan sementara dari

.labatan Fungsional Pengawas l{emetrcllogian Ahli Madya.

Pengar,,,as l{ernetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda

golongan ruang lV lc, dibebaskan semerttara dee"ri jabatanllya apabila

setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak

clapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari

pengawasan Metrologi Legal dan Irengembangan prolesi.

Contoh:

Sdri. Anggraeni, ST, M.Si, NIP. 19690810 199106 I 002, jabatan

Pengawas l{emetrologian Ahli Madya, pangkat Pernbina Utama Muda,

golongan ruang IVi c terhitung mulai tanggal I Oktobcr 2013, dengarr

angka kredit sebesar 705.

Apabila. setiap tahun sejak mencluduki pangkat Pembina Utama Muda,

golongan ruang lV / c yakni I Oktober 2013 tidak dapat memenuhi

paling knrang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengawasan

Metrologi Legal dan perlgembangan profesi, maka yang bersangkutan

dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas

Kernetrologian Ahli MadYa.

4.
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Selain pernbebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1,

angka 2, angka 3, clan angka 4 Pengawas Kemetrologian dibebaskan

sementara dari jabatailfl5r2, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. clitugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan

anak keempat datr seterusnYa; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (erram) bulan.

Pembebasan sementara bagi Pe ngawas Kemetrologian sebagaimana

climaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, didahului

clengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6

(e1am) bulan sebelum beitas waktu pembebasan sementara, dibuat

menurLrt contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak

Larnpiran l4 yang merLrpakan bagian tictak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

I{eputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pcngawas

I{emetrologian diburat menumt contoh formulir sebagaimana tercantum

clalam Alak Lampiran 15 yang merLrpakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bersama ini.

PENURUNAN JABATAN
1. Pengar,r,as Kemetrologian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

berupa pemindahan dalam rangka penururlan jabatan setingkat lebih

rendah, rnelaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang ban-t.

2. penilaian prestasi kerja Pengawas Kemetrologian selatna menjalani

huktrmarr clisiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai

dengan.f abatarl yang baru.

3. Jumlah angka kreclit yang climiliki Pengawas Kemetrologian sebelum

dijalr-rhi hukuman clisiplin sebagairrlana dimaksud pada angka 1 tetap

dimiliki dap clipergunakan untuk pengangkatan kembali dalarn jabatan

semula.

4. Angka kredit _yang diperoleh dari prestasi kerja dalarn j*njang jabatan

sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikern

pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke dalam jabatan

semula.

Contoh:

Sdr. Hendra, S.Si. NIP. 19761016 200004 1 O 10 jabatan Pengawas

I(enetrologian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, goiongan ruang

III7cl clengan angka kreclit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi

hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka

penur-unan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pengawas

I(ernetrologian Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011,

daiam hal clemikian:

6.

7.

R.
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a. Sdr" Hendra, S.Si., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruangUl/ d
diturunkan dari Pengarn'as Kemetrologian Ahli Muda menjadi

Penganvas l(emetrologian Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar

300.
b. Sclr. Hendra, S.Si. diberikan tunjangan jabatan fungsional Pengawas

I{emetrologian Ahli Pertama.

c. Sdr" I-Iendra, S.Si. dapat cliangkat kembali ke jabatan Pengawas

I(emetrologian Ahli Muda dengan ketentuan sebagai berikut:

1) paling singkat telah 1 (satur) tahun terhitung sejak dijatuhi
hukuman disiplin;

2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman

disiplin yaitu 300 angka kreclit; dan

3) menlenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang- undangan.

cl. Selama me nduduki Pengawas Keme trologian Ahli Pertama, Sdr.

Flendra, S.Si metnperoleh angka kreclit sebesar 5O.

e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas

Kemetrologian Ahli Muda, Sdr. Hendra, S.Si. memperoleh angka

kredit sebesar 55.

f. Dalam hal demikian, Sclr. Hendra, S.Si. dapat dipertimbangkan

untui< naik .jabatan menjadi Pengawas Kemet.rologian Ahli Madya

d.engan angka kredit sebesar 405 yang berasal dari:

1) angka kredit terakhir sebesar 3OO;

2l angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan

Pengawas Kenretrologian Pertama sebesar 5o; dan

3) angka kredit yang diperoteh setelah diangkat kembali dalam

jabatan Pengawas l(emetrologian AhIi Murda sebesar 55,

IX. PENGANGKATAN KBMBALI
1. Pengawas l(emetrologian yang dibebaskan sementara karella:

a. telah 5 {lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat Irlemenuhi angka

kreclit kurnulatif yang disyaratkan untuk kenaikau jabatan setingkat

lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrologian yang jabertannya lebih rendah

dari pangkat yang climiliki;

b. telah 5 (linrar) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat men-Ienuhi angka

kredit kumulatif yang clisyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrologian yang akan mendapatkan

kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

c. telah 5 {lirna) tahun clalam pangkat teraklr.ir tidak dapat memenuhi

angka kreclit kumurlatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat

setingkat Ie bih tinggi bagi Pengawas Kemetrologian yang pernah

mendapatkan kenailcan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

atau
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cl. setiap tahun sejak menciuduki pangkatnya l-ida.k clapat memenuhi paling
kurang 20 (clua puh-rh) angka kredit clari kegiatan dari pengau'asan

Metrologi Legal dan pengembangan profesi bagi Pengawas Kemetrologian

Ahli Madya, pangkat Pembina Utarna Muda, golongan ruang IV/c;

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian,

apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu)

tahun.

pengar,vas I{emetrologian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan

sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Kemetrologian apabila telah diaktifkan kernbali sebagai PNS, atau

pemeriksaarl oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada ptttusan

pengaclilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan

dinyatakatr bahrn'a yang bersangkutan tidak bersalah.

pengawas Kemetrologian Ahli Pertama clan Ahli Mucla yalrg clibe baskan

sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
pengawas Iiemetrologian, dapat diangl<at kembali dalam Jabatan Fungsional
perrgarvas ltemetro)ogian apabila paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam)

tahun.

pengawas Kemetrologian Ahli Madya yang dibebaskan selnentara karena

clitugaskap secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas

I(emetrologian, ctapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas

I(ernerrologian erpabila berusia pating tinggi 58 (lirna puluh delapan) tahun.

pengarvas Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti

di luar tanggurngan negara, dapat diangl<at kembali dalam Jabatan

Fungsional pengawas Kemetrologian apabila telah selesai menjalani cuti di

luar tanggttngan negara.

pengalryas Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena menjalani

tugas belajar lebih d.ari 6 (enam) bulan, cliangkat kernbali dalam Jabatan

Fungsional pengawas Kemetrologian apabila telah selesai menjalani tugas

belajar.

pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat

dilal<ukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat

sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan

sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Cotltoh:

sdr, Hikmar, s.H,, NIP. L96OO707 199 103 1 001, jabatan Pengawas

I{emetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV la yang

bersangkutan clibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Kemetrologian

Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator'

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan

lungsional Pengaw.as l(emetrologian, maka usulan sudah cliterima oleh

peiabat sesuai peraturan perunclang-undangan paling lambat Januari 2018'

3.

4.

5.

6.

7.
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pengangkatan l<ernbali ke dalam .Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian clilaksanakan clengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengawas l(emetrologian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan

Furpgsional pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka

I menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah

dengan angka kredit clari kegiatan pengawasan Metrologi Legal dan

angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam

pembebasan sementara.

5, pengarn,as f(emetrologian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan

Fup.gsiolal pengawas l(emetrologian sebagaimana dimaksud pada angka
,2 6an angka 5 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

c. pengau,as Kemetrologian yang cliangkat kembali ke dalam Jabatan

Irungsional pengarvas l(emetrologian sebagaimana dimaksud pada angka

3, apgka 4, dan angka 6 mengf{unakan angka kredit terakhir yang

climiliki ctan ctapat clitambah dengan angka kredit dari pengembangan

profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

I(eputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas

I(emetrologian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

dalam Anak Lampiran 16 yang menrpakan bagian Lidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.

X. PBMBERHBNTIAN
1. pengau,as Kemetrologian cliberhentikan dari jabatanflY&, apabila dalam

jangka s,aktu 1 (satu) tahurr sejak dibebaskan sementara dari jabatanllya

sebagaimana dimaksud pada angka romawi VIll huruf A tetap tidak dapat

rnemenuhi angka kredit yang ditentukan.

Contoh:

Sclr. Marrin, S.T. , M.T, NIp. tg7 4Og 1 2 199608 I OOB telah dibebaskan

sementara clari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Ahli Muda

terhitung mulai tanggal I Jttni 2Ol4 -

Sdr, Martin, S.T. , M.'1, tetap ticlak dapat memenuhi angka kredit yang

dis1r31-stkan sampai clengan tanggal 3 1 Mei 20I 5, maka yang bersangkutan

cliberhentikan clari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.

Z. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian

clibr-rat menllrr'lt contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak

Lampiran IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

XI. PENYESUAIAN I INPASS-I/VG DALAM JABATAN DAN PANGKAT

l. pNS yang pacta saat clitetapkan Peraturran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dap Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 'l'ahun 2014

telah clan masih rnelaksanakan tugas di biclang pengawasan Metrologi Legal

berdasarkan keputr-rsarl pejabat yang berwen&og, dapat disesuaikan/ di-

8.

9.
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inpassing clalam Jabatan Fungsional Pengawas l{emetrologian, dengan

ketentuan sebagai berikut:

berij azdn paling rendah sarjana (s 1)/ Diploma IV (DIV);

pangkat paling rendah Penata Mucla, golongan ruanglllla;
telah mengikuti clan iulus per-rdidikan dan pelatihan fungsional

Penera/Pengamat Tera dan teknis penyidikan; dan

cl. setiap unsur penilaian prestasi kerla paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

Jenjang jabatan bagi PNS yang akan clise snaikan ldiinpasslng ditetapkan

lrerclasarkan angka kredit kumulatif, sebagaimana tercantum dalanr

Lampiran V Peraturan Menteri Pendayaglln aarr Aparatur Negara dan

Refcrrmasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2OI4.

Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dihitung

berd.asarkan masa kerja pangkat terakhir dengan pernbulatan ke bawah

yaitu:

a. Kgrang clari I (satu) tahun, cJihiturpg kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 {satu) tahun sanrpai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1

(satrl) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua)

tah un;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang clari 4 (ernpat) tahun, dihitung 3

(tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (ernpat) tahun.

pNS yang dalam masa penyesuaian/ inpcrssf ng telah dapat dipertimbangkan

lcenaikap pangkatnya, maka sebelum disesuatkanldr-inpassfng dalam

Jabatal Fungsional Pengawas Kemetrologian terlcbih dahulr-r

dipertirnbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ irupassing

telah memperguuakan pangkat terakhir.

pNS yang telah disesuaikan ldi-htpassing dalam Jabatan Fungsional
pengau,as Kemetrglogian nnttrk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih

tipggi har.rus menggunakan angka kredit yang ditcntr-rkan, serta memenuhi

syarat lain yang clitentukan clalam peraturan perLrndaug-undangan.

Keputusan penyesuaian I inpassing dalam Jabatan lrungsional Pengawas

Kemetrologian, clitetapkan ole h pejabat sesuai peraturan perundang-

undangap dibuat menurut contoh forrnulir sebagaimana tercantum pada

Anak Lampiran 1B yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

penyesuaian f irtpassing d,alarn Jabatan Fungsional Pengavtlas Kemetrologian

ditetapkan terhitung mulai tanggal I Maret 20 15 dan harus selesai

clitetapkan paling lambat pada tanggal 28 Februart 2OI7 '

XII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pengawas Kemetrologian yang akan naik jenjang jabatan

berlaku sejak bulan Juni 2016.

a.

b.

c.

2.

3.

5.

6.

7.

4.
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XIII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KtrPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA,

EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANC}AN.

RACHMAT GOBEL



ANAI{ LAMPIRAN 1

PtrRATURAN BERSAMA
MIJNT'BRI PERDAGANGAN DAN
I(EPAI,A BADAN KEPEGAWAIAT.J NEGARA
TBNTANG
I(ETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI{RASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONNL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGIfi IilIEDITNYA

CONTO}I
I(EPUTUSAN PENGANC I(ATAN PERTAMA
PEGAWAT NEGERI SIPIL DALAM JAE}AI'AN
FUNGSIONAL PENGAWAS I(EMETROLOGIAN

Menimbang

I(EPUTUSAN
M BN',rF;RI / CIUBERNUR/ B UPATI /wALIKOTA*)

NOMOR :.......,,......
TENTANCJ

PENCANGI{A]IAN PERTAMA PEGAWAI JVEGFJRI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMET'ROLOGIAN

M ENTERI / GU BERNU R/ BUPATI / WALII(OTA, *)

a. bahrva sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparzrtur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Inclonesia Nomor 35 Tahun 2014,
lrerlu i,rntuk menglangkat Saudara dalam "Iabatan Fungsional
Pengawas l{emetrologian;

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

b.

: 1.
2.

3.

4.

5.

lJndang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah dir-rbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri PendayagLlnaan Aparatur Negara clan Reformasi Rirokrasi
Repnblik lndonesia Nomot'35 Tahun 2O14;
Peraturan Bersarna Menteri Perdagangan dan I{epala Badan I(epegawaian Negara
Nomor ..,........;

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP
c. Panglcat/golongan ruang/TMT
d. Urlit kerja

mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

;;;;,i; il;;;,;' ;;;; .;';;;;; ;;;.;;;; i.u.i,'""' a^i"* ;;o';';';, ;1, ar,a,r
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestirrya.

Asli l(eptrtusan ini disarnpaikan kepada Pegarvai Negeri Sipil vang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

]'embusan :

l. Kepala Eitrdan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersaugkutan; ^)

2. I{eilala BI{D Plovinsi/BKD Kabupatert/Kota atau Biro/Bagial: I(epegarvarau
instansi yang bersangkutan;*)

ll. t)eiabat yantlberrvenang tnenetapkan angka kredit;
+. fepala Rant-or Pelayanin Perbendahzrazur Negzua/Kepeda Biro/Bagian I{euangan Daerah

vang bersarrgktttal ;*)
5. Peja[at lain 5igng ctrairggap perlu.

*) Coret.yang ticlal< perlu.
'*) Diisi apabila ada penambahan cliktum yang dianglap perlu'



ANAIT LAMPIRAN 2
PERA'I'URAN BERSAN{A
MENTNRI PtrRDAGANGAN DAN
KEPALA tsADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAI{SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORIvIASI BIROI(RASI RIIPIJBLII( INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2OL4 TENTN N(i JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I<EMETROLOGIAN DAN
ANGI{A I{REDITNYA

CONTOH
I{EPUTUSAN PENGANGI{ATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI JABA'|AN LAIN I{E DAI,AIVI
JABAI'AN IIUNOSIONAL PI]N(}AWAS
IiEMETROI,O(}IAN

Irtlenimbang

IiEPUTUSAN
M ENTERI / GUBEITN U lt/ BU PAll / WALI I(OT,q'*)

NOMOR :.......
TBNTANG

PENGANGIGTAN PEGAWAI NEGETTI SII)IL DARI .JABATAN LAIN

IiE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

M ENTERI / G UBERNU R/ B UPA',f l / WALI I(OTA,*)

a. bahw.a sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Perat.uran lr4enteri Peudal'a55unaan

Aparatrlr Neg*ara'dan Reforrnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahttn 2014.
pcrlq mengangkat Sauclara ,... ....... clalarn jabatan Pengzluvas liemetr<-rlogian;

\tlengingat

Menetapkan
PERTAMA

I{EDUA
IiETIGA
I(EEMPA'I'

b.

: 1,
'2.

e

4.

5.

Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 2014',
Pcratuiiln Pemeritttah Nomor 16 'fahun 1994
Peraturarr Pemerintah Nomor 40 Tahurr 2010;
Peratttratr Pernerintah Nomor 9 Tahr-tn 2OO3

Peratltrr,tn Pemeritltah Nomor 63 Tahun 2009;
Peratnratr i\'tenteri Perrdayagunaan Aparatltr
Republik lndotresia Nornor 35 Tahr"rn 2OI4:
Peierturatr Bersama I\'lenlel'i Pclrdagangan dat't
Nonror',..

sebagainrana telah diubilh clengan

sebagaimana telah diubah delrgan

Negara clatr Reformasi Birokrasi

Kepala 13r'rclatr liepegarvaian Negara

...)
**)

IvlEi\'IUTUSI(AN :

mulai tanggal ...,.. mengangkat Pegawai Negeri Sipil:Terhitung
a. Nama
b. NIP
c. Pangkart/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja

clalarn jabatan ....' dtlngan angka il;;;ti ;;;;;;;r . f ..

;ffiti; il;;;;i;; ili i;t;i; i"i:J'p-*f k"k.i;;"; ,i;i*; k;;;il;^n' 
"'', 

akan

diaclakap pertraikan dan perhitungan kernbali sebagaimanat rtrestinya-

Asli l(e1:r"rtLlsan ini clisampaikan kepada Pegarvai Negeri sipil .1'ang bersangktltan Llntuk
diketairui dan diindahkan sebagaimana mestinya'

ditetapkern cii

ptrda teinggal

NIP.

Tembuszur:
l. Kepala Raclan l(epegau'aian Negara/liantor Regionat BI(N y11g bers-anglcutam; *)

2. Iieirala BI(D propirl.iiyenn l(nbtrpaierl atau l{o[a atar.r Biro/tjagian l(epegawaian
instansi Yarrg berszurgkutatr ; 

*)

3. Pcjabat yzurg bertuenang nleuetapfan angka-kredit;-.
.i. r<epJa ttantirr p"r"v""ih perberidahar^al-r Negara/Kepala Bilo/Bagian lteuangzur Daerah

yang bersangkutan;')
5. itejibat lain.yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
*") Diisi apabila acla penambatrilrr clil<turn .yang clianggap perlu



ANAI( LAMPIRAN 3
PERATURAN BERSAMA
MENTERI t'tiRDAGANGAN DAN
I{EPALA BADAN I{BPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PI}I,AI(SANAAN PERATURA.N MTTNI'F]RI

PENDAYAGUNAAN APARA'I'UR NEGARA DAN

REFORMASI BIROI(RASI REPUL}LIK INDONESIA
NOMOR 35 TAI{UN 2014 TENTANG JABNTAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I(EIUETROLOGIAN DAN

ANGI(A I{REDITNYA
CONTOH;
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN
PBNEI'APAN ANCI{A I{REDIT (DUPAI() DARI

PIMPINAN UNIT I{ER.JA KEPADA PEJABAf
PANGUSUL PENETAPAN ANGI{A I(RtrDIT

l{epada Yth.
Pejabat llengusul Penetapan Angka l(redit Instansi nrasing-masing *]

Di
Tempat

l. Bersama ini l<ami sampail(an DUpAIt ata$ nama-nama pegarvai sebagai berikut untuk ditetapkan angka

kreditnya:

2. Demikian atas perhatialrnl'a krlmi ucapl<arr terin'Ia kasih.

Pimpinan Unit I{erja

{Paling rcndah Pejabat Pengawas}

*) Tuliskan jabatan Pejabat

NIP.

pengusul penetaparl atrgka kredit.

PANGI(AT/ GOLONGAN MASA I(ERJA

GOLONGAN



ANAI( LAMPIRAN 4
PtrRATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I(EPALA BADAN ITIIPEGAWAIAN NEGARA
TENTANC
KE'I'ENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
PtrNDAYAGUNAAN APARATUIT NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLII{ TNDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2OT4 TENTANG .IABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I(EMETROLOGIAN DAN
ANGI(A I(REDITNYA

CONTOFI:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN
PENE'IAPAN ANOI(A I(REDIT (DUPAI() DARI
PE.JABAT PBNGUSUL I(EPADA PEJABAT YANG
BERWENANG MBNETAPKAN ANGKA I(RBDIT

I(epada Ytlt.
Pe-1abat Yang Betrvenang lr'lenetaplcan Angka l(redit *)

Di
Ternpat

l. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan angka kreditatas nama-nama pegawai sebagai berikut:

Z. Denrikian $rrrar ini l<ami sampaikan untuk menclapatkan penctapan, dan atas perhatiaun.ya kami

ucapkan terima kasih.

Pejabat Pcn gusul inst.ansi
Pusat/ Provinsi/ I(abu paten/ I(ota*)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat yang benvenang menetapkan angka kredit"'

I\,TASA I(ERJA
GOLONGAN

PANGr(AT/ GOLONGAN

RUANG



CON'I'OH
DAF"I'AR USULAN PENEI'APAN ANGKA KITEDI'I..JARf(IAN FUNGSIONAL PENGAWAS I(EMETROLOGIAN

DAFTAR USUI,AN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROI,OGIAN AHLI PERTAMA

NOMOR:

ANAI( LAIVIPIRAN 5

PERATURAN BERSAMA
MtrNTERI PERDAGANGAN DAN

KEPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NIiGAITA

TENTANG
I(ETENTTJAN PEI.AI(SANAAN PERATU RAN
MtrNTERI PENDAYAGU NAAN APARA'IUR NEGARA
Dr\N REF'ORMASI BIROI(RASI REPUBLII(
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TBNTANG
JAL]A'TAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KEME'IROLOGIAN DAN ANGI(A KREDITNYA

MASA PENILAIAN :

Bulan .......s/d Bulan Tahun.

ryo
I
l.

I(ETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

lf"rr*'S.ti f<.r't'.

2.

3.

4. Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis l(elamin5.

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kredilnya

7. ,labatan Pengarvas l(emetrologian /'tMT
8. Masa lie{a golongan lanra

:t. Masa l(erja gr:longan baru

Unit Kerjar0.

NO

I.INSUI? YANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGiATAN

ANGI(A I(REDIT IvIENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

JUMLAI-I LnMnl eanu 
| 
.iu tu Lnr r

I
qlal.., lnlzls

I UNSUR UTAMA

I PENDIDIKAN
A Pendidikan sekolah dan nremperoleh ij aaalt/ gelar

1l Doktor (S3)

2l Pasca Sa:jana (S2)
,t\

Sarjana (SlJ atau Diploma IV (DIV)

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis .Jabatan Fungsional
Pengawas l(ernetrologian serta rnenrperoleh Surat Tarrda Tzunat

Pendidikan dzur Pelatihan (SfiPP) atau sertrfikat

1l Lamanya lebih clari 9(:0 jzun

z) Larnany'a arltara 641 ^ 960jam

3) Lamanya anlara 481 - (r40 janl

4) Lamanya arrtara 161 - 480 jam

s) Larnanya antara 8l - l601am

6) Larnzurya antara 3I - 80 jant

7l Lamanya artara l6 - 30 jam
n Per cticlikan dan pelatiha:r Prai abatan

tingkat lll
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NO

UNSUiI YANG DINII,A]

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRDT I'I MENURUT

INSTANSI I)! NGUSUL T M PENILA]
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUIvfLAH

I 2 3 4 5 6 7 6

2. IPBNCAWASAN IUBTROLOGT LEGAL

A, Pengarvasan U'l-fP

r) Persiapan Pengawasan UTTP

a. Menyrsun program ke{a pengawasan U'ITP

Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan UT1'P
sebagai peserta

b. Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT)pengawasan UTTP

Menyiapkau bukti identitas diri pengarvasan UfiP
d Menyi apkan p erlen gkapan ad rninistrasi pengarvasaul UTTP

e. Menyiapkan pera-latan teknis yang dibutuhkan untuk
nrelakukan pengawasan UTTP

2l Pelaksanaan Pengawasarr UTTP

a. Melakukern pengawasan terhadap penggunaan UTTP da.n
tanda tera

b. Melalntkan pengujian arval kebenaran hasil pengukuran UTTP
(ukur ulang)

c, Melakukan Pencatatan Hasil Pengawasan UTTP

d. Menyanpaikan peringatan pertama kepada obyek pengawasan
UTTP

e. Melakrrkan inspeksi tiudak lanjut obyek pengawasan UT.TP
terhadap peringatan pertarna yang telah disampaikan

3i Evalrrasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasanr UTTP

it. Mengumprrlkan data hasil pelaksanaan p€ngawasan UTTP

b. Melakukan pemaparan dan pembalrasan substansi evaluasi
pelaksanaan pengawasan UTTP sebagai peserta

B, Pengawasan BDKT

rl Persiapan Penganvasan BDKT

a. Menyrsun program l<erja pengawasan BDKT

Mendiskusikan konsep prograrn kerja pengawasan BDKT
sebeigai peserta

b. Menyrapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan BDKT

c. Menyrapkan bukti identiras diri pengawasan BDI(T

d. Menyiapkarr p erlen gkapan adm inistrasi p en gawasaJr B D KT

e. Menyiapkan peralatan telqris ya-ug dibutuhkan untuk
melakukan pengawasan BDKT

2) Pelaksanaan Pengawasan BDK'I

a. Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT,
rneliputi:

(1) Penggunaan Bahasa lndoncsia yang jelas dan mudah
dimerrgerti

tzl Penggunaan Bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab
dan huruf latin.vang ticlak memiliki padanannya

(3) Kel<uatan label terhadap kemasan (tidak rnudah lepas)

(4) Kekuatan dan estetika penulisan (tidak nrudal'r
luntur)/tidak mudah msak, mudah untuk dilihat clan
dibaca

(5) (llilr ran tinggi huruf dan angka kuantitas nominal

(6) Penulisan lambang satuan

b. Melakukan pengujian kebenaran kuanta (ukuran bersih, isi
bersih, berat bersih atau jumlah hitungan) BDKT, meliputi
kebenarrur kuanta terhadap tsDKT yang berada di
pasararr / b erdasarkan h asil pen gadu an (Po st Mar k etl

c. Mernbuat Berita Acara Pengawasan BDKT

d. Melakukan perhitungan hasil pengujian kebenaran kuanta
BDKT

e. Menyusun surat keterangan hasil pengujian BDKT

f Menyanrpaikan Perin gatan Pertama kepada
prod u sen / imp ctrtir/ pen gemas BDKT, dal am hal tid ak
memenuhi salalr satu dari kriteria penandaan yang ditentukan
oleh Undang-Undang tentang Metrologi Legal



-3-

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIA"IAN
ANC KA I(RED TME URUl

INSTANSI PE NGUSUI, T M PEN LAI
LAMA BARU JUMLAH [,AMA BARU J UMLAH

2 4 ;) 6 8

I

I

I

o Menyrrsun konsep Surat Penaril<an BDITT yang tidalc
memenuhr ketenluart kesesuaizur pelabelan dan kebenaram
lnrantitas dari peredaran

lr, MenSnapkan konsep surat permintaan pencabtttan SIUP/ Izin
lainnya

l. Menrinta ternbusan/ sa.lirrarr Surat Perintah Petrcabutan
StUP/lzin la:nnya dari pejabat yang benvenang

3) Evaluasi dan pelaporan hasil pelal<sanaan pengawasan BDKT

a. Merryusun rellcana kegiatan evaluasi pengawasan IIDI(T

b. Mengumpulkan data hasil petaksanaal] pengawasan BDI{T

c. Melakttkan perrlaparan dan pembahasan substansi evaluasi
pelaksanaan pellgawasal BDI(T sebagai peserta

cl. Pen gawasan Penggrtnaan Satuatr Ukuran

l) Per riapan pengawasarl pen ggrr llaan satu an u ku rart

a. Menltrsun progranl l<eI"la pengawasern penggunaan satuan
lrktrrarr

Iv1en cl islctt sikan kon sep p rogarn kerja pen gawasan
penggunaan satuan ukuran sebagai peserta

b. Menyraplceur Surat Perintah'l\rgas (S PT) pen gawasarl
penggunaan satttatr ttkuran

c. Meny'iapkan bukti identitas diri pengarvasan penggunaar
satLlarl ulruran

d. Ir4 enyi ap k an 1: erlen gka p arr adnr irr is tra si p en ga\\'a saJr

penggunaan satuall ttkuratr

Menyiapkan peralatarr teknis yalrg dibrrtuhkan ltntuk
rnelakukeur pengawasan penggullaan satuan ukuran

2l Pe.lalcszur a an p err gawa san pen ggtl n aan safLlan u kuran

a. Melakukan pengarvasan terhadap penggunaan dan penulisan
satuan dan lambang safuan yzurg tercantut:r pada UTTP

b. Melakrrkan pencatatan lrasrl pengawasan penggunaan satuan
tt lcrr rarr

c Menyusun Berita Aczu-a F-errgawasan Perrggunaan Satttan
Ukuran

cl. N{emberil<an peringatan terRrlis pertarrla terhaclap pengguna
satuar rtkuran yang tida-k sesuai peraturan perundang-
undalgan

e. Melakukan pengambilarr hasil cetaknn pada perrgumuman
atau rnencctal( bLrkti pengumuInan/nremfoto/cara-cara lain
sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuatr
peraturan pelundangatl yang berlaku sebagai bahan atas

dugaan adzurya pelanggarzur

f. Mernbuat Berita Acara pengambilan hasrl cetakan pada
pengurnurnal atau ntencetak bukti pengumr:nran/
rnem.foto/cafa-cara lain sepanjang sesuai dan dapat cliterima
berdasarkan l<etentuan peraturan perundangan yang berlaku
sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran

a)' lr,fenclokrrnterrtasikan hasil cetakirn, pacla pengumuman atau
me n cetak b tt kLi p en gulnu In an /memfoto / c eu'a- cala lain
sepanjang sesuai clan dapat diterrma berdasalkan ketentuart
peraturarl pertttrdangarl yalrg berlaktt sebagai bahan atas
clugaan adanya pelanggaran untuk diproses lebih lanjut

3) Eva
per

luasi dan pelaporan hasiJ pelaksanaan pellga\vas€u)

.ggunaan satual ukurzul

a. Menyusurr rencarla kegiatan evaluasi pengawasalr
penggullaum satuan ukurart

b. Merrgumpulkan rtata hasil pelaksanaan penga\ rasan

perlggunaan satuan Lthurzur

c. Irtetat ut<atr pemaparal] dan pembahasan substalsi evalr.rasi

pelaksanaan pengatvas€m penggunaan satttan ukural sebagai
peserta



UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT
TIM PENII,A]INSTANSI PENGUSUI,

Pernberrlayaan M as.Yarakat

Ivlenvusu rr program kerja penyrtuhan

Me. (ti sk-u -il<,.in lionsep pro grzun kerja pcnyu lu han sebagai

MerrSriaplt -t Berhzu-r clan Strategi Penyuluhan

Ii{enginventarisasi b ahan penyuluhan

Ivlencliskusilcan konsep bahan dan strategi penyuluhart
sebagar peserta

Menctiskusikan konsep/lrahan informasi di bidzurg

kemetrologian clalarrt bentuk tnedia cetak/elelctronik setragai

peserta

I\{*ty"*,n petu"juk inforntasi di bidang kernetrologian dalarn

bentuk rnedia cetak/elektlonik :

Internet/media sosial

tutetfyiaptzur Sr"t ral Perintah'l\tgas (SPT) penyulultarr

lr'len.yiapkzur bttkti idenbtas diri pcnyrtluhan

@ap an aarniniitrasi kemetrologian dalam
ra-rrgka p errytr luirarr

Mernbuat Blog/media sosial

Evaluasi dan pelaporarr lrasil pelaksanaart

N,lengrnt'errtalrsir data hasil pelaftsanaan penyuItthan

M etrrtl s*rl sik' an t<orr sep I ap o ran h asil p el aksan a an p enyu lrt h an

sebagai peserta
-Lril'P' 

I3DKT' datt

Satuzur Ukurart

Persiapan Penyiclikan MeEologi Legal

trtenviipt an konsep Surat Perintah 1\gas (SPT) Pengawasan
dalanr rangka PenYidikan

tvle. rryi apttzur b u kti id entrtas diri p enyidikan

Menyl ap t(an p erl en gkaparr ad mi n i strasi penyi dikart

Me$napt.rn peralaterr tel(nis yzurg dibutuhkan trnt'ul<

melakulcal pengawasan

Ivlet akul.ar1 pengawasart, p eneliti arr atau pemeriksaan atas

trasil temuatr clan/atau laporan/pengaduan masyarakat

Pelaksanaan Penyidikan Metlologi l,egal

Mctlt'.ir,rrt surat perlnrntaan izin penyitaan da:l/atau
pe nyege iart ke1:';rda lietu a Pen gadilerrr Ne geri setenrpat

Merryusutr bcrkas Perl<ara

Metengkapi belkas perkara yang dittembalil<ern oleh Penuntut
Umunt

Ir{elakukan gelal perkara

guallast claI. pelapo.an hasil pelaksanaall penf idikan Metrologi

Ivlet gin."e"tarisir data hasil pelaksanaan penyidil<an

lvl e rufu s.l.r, *lcan korr sep lap oran hasil p elaksanaan pe nyidikan
sebagai pesr:rta

gawasarl Metrologi lxgal yang bersifat

Pengkajian kebij akan Perr gawasan Metrologi Legal

M e I aku k"r p e-r g f< a; ial tce U g akan Pe n garva san lvl e tr o lo gi Le gal

dalam tirn sebagai anggota

tvte tat..t t< an p e rn b ah asan h asil p engkai i zur ke b ij akan

Pe:rgarv:rsan Metrologi Lega-l cialam tim sebagal peserta

lr{. i"la. s.," 
"l-al.l 

clisernin a si 1r asil pengkqj ialr ten talr g keb ij ak arr

Penganasan Metrologi Legal clalarn tim sebagar anggota
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NO

TJNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUt] L]NSUR DAN BUTIR I(EGIATAN

ANGI(A I(REDIT MEIVURUT

INSTANSI PENGUSUL T M PEI\ ILAI

LAMA BARL] JIJMI,A}] I.AfulA BARU JUMLAI.I
I
I z

,)
4 5 6 1 I

2l Pengenrbangan program Pengawasan Metrologi Legal

a. Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan
program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai

b. Melaksanakan cliseminasi hasil pengenr ban gall pro grarn
Pengarvasarr Metrologi Lagal

(l) lDalanr tinr sebagai anggota

{2)llv{a:rdiri
3) Pengembangan nrodel, metocle, teknik, tlem nredia Penyuluhan

Metlologi Legal

A Melal<ukan pengembangan nroclel, metode, teknik, dzur nredia
Penyuluheur Metrologr Legal dalarn tim sebagai anggota

b Melakrrkan pernbahasan hasil uji coba pengembangan model,
rnetode, tel.rrik, dan media Penyrtltthan li'letrologi Legal dalarn
tim sebagai peserta

C lvl elaksarr a-ka;t cl i scm rtrasr hasil petrgenrbarrgan rnoclel, metode,
tekrrik, dan rne.dia Pen-v-uluhzur Metrologi Lrgrtl tlalarn tim
sebagai ilnggota

4) Eva luasi Perrgcrnbangan liualitas Pengarvasan Metrologi Legal

a. M elakukam evalu asi p en gkaj ian tentan g kebii akan
Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anglota

b. Melakulcan evalrrasi pengembangarr rnodel, rnetode, tekntk,
dan media Penyrluhzur Metrologi Legal dalarn lim sebagai
anggota

G Pen' lele saian Pengadu an l\{asyaraJ<at

Menerima dan membuat laporan pengaduan masyarakat terhadap
pelanggaran Undang-Undang di bidang Metrologi Legal

3. PEI\ GBMBANGAN PRO}.-DSI

A. Penrbuatan lccul's tulis/kar;ra ilmiah di bidang pengawasan Metrologi
Legal

l\L) I(arya tul is/ilmialr ha sil perrelitian / pengkajiarr / su rvei / evaluasi di
bidang pengalvasal Metrologi Lcgal yang dipublilcasilcan:

a. DaJzun bentul< buku yang diterbitkan da-rr diedar-kan secara
nasronal

b. Dalam berrtul< majalah ilmiah

2l I{arya tu li s/ ilmiah hasil penelitian / pengkaj ian / su rvei / evalu asi di
bidalg pengawasan Metrologi Legal yalg tidak dipublikasil<an:

al O"f,*trt fr"nttrt. Uuf*tr

b. Dala:rr bctrtttlc rnakalah

3) I(arya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilrnrah hasil gagasan
sendili di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikart

a. Dalanr bentul< buku yang ctiterbitkan dan diedarkan secal-a
nasional

b. Dalam bentul< majalah iltniah

4l Iiarya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilnriah berupa gagasan
sendiri dalam bidang pengalvasan Metrolog Legat yang tidak
diputrlikasikan :

a. Dalarn bentul< truku

Dalan bentulc nralcalah

5) Menyampaikan prasararr berupa tinjauan, gagasart atau ulasarr
ilmiah dalerm pertemuarr ilnriah

6) Menyusun buku panduan t€ntartg pengawasart Mel-r'ologi Legal

B. Penerjetnal'ra-n / penyacittran buktt da:r bahan-bahan lain d i birJan g

pengawasarr lr{e trr:lo gi Legal

r) Tcrjenraha:r/ sadrtran dalanr bidarrg pengawasan Metrologr Legal

.yang dipublikasika-n :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkzur dan diedarkart secara
nasionaJ

b. Dalarn bentrth rnajalah ilmiah tingkat nasiotral
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NO

UNSUR YNNG DINILAI 
,
I
F

UNSLJR, SU}3 UNSUR DAN tsUTiR I(EGIATAN IL
I

ANGI{A KITEDIT MENURUT

1 2 a 4 6 7 I
2l Terj ern aha.rr / sacl tr rart dalan bi dang Il en ga\t'a.san Metrolo gi Le gttl

yang trdal< dipublikasikan :

c.

a. lDalarn bentuk buku

b. lDalarn bentrtl< rnakalah

Pem

Penf

buatan ketentuan pelaksanaan clan ketentuan teknis di bidang
lawasam lv{euologi Legal

1) Men.yu sun dar: / atau m enyempu rnakan stan d ar tli dan g

pengarvasan Metlologi Legal

2l Men1r1l511rt darr,/atatt InenYemPurnakan pedoman biclang
pengawasan N'letrologi Legal

3) Mirrvusurr clan/atatt menyemprtrnakan petulljuk telillis biclang
pengawasan Metrologi l-egal

JI.JMI,AI-I UNSUR UTAMA I S.D 3

II UNSLIR PDNUN.IANG

PENUNJANG I{EGIATAN PDNGAWASAN METROLOGI LEGAI,

"gt 
Lqf'"t

I r) ltvteneajzu pada penclidil<an fornral setiap 2 jarn pelajaran

B.

2) Merrgqlar datr atatr tnelatjlt pada pendidil<arr clan pelatrhan
petugas ketrtetlologian setiap 2 jam Pelataran

Pera
penl

,n serta dalanr seminat', lokakarya, bimbingan telcnis di bidarg

lawasan Metrologi Legal

Merrgiln t ti seminar / iokakarya/ birnbin gan teknis d an berp eran
sebagzu ;

a. I Penrrasara:r/ penyaji

b. I Pembahas/ moderatorl r)arasumber

c. lPeserta/pzuritia

D

I(ea ggotaan dalanr'l'irn Penilar

MenJadi anggota Tirn Penilai atau sebagari Tim Teknis secara aktif

l(eanggotazur dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasiorral

a. lsebagai Pengurus akiif

b. lsebagai Anggota aktif

li. lPer< ehan penglr argaan / tanda jasa

Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lenczula Karya Satya:

a. 130 (tiga prrh,rh) tahun

b. 120 (cirra puluh) tahun

c. 110 (sepulutt) tahnn

F. Per Ieharr gelar kesarjartaeur lainnya

Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
tug,as pokoknya

a. lDoktor 1S3)

[. lPasca Sarjana (S2)

t:. lSarjana (S1) atau Diploma IV (DiV)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG



Butrr Kegraran.ieniang-iabatarr cli aters/cli barvah *)

I 2 3 4 5 6 .I 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

") Dicoret 1'ang tidak Perlu
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III LAMPIRAN PENDLII{UN(i DIJPAI( :

l.

2.

J.

4

Srlrat perrryataan telah rnelalollcan kegiatan

Surat pcrnyataan tclah melakukaur kegiatan

Surat pernlrataan telah melakukarl kegratan

darr setentsnya

IV (latatau lrcjabat Pengusul

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

(jabatan )

{nzrma pejabat pengusul )

NIP,

V Catatan Anggota'l'im Penilai

l.
2.

J,

4. dan seterusnya

(Nama Peuilai I )

(Nama Petrilai II )

NIP.

9g@
t.

2

:J.

4. dan seterusuyat

Ketua Tim Penilai,

(Nama;
NIP.

VI



ANAI{ LAMPIRAN 6

TJERATURAN BDRSAMA
I{ENTDRI PERDAGANGAN DAN

I(EPALA BADAN KTiPEGAWAIAN NEGARA

TBNTANG
KE']'BNTUAN PELAI(SANANN PERATU RAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN RBFORMASI BI ROI{RASI REPUE}I,IK

INDONBSIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

JA.E}A'I'AN ITU NGSIONAL PEN GAWAS
KEMETROLOGIAN DAN ANGI(A KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENE-IAPAN ANGI(A KREDIT JNBATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENEIAPAN ANGT{A I(REDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA

NOMOR:

INSTANSI: MASA PIJNILAIAN :

Bulan d Fjulan

I(I'TERAN GAN PEROI{ANGAN

Nomor Seri Kartu Pegarvat

Ten:pat dan'l'anggal Lahir

.lenis Kelamin

Penrlidikan yatlg diperhitungkan angka kreclitnya

Jabatan Pengarvas Kemetrologian / TMT

Masa l(erja golongan lanra

Masa I{er-ia golongan baru

Urrit l(erja

UNSUR YANG DINILAI

I.JNSUR, .SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT IVIDNURUT

TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL

JUIVILAH

UNSUR UTAMA

PENDIDIIilN
pen Oi,f *atr sekolah d an mernperoleh Ij azah I gelat

Doktor (S3)

Pasca Sar.yana (S2)

Sarjana (S1) atau Diplonra IV (DIV)

ffi fungsional/teknis Jabatar) Fungsional

Pengarvas Kemetrologiarr serta memperolefr Surat Tanda Tanrat

Pendidikan clan Pelatrhan (S]"|PP) atau sertifikat

Laman.ya tebih ciui 96Cl1arn

Lanranya antara 641 - 960jam

I.runanya antara 48 I - 64O 1am

Lamanya antara I fr I - 480 jan

Lamurya alrtal'a 81 - l6O jarn

Lamanl'a antal'a 3I - B01ant

Lamanya antar-a I6 - 30 jant

petraiaitan dan pelatihan Fraj abatan

Pendiclikan clan pelatihan PrEabatzur tingkat III
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANCI(A I(RED T MEN URUT

INS'I'A NSI PENGUSUL TI M PBN LAI

LAMA BARU JLJMLAH I.,AMA BARU JUMI-AI I

2 .+ 5 6 7 8

2. PENGAWASAN METROLOGI LEGAL
Pengawaszrn UTTP

1) Pcrsiapan Pengawasan U'mP
Menyusun program kerja pengawasan UTTP

(l) Menyustrn konsep program kerja penga\vasan UTTP

(21 Mendiskusilcan konsep program kerja pengawas€a
UTTP sebagai penyaji

(3) Merurnusk€m konsep program kerja pengawasan
UTTP

2l Pelaksanaan Pengawasan UT TP

a. M en1'amp aikan pemberitah u an pelaksanaan pen gawas€rn

UTTP kepada obyek pengawasan

b. Melakukan pengalvasan terhadap penggunaan UTTP dan
tanda tera

c. Melakukan pengujian awal kebenaran hasil pengul.nrran
UTIP (ukur ulang)

d. Itlelakukan Pencatatan Flasil Pengawasan Ufi'P

Membuat Berita Acara Pengawasan U'ffP

f Menyampaikan peringatan kedua kepada obyek
pengawasan UTTP

B. Melakukrur inspeksi tindak lanjut obyek pet'rgawasan
terhadap peringatan keclua yang telah rlisampaikan

3) Eva uasi clarr pelapora-n hasil pelahsanaan peng,awasan UTTP

a. Meny: sun rencana kegiatan ev alu asi p elal<srur aan
pengawasan UTTP

b. Mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan UTTP

c. Iv{enganalisis dan menFrsun clata hasil pelaksanaan
pengarvasan UTTP

d. l,felaku kan pern ap aran d an p embah asan sub stansi
evaluasi pelaksanaan pengawaszur UT'|P sebagai penyaji

e. M eru rnu skan hasil pemb ahas an evalu asi pelaksanaarr
pengawasan U1-IP

t Menlru sun database hasil pelaksanaan pengawasan
UT'IP

B. Pengarvasan BDKT

l) Persiapan Pengawasan BDKT

Ivlenlnrsun program kerja pengawasan BDKT

(l) Menyusun konsep program kerja pengawasan BDKT

(2) Me nd isliiu sikan kon sep pro granr keq' a pen gawasan
BDKT sebagai penyqli

(3) Merumuslcan konsep program kerja pengawasan
BDI(T

2l Pelaksanaan Pengawasan BD KT

rt. Menyampaikan p emberitahu an p elaksanaan p e n gawasan
BDKT kepada obyek pengawasarl

b, Melalmkan pendataan penandaan pada label/bungkus
BDKf, melipttti:
(1) Kebenaran pencantuman kata yang menyatakan nilai

isi bersilr, berat bersilt, atau netto untuk BDKT yang
kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume

(21 Kebenaran pencantuman kata dan nilai panjang,
jrrmlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDI(T yang
kuantitasnya dinyatakan dalam paJtjang, luas, atau
jumlah hituugan

t3) Keberraran pencarturnan kata dan nilai bobot ttlntas,
berat tuntas, atau drained utetght untuk BDKT yang
bersifat padat dalam sustu media cair, selain
pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih,
atau netto

(4) Kebenaran pencantuman kata dan nilai berat tabung
kosong atau berat kosong untuk BDI(T gas cair,
selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat
bersih, atau netto
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UNSUR YAtr*G DINII-AI
ANGITA I{REDII' MIJN URU'I

IJNSUR, SUB UNSUR DAN T3UTIIT KNCJIATAN
,fIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL

J U M LA}-IJUI4LAH

ffian kebena.ranr kuzurta (ukttran 6ersih,
isi bersih, berat bersih atau jrrrnlah hitungan) BDKT'

meliputi:

Xebenaran kuanta terhadap RDI{T pada saat

procl uksi (I''re Marketl

Kelettzrrnrt kuarrta terhadal: UDIiT yzurg beraclar di

pasarart /berclasarkan hasil pengaduan (Post Murketl

trlerrrOuCt Eterita Aeara Pengarvasan tlDI(T

enlilan
kuanta ISDli'f

M".rlyu"un sttrat keterzulgan hasil pengujian BDITT

ptenvanipaikan Penngatan Pertama kepacla

produsen /imp()t'tir/pengemas BDKf, rlalanr hal

rn e n gedarl(illl, ll) (:ll au'af kan' nr enrilnerkan, d an tn etrl u al

ISDK'l yang tlkrtratr, isi bersih, trerat hersih atau

hitunganrtYa l<urirtrg dan yailg tercanttlm pada

bungl<us/label

tvtenyatttparkarr Peringatan I(edua kepacla

produsen/irnportir/pengemas BDKT, rlalam tral:

'tdak tnern.lnultt salah satu dari kriteria penandaarl

yang clirvajibkan oleh Unrlang-Unclang tentang
Metrologi Leg,al

tvt erlgpd a rt(i).11, In e n awarltalt, m ertt am erkart, tl iltt
,ner:ju,-rl BDtif yang ukuran, isi Lrersih, berat bersih
atau lritltngeu)trya kurang clnri yarrg tercantun pada

bungkus/label

Menyampaikan Surat Perintah Penadkan BDKT yang

ticlak sesuai ketentuan kepada obyek petrgalttasatl

@rmintaal Pencabutaq SIUP/ Izin

larnnya kepttda ;:ejabat yang benvenarrg

Ar*lI,.st .{a" pctaporart tnsil pelai<sanaan pengawasarl BI)KT

," il\@a-lisalira* pellga\vasan B D I(T

a. luen.yusun database basil pelaksanaill llengawRsan

Pci,garuasan Penggttnetarn Satuan Ukuran

Iteriiipau peIIgalvasal"l penggul'laaII satuan ukurzur

tutetatut a,r llen-raparan dan penrbahiis?lJl substansi
evalurrsi pelaksirnaarl perrgawasur [JDF(T sebagar pesert'r

t!{ *, t'u uu *k arr h asil pembahasan evalu ersi pel aks an aart

penga\r,asan BDKT

Merrl.u sutr pro gl' arll kerj a pengawil saJr penggunaan

satuar), uktlran
Meny.tsun konsep prograln kerja pengalvaseur

pengguttaall sattlan trkuran

N{err,ltskttsikart lconsep prograrn kerja pengawasan

pen ggrulaall sfrtu all uktrrarrr se bagan penyaji

pet,nt.sattaan pen gawasan pen gglur ailrt satLl itn uk rt ralt

M e' ny aui pilil<:rn 1: e nt b eritahu zur p el aksan aan pe n g€lwasat"I

penggunauul satuzrn ttkuran kepzrcla ollyek pengawasarl

M e t aLu k-arl p ell gawasarl terh a<l ap p en ggun aan cl arr

penuliszur satlran tlan lambzulg satuan yallg tercelltulrl
pada:

pengurI1Lllllan lllengenAr baranB yang drjual clengiur

tara rlrul<ltr, clitakar, dan ditirnba-r"rg yang dilal<ukatl

rnelalui mcclia cetal(, media elelctrotrik, atau su'l'at

tenrpeltrtr

pem b e. fi t'ahu ai I ainnyzr yang m enl'at akan u ktl ran,

takaran artau berat

tutetakukat pencatatan h asil penSlawasan pen gg,ll n aan

satuan ukttriul
ffi a Pengao'.r$att Petrggrtnaan Sillll an

Metaportft'ui krjarlian yang diterrrrri di lapangan sccitrrr

tertulis kepacia pinrpinan unit dan Penyidik Polri



UNSUR YANCi DINII-AI
AN GKA I(REI]IT' IVIENURU'|

UNSUR, SUI] UNSUR DAN BUTIR I(E]GIAIAN TIM PENILAIINSTANSI PtrNGUSUL
JUMI,AFIJUMLAH

Memberikan penngatan tertLllis kedua terhadap
pengguna satuan ukuran I'ang tidak sesuai peraturan
pe runrlang-uudangan

Memberikan fasilitasi lcel:ada Penf iclik PoLi Llalant
rangka penyidikan pelrggunaan sattlan ukuran

Evaluasi dan 1>elapr:lran hasil pelaksanaan pellgawasalr
penggunaan satutan ttkura-n

Mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan
pengglrnaan satuan ukurzur

Melakukar: p emap aran d an pemb ahasan sub stansi
ev al u asi pelaksan aan pengawasan penggu naeu) satu an
uktrran sebagai peserta

Merumuskar-r hasil pembahasalr evaltrasi pelaksanaan
pengawasaln penggunaan satuan ukurart

Per n berd ayazur lrtl as.Ytu'akat

l{cnvrLsutr proglsttx kerja penyuluhatr

Menyusun lconsep prog:Iarll kerja penyuluhan

Me ncli sltu si ka:r kon sep prograrn kerj a llenyu Iu han

sebagai penyaji

M erumu skant kon sep pro gl am kerj a p en.y"tt ltt han

Menyiapkan Bahan dan Strategi lrenyulttha:l

Merrdiskusikan konsep bahan dan strategi
pen-yulu han sebagai penYaji

Menrbuat alat peraga penYuluhan

Mencliskusil<an konsep/bahan infonnasi di bidang
kemetrolo grarr d al arn bentu k nredia cetak 1 elektronrk
sebagai penyaji

Menyustrn petunjuk informasi di bidang kemetrologian
dalanr bentuk media cetal</elektrotrik :

Selcbaran / slide

Internet/media sosial

Ii4elakttkan koordinasi dengau pihali /instansi tet'l<ait

clalarn ran gka perr;'ttltthart

Menyusun rnateri/instlumen konsultasi di bidang
Metrologi Legal

Pelalcsalraan

trtetat<Canatan penyuluhan tatap muka dengzur kelompok

Melal<sanakan penyuluhan rnelaiui media televisi daerah

t"letatrsariakan penyuluhan melalui nredia radio daerah

Mernbuat Blog/ rnedia sosial

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

Uetat<ut ati evaluasi data hasil pelaksanaan penyuluhan

Mendisku sikan konsep laporan hasil pelaksanaarl
pe nyulutr an .sebagar PenYEi

Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan

Perllndunga" Masyaratat dalarn hal PenggLrnaan IJ'TTP, BDI{T,
dan Satuan Ukuran

Persiapzur Perryicl ikalr Metrologi Legal

lrlen-yiapkan peralatal teknis yang dibutuhkan urltuk
rnel alcrt l<2r llenga\r'asan
Netakukan l)engawasan, petrelitiatr atau pemeriksaan
atas hasil temuan da:r/atau laporan/pengaduan
masyarakat

tanda penerimaan laporan kepada

Merryu sun rencaJla PenYidikan

Pelaksanaan Penyidikan Metrologi Legal

Maakukatt pengolaharr Tempat l(eiadian Perkara ('l'KP)

Itlenyusun Laporan Kejadiau
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UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDTT MENUIIUT
TIM I'ENILAIINSTANSI PENGUSUL

JUMLAH

In{e rry-r"r su n su rat p erin tah penyitaan d an / atau

I\,Ietak t ar penyitaali7pengambilan contoh hasil cetakam

pacla pengumrtlnan atau mencetak buktr
pengununtan f rnemlbto/ cara-cara lain dalarn kondisi
t ertangk aP 1 a Ir €iill'I

Metapotk*t liasil penyitaan/pengalrbilan contoh hasil
cetal<an pacla pengumtlman atau menceta-l< bukti
perlgurnuman /memfoto/ cala-cara iain dalam lcondisi

iertangkap tangan l<epada Ketua Pengadrlan Negeri

seternpat guna Inenrperoleh persetujttan

Melakukan Deneriksaatr terhadaP saksi

Melal<ukan p erneriksaan terhaclap t ersanrgka

Nlenyusun berkas Perkara

Menj'et"hka" berkas perkara kepacla Penuntut Umum
rnelalui Penyidik Polri

Meleng[apl be*as perkara yang dikembalikan oleh

Penuntut Umum

nnenverattLtrn tersalgka dan barang bukti pelanggaran

kepacta Penuntut Urnum nrelalui Penyirtik Polti

1 lMelat<ukarr gelar perkara

E;,atllast clatt petaporarr hasil pelaksanaa' pe'yrdika'
Metrologi Legal

Metakukan e"atuasi data hasil pelaksanaan penyidikan

ftlenganafisis dan lrren)rusun data hasil pelaksanaa'n
penyidikan

ran hasil Pelaksanaa:r

dJn4-t"t"*"k-" anhasil1lelaksanaanpenyidikan
p;ge"rbmgau Kuatitr" peng"*asa1 Metrologi Legal yrutg bersifat

Pen gka3 ian kebij akan Pe ngawasan M euologi Legal

@ian kebij akan Pengawasan Metrologi
Legal mandiri

Metakut atl pembabasan hasil pengkajian kebijakan
Pengarvasan Metrologi Legal dalam tim sebagai penyaji

tr4.i atis an akan d i se min a si h asil p engkaj i an t entan g'

kebij akan Petrgarvasan Me trologi Legal mandiri

pengemUangan pro grarn Pengarvasan M etrologi Legal

tnleiatcut an p engembangan program Penganvasan

Metrologi Legal

Dalam trrn sebagai anggota

l2llMancliri
I"l.l^kuk-t pernbahasarl hasil uji coba pengembangan
prograrn Petr garvasarr lvl ctrologi I"e gal

Dalzun tinr sebaga-t PenYaJl

t.,--

tut elaksanakan di scmin asi hasil pengem b angan p rograsl

Pengaw'asan Metrolog: l,egaf dalam tim scbagai ketua

Pertge-br-gan nroclel, nrctode, teknik, dan rnedia

Penyuluhan Metrologi Legal

@bangart model, nretode, telcnik, dan
media Penyuluhan Metrologi Legal mancliri

Mel"kukatt pembahasan hasil uji coba pengembangan

urodel, metode, teknik, darr media Penyuluhan Metrologi

Dalann tinr scbaga.r PerrYaii

Mzurdiri

ffinrinasi hasil pengembangan model,

metode, telcnik, clan tuedia Penyultthan Metrologi Legal

nrandili
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UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURTJT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KL]GI^"IAN TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL
JUMLN H

@gan Kualitas Pcngarvaszur lr4etlologi Legal

Melakul<an eval u asi pengkajiarr tent an g kebii a-kan

Pengawasan Metrologi L,egal mandiri

Melalcukzur evaluasi pengembangar] prograln
Pengarvasarr Metr ologi Legal

Dalarn tim sebagai anggota

Mandili
ivtclat<ukan evaluasi pengernbangan moctel, ntetode,

teknik, tlan urecha Penyuluharr Metrologi Legal r:randiri

Perryelesalan Pengaduan Mas-yal'al<at

@ jenis llelanggaran Undang-Undang di

bidang Metrologi Lcgal

Metak"k;i pengujian yang diperlukan untuk menentukan
seberapa jauh tingkat kesalahan, masitl dalam batas/telah
keluar tlari toleransi yang ditetapkart

tutemUerit.an pcringatan kepada pemilik/pemakai/ peillegang

kuasa UTIP dalanr hal ke salahan/pelzurggaran nrasih

dirnungkinkan untuk dilakukan penrbinaan

PENGEIvIBANCAN PRO Ii' DSI

pFmbuatar: karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan

Metrologi Legal

Karya tu ti s / itmiah hasil pe neiitian / p en gkajian / survei /
evaluasi cii bidartg pengtrwasalr Metlologi Legal yang

dipublikasikan:
Dalam bentr-rl< buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasionaj

Dalarn bentuk rnajalah ilmiah

l{arya t,, tGnlmiah hasil p enetitian / p en gka-iian / su rv ei /
evaiuasi cli bidru:g pengauasan Metrotogi Legal ya'ng tidak
dipublilcasikan:

Dalanr bentul< buku

Dalanr bentttk makalah

Itzur,a tut"s betrrpa tinjauan atau ulasan ilrnierh hasil gagasan

senrliri rti bitlang pengawasan Metrologi Legal yang

dinublil<asikan:
Oatam bentuk br-tku yeurg diterbitkan clan diedarlcart

secara nasional

Dalarn benruk nr4ialah ilmiah

It*ya ttili.t b".Llpa tiniauan atau ulasan iln:iah berupa
g*gi,.t.,l setrdiri clalarn bictzurg pengalvasan Metrologi Legal

_r,irng ttdak diptr [rlil<:tsikarr :

Dalam bentuk buku
Dajam bentuk makala-h

Meny'arn pa:kan pt'asaralr b er-u p a tinj atr an, gagasan atau

ulasan ilrniah clalarn pertemuzur ilmiah

fficluan tentang pengawasan Metrologi

@ buku dzur bzrhan-bahzur lain cli 5idalg
pengawasan Metrologi Legal

TetJ er", ah"u / sacl ur ar-r d alam b i d an g p e n gal\'a.saJr M etrolo g:

L,egal yang dipublikasikan :

Lr'"tam be"lui buku yang diterbitkan clarl diedzu'ka:r

secan a trasional

Data* t entuii maialah rhniah tingkat nasional

@am bidang pengarvasan Metrologi

Lega-l I'ang ticltrl< dipubliltasikan :

t)alarn berrtuk buktt

Dalarn bentuk rnakalah

Pembuatan ketentuan petat sanaan dan ketentuan teknis di

bidang pengawasan Metrologi Legal

M"ry.r;,t. .l a" / ttau nr enyetnpurnakan standar bi dan g

pengawasan Metrologi Legal

@u nrerr.yempulnakal pedomal bidang

pcnga\A'asan Metrologi Lcgal



NO

TJNSUR YANC} I)INII,A

LJNsiui{. SLItI [JNSUR DAN IJL]TIR iililG|ATAN

reurrclzur1atatrnrenyenrJrurnakarrPetunjukteknis
I I ltrirtatrg penga\t'asan Metrologi Legal

INSl'A

-AMAI

ANC}
ttsLPn
I]AEU I

iA I(RED
crrsutl

J L.Mi^HI

T MEN
tI

I-AM[I

URUT
I'4 PEN
BARUI

'Ajl
UMT,AH

I
3 q 3 o

.JUMLAH UNSUR I.JTAMA 1 S.D 3

II l.-I NSI.,I R PEN LJ N.] AN L]

PENUN,JANG I(SC}INTAN PI'NGAWASAN METROI,OGI LEGAL

I' ivtenga.lar pada pendidikan forrnal setiap 21arn pelajaran

'2l. M."*"F.t"" -ttau melati5 pacla pendi4ikzur dan pelatihan

Iletugas kentett-ologia:r setiap 2 jarn pclajaran

Ll. pe,*t *1.,1^t"rn sr*rniiiar, Iokakarya, bimbingan teknis di

biclan g pelrgawasart Metrologi l,egal

tttc' tUttu ii se nr intrr',/ lokak ar-yn / b imbin gzur tekrtis d art

lrenlerarr sel;tr[ai :

a. I ltenrrasaran / Penl'aji

tr I p-.-i" t, 
"tt,,^o 

l ttt *t t t ato r / tr il r a su mb e r

c. IPeserta/piutittzt

C.

D

Iieamqqotaan clalattt'l'irrt Penilat

I\,lcrrj.(ird ta'f im Penilai atau sebagni'l'irn Tekuis secala

a l(tif

Keanggotaart dalatrr orgzuri-sasi profe si

tlte"i aai anf,gota orgzurisasi p rofesi Nasi onal

ur TseUagai Pcngurus aktif

b. lsebag:ri turggota aktif

F] P*r lelran penghargetan/tanda j asa

fan[ti pe'ngttatgaan/ta-nda jtrsa Satya Letrcana l(arya Sa$a:

a. ISO lliga prrluh) tahun

l)- 120 {dua ptrh"th) tahun

c. I tO (septrltrh) tahun

F. lPer :lehan gelar kesar-ianaarr lzunnYa

M.'; perro k'i t U el zah i gel ar l<e sar j arraan yar r g trdal< se su ai

rlerrsirn ttt cits rrolcoknYa

fl Doktor iSll|

lr lPasca Sarllrna (S2i

;lS"tl--ta GSt) '4t""" Diplorrra lV (DIV)

JLIIv{LAl { I.JNSUR PIiNUNJANO
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Btrtjr Kegiatan jenjang.jabatan di atas/di barvah ")

1 2 3 4 5 6 7 8

JLTIUT,A}I UNST'R U'TAMA DAN UNSUIT PBNI]N.]ANG

'r

^) Dicoret ya.ng ticlak Perlrt





ANAI{ I-AMPIRAN 7

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN

KEPALA BADAN* KTPEC}AWAIAN NEGARA

TENTNNG
I( ETEN TT'AN P T' LA I( SANAA N }'ERATU RAN M ENTERI
PENDAYAGL}NAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLII{ INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAI, PENC}AWAS KEMD'TROLOGIAN DNN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAT.TAR USULAN PENETAPAN ANGKA I{REDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KBMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JAB,{IAN FUNGSIONAL PENGAWAS I(EMBTROI,OGIAN AFILI MADYA

NOMOR:

INSTANSI: MASA PENILAIAN :

Bulan......, s d Bulan

K E'I'ERANGAN PBIRO IIANGAN

Nonror Seri Kartr-r Pegarvai

Tempat cian Tanggat Lahir

-Jenis Kelarnin

Pendidikar.r yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pengawas l(emetrologian / TIt41'

Masa Kerja golongan lama

Masa l(erja golongan baru

Urrit l(erja

IJNSUR YANG DINII,Al

ANGKA I{RBDIT MENURUT

UNSUR, SUT] IJNSUIT DAN I3U1'ITT KI.]GIA'I'AN TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL

JUMLAI-{JUMLAFI

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendid ikan se ko lah d an menrperoleh ijazah I gelat

Pasca Salana tS2)

Seu.;ana (Sl) atau Diploma IV (DIV)

Pendidikan dan pelatihzur firngsional/telmis Jabatan Iittngsional
Pengarvas Kemetrologian serta memperoleh Surat'fanda'lamat
Pendidikarr darr Pelatiiran (STTPP) atau sertitlkat

Lananva lebilr r:lari 960 -iarn

l,amanya artala 641 - 960 jaun

Lamanya antara 481 - 640 jzun

Larnanva irntal'a 161 - 480 iam

Lamanya antala Bl - l6O jarn

Lanrarr.va antara 3l - 80;2n

Lamanya .ultara 16 - 30 jam

Pendidikan clan pelatihan Prajabatan

Pen<iidikan clan pelatjhan Prajabata.rr tingkat III
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NO

UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, SUB TINSUR DAN BTJTIR KEGIATAN
AN I(A KRED IT Mtr I.JRUT

INS'IANSI PFJ NGUSUL T M PENILAI
LAMA BARU JUMLT\H I.AMA BARU JUMLAH

I z 3 4 5 6 7 I

2. PENCAWASAN \,IETROLOGI LEGAL

A. Pengarvasam UTTP

1) Persiapan Pengawaszur IJTI.P

a, Menyusun progr?rn lcerya pengawasan U1TP

lvler:rliskusikan lconsep prograrn kerja pengawasan U'l-fP
sebagai pembahas

b. Melakukanr koordinasi dengan apal'at penegal< hulrunr dan
instansi terl<ait tlalam rangka peltgawasan UTTP

2l Pelaksan aan F'en gawa san UTTP

a M e lal<u keur p eltgalvasa-n terh ad ap p eng-qll n aal UT"|P datr
tancla tera

b. It4erneri l<sa cl an m errgarnati d okt t nreutasr pcrij i nal UTTP

c, Melal<ulcan Pencatatatr FIasil Pengarvasan UT'TP

d. Mernbuat flerita Acara Penedrnaa-n UTTP yang tidak sesuar
ketentuan

e. Mernfasilita si Penyidik Polri d al am pengumprt lan
bul<tiItrahan )<ctcrangar: dalanr rangka penf idil<r.ur

peleurggaran TJTTP

f Memberikan keterangan ahli dalam persiclangan perl<arer

pelanggar-an UT'|P

3) Bvalrtasi dan pelaporarr ha'sil pelaksanaan pengawasan UTTP

Melakukan pemaparalt cian pembahRsan snbstansi evaluasi
pelaksarraan pengarvasan U'I*|P sebagai pembahas

Ll. Pen awasan BDI(T

l) Persiapan Pen gau'as;ttn BDI('I'

a. lMer-r1'usun progranr lcerja pengalvasan BDI(T

Mendiskusikan kouseP program kelja pengawasan lfDI(T
sebagai penrbahas

b. Melakukan koordtnasi dengan aparat pene.gak httkum dan
instansi terkait clalarn ramgka pengawasan BDI(T

2l Pelaksanaan Petrgawasan BDKT

a Mt:lakukan pengr-rjian kebenarzul kuanta (ukuran bersih, isi
bersih, berat belsih atau.iunrlah hitungan) BDI{T rneliputi
lcebenararr kuanta terhadap BDI{Tpada saat produksi (Pe
Mctrket)

b. lvlembuat Berita Acara Pengarvasan BDKT

Melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan
terhaclalr peringat.an kedrta yang telah clisampaikan

d Mernbuat Berita Acara Penerirnaan BDI(T yang tidak sesuan

ketentuan

e. iVlenrf:r,silitasi Penyidik Polt'i cialam pengunrpulan
br"rkti / bairan keterzut gan d alan ran gka p enyicl ikan
pelanggaran BDI(T

f Memberikeur lteterangzur ahli dalarn persiclzurgal perkara
pelanggaran tlDI(T

d
b' Melakulcan inspeksi terhaclap penerapall Surat I'erintah

Penirrikan BDKT

h Ivlelakul<an l<oorclinasi dengzur Pejabat Penerbit Surat Izin
Usaha Pcrclagartgarn (SIIJP) peritral pcncabutan SIUP atas
pelanggalan l<etentuan BDI('| ya:rg belunr ditarik dari
pereclaran berclasarkan Surat Perintah Penarikan BDIff

I N(elakukan lcoordinasi dengan Pejabat yang berwenang
perihal pencabrrtarr izin usaha lainnya atas pelzulggaran
ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredararr
berdasarkan Surat Penntah Pena:'rkan BDi(T

3) Eva iriasi dan pelaporan trasil pelalrsanaan penglawasan BDKT

a, IMcrrganahsis clan Inen1rusun clata hasrl pelaksanaan
I"
lpengarvasan BDI(T

b. Ii,tetaku l<an p em ap aran cl an petnb ahaszur str b stan si evalu asr

pelaksanaar Pengarvasan BDI(T

I ta l*u*gut p*t"tt.t,**
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NO

UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR I(EGIAfAN

ANGI{A I{RED I].MEI. URIJT

INSTANSI PE NGUSUL T M PEN LAI

LAMA BARU JUMI,A}.I I-AMA BARU JUMLAFI
I
t z 3 4 5 6 7 8

C. Perrgawasan Penggunaarr Sa[uan Ukuran

r) Persiapan pengawasan penggu naan satu an uku rarr

a. Menyusun program kerja pengawasan penggunaan satuan
rtkrtran

(l) Men dislcu sil<an kon sep prograln keri a pengawasan
penggunaan satuall ukuran sebagai pembahas

(2) Merunrushan konsep program kel;a pengawasa"ll
penggurlaarl satuan ukrtran

b. Melakul<an lcoordinasi dengan aparat penegak hukum dan
instansi terkait

2l Peiaksanaan pengawasan penggrlnaan satuan ukuran

Memberikan lceterangall ahli pacla persiclarrgan perkara
pelanggaran penggunaan satuan ukuran

\)l Eva
pen

tuasi darr pelapora.n hasil pelaksanaanl pengawasan
ggunaalr satuart ukuran

a. Mengarralisis dan tnenyu$un data hasil pelaksatraan
per)gawasarl satuan ukuran

b. Melakulcan petnaparalr dan pernbahasan $ubstansi evaluasi
pelaksanaan petrgarvasan penggunaan satttan ttkuran :

(r) sebagai penyaji

(2) sebagai pembahtrs

Men_\,u sun database hasil pelaks€rnaall pengawasan
penggunaarl satuan tt kuran

D. Pem rerdayazur Masyat'akat

r) Persiapan

a, Menyrrsun program ketja penyuluhan

Mendiskusikzur korrsep prograln kerja peItl'ululran
setragai pembahas

b. Menf iapkarr lJahan dan Strategi Penlmltthatr

(i) Ivlen gid en tifil<a si su nr ber bah an rlan an tliens p en.yu l uh alr

(2) Menyusurr konsep baharr dan st,rategi pen1'ullthan

(3) N{endiskusil<an konsep bahan dzul strategi penyuluhan
sebagai pembahas

(4) Men;ntsun bahal dan stlategi penyuluhan siap pakai

c. Mencliskusikan lconsep/bahan infonnasi di biclang
kernetrologian clalann bentuk media cetak/elektronik sebagai
penrbahas

d. N{erryusun petLlnjuk infornasi di bidang kemelrologian
dalarn bentuh meclia cetak/clcktronik :

(l) Buku
(2) I(oran / M aj alarh / Tabloi d

(3) Raclio

(4) Televisi

(s) lntelnet /meclia sosial

2.1 Pelt rksanaan

a, Ivtelakukan koordinasi pelaksanaan penyuluttan kepada
obyek penyuluhan

b. Melaksanakan penl'ulr.rhan tatap mllka dengan pelirku
u salra/instansi pernerintah / swasta

c. N{elaks'anakan penyuluhan tatap muka dengan kelompok
masvnrakat

d. lvle la]<san ak an p en-vu lu h eur mel alu i nredi a televisi dae rah

e. IvIe laksan al< an penyulu h an m elalui nledia televi si n asional

f. Ir{elaksanakan penyuluhan melalui nredia radio daerah

g Ntelaksanakan penyuluhan rnelalui rnedia radio nasional

h. N'lembuat Blog/rnedia sosial

I ir'lclail<sanakatr layanan l<onsultasi di bitlang pengawasan
N'letr ologi Legal
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NO

UNSUR YANG DINILAI

IJNSLJR. SUR UNSUR DAN BUTIR I{EGIA'L{N

ANGKA K]REDIT MENURU'I

INSTANSI PE NC}USUL T M PENILAI

LAMA BARU JUMI,AI-I LAMA BARU JUMLAH
2 J 4 5 6 I e

3) Eva tuasi tlan pelaporanr hasil pelaksanaan

a. Menganalisis dan rnenltusLlrr data hasil pelaksanaan
pertyultrhan

b, Mendisku sikar: kon sep laporan hasil p elaksanaan
penyuluhan sebagai pembahas

B. Perlinrlungan Masyarakat dalant hal Penggunaan LITTP, BDI('I', dan
Satuan Ukuran

r) Persiapan Penyidikan Metrologi Lega.l

a. Melaltukal pengawasan, penelitian atau pemerlksaan atas
hasil terrruan dan/atau laporan/pengaduan masyalakat

b Melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalarn hal
dibutu hl<an penyelidikan

c Menyusu n renc rlna penyid ikan

'I
Pela-l<san aan Pcnyid ikan Metrologi Lega-l

a. Melakul<an koordinasi denga.n Penyirlik Polri dalam hal
pennohonarr trantualr penyidikan

b. fulelakukan pengolatrart'l'ernpat I(ejardran Perkara (TI(P)

c, lr,lenyusurr Lapclrarr Iiejadian

d. Menerbitkzur surat perintah penyidikan

e Menyusun Surat Pemberitahuan Dimulainya Perryidikan
(sPDP)

f Melalcukan peman ggilan pe rtan a tcrhacl ap tersangka
dan/atau salcsi

g Iv1elakukan pernanggilan kedua terhadap telsangka dan/atau
saksi

h. lvlelakr.rkan koordinasi der:gan Penyicltk Polri dalam hal
perm intaaur bantu an da-lant melaku kan p em an ggilan
terhadap tersa.ngka dan/atau saksi di luar rvilayah kerja
Pen gawas Kenretrologian

Merr;rrstrn surat perintah penyitaan dan/atau pe nyegelan

J
M el aku kan p erryitaan / p en gambilan c ontoh h asil ce takan
pacla pengurlrurnalf atau nrencetak bukti
penEIurnuln an / memfoto / cala-cara larn d alarn l*on disi
tertangkap tarlgarl

l{. Ir4elaporkan hasil penyitaan/pengambilan contoh hasil
cetakan pada pengurnuman atau mencetal< bttktr
p en gu rnum au / trrenrfo to / c' ar a- carra lairr d ailarn kondi si
tertangkap tangzur kepacla Iietua Pengadilan Negeri setemPat
gu na rrrernpcloleh persetuj uan

II Melakukan pemeriksaal tet'hadap saksi

m. Melakukan pemeriksaan terhadap ahti

n. MelalrLrkan pemeriksaan terhadap tersangka

o. Menlrusun berkas perkara

rfr Menyerahkanr berkas perlcara kepada Penrtntut Umum
rnelalui Penyidik Polti

q. Melerrgkapi berl<as perkara yang dikembalikatr oleh Penuntttt
Urnunr

r Menyerahlcan tersangka dan barang bukLi pelalggara:r
kepada Penuntut Urnurn melalui Penf iclik Polri

S. Melakulcan gelar perkara

3) Evaltrasi dan pelaporan hasil peiaksanaan penyrrlikan Metrologi
Legal

M el aliu kan r:r,ai u asi d ata hasi l pelaksarr aan p enyidilcem

b. Ivlenganalisis clzur ltlel)!'tlsult data hasil pelaksanaan
penyidikan

c. lvlendiskusil<a:r konsep laporan hasil pelaksanaan
penyidikan

(1)lsebagai penya.ii

(2) | sebagai penrbaltas
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BI.J'TIR I(EGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUI, T M PTINILAI

LAMA BARU JUMLAI_I LAMA BNRU JUMLAH
t 2 ? 4 5 6 c

r- Pengerntlangan Kualitas Irengawasarr Metrologi Legal yang bersifat
preventif

r) Penglcqj ian lcebij alcan Perr gawasan M etrolo gi t e gal

a Melakukan pcrrgkajiaur lcebijad<rut Pt:ngawasan MetroL:gi
Legal dalarn tim sebagai ketua

b. Melakukeur penrbahasan hasil pengkajia:r kebgal<an
Pengarvasan lr{etrologi Legal dalam tirn sebagai penrba}ras

c, Melaksural<ar d isemi nasi hasil pe rrgkaj i arl te rltarlg ke bi.i akan
Perrgarvasan lvletrologi Legat dalam Lim sebagai ketua

2l Penge nrbarr galr plo granr Perrgawas au M etrologi Le gal

a. Melal<ul<zur pengembangan prograJu Pengan'asanr Metrologt
I.egal clalanr tirn sebagai l<etua

b. Ir4elalcnkan pcml:ahasan hasil uji coba pengernbangan
prografil Pengarvasan Metrologi Legal dalam tim sebagai
pembahas

3) Pengembar:gan model, rnetode, teknik, dan media Penlntltthan
Metrologi Legd

a. Melakukzrn pengembarrgan rnodel, rnetode, telcnik, dan nredia
Penyuluhan Meuologi Legal dalam tirn sebagzu hetua

l-t). Melakuka:r pembahasatt hasil ttji coba pengetnbangan
moclel, nrc:tode , teknili, dan meciia Penyultthan Metrologi
Legal dalarn trnr sebagai pembahas

c. Melal<sanaka:r diseminasi hasil pengembangarr model,
metode, teknik, dan media Penyuluhan Meuologi Legal
dalam tirn sebagai ketua

4) Evaluasi Pcngcmbangan l(ualitas Petrgawasan Metr ologi Legal

a. Mel aku ka:-r evalu asi pett gkaj i a:r tentang ke bi-i aka n
Perrgau'asan Mel.rologi l,egal clalan: tinr sebagat ketua

b. Ivi el aku kan e valrt asi p err^ge m b arl gan pro grarn Pen garvasan
Metrologi Legal dalam titn sebagar lcetua

c, Melakukzur evaluasi pengembatrgarr ntodel, rrtetode, teknik,
dan rnedia Penprluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai
ketua

\r. Penl'eleszuan Pengadu an Masyarakat

1) Menyrsun rerrcana tindakan sebagar unrpan balik pengaduan
nrasyaral<at

2\ Memtlrat laporan tertulis tentarg pengaduant tlart
menyamparl<an rencana trnclalcan kepada pimpinan unit dan
Penyidik Potri jika cliperlukan tindakan penyidrkan

3) Melakukan in sp el<si d u gaan pelarrggaran b erdasarkan lap oran
luastra-r'akat.

4) Melakukan per-rgujial yang diperlul<arr untuk rnenelrtlll(an
seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah
lceluar dari toleransi yang ditetapkan

5) Melakrrkan penelirran BIIKT cialam tral adanya pengacluan
ind ikasi pe"nyimpangzur

6) Membuat laporan hasil penelitian BDI(T ymg cliirtdikasi actanya
penyimpangan

7l Menyanrpaikan paparan hasil penelitian BDIi'f dalam hal aclanya
pengadum indikasi penyimpangan kepacla pihak lain

8) Memberikern p er:ingatan kepad a pem ilik / pern akai / pemegang
kuasa UTIP dalzun lral kesalahan/pelanggaran masilr
dimttngkinkan u rr tuk ctilakukan pembinaan

8) Melakukan penyitaan barang bukti

e) Membuat laporan kegiatan tanggapan pengaduan masyarakat

10) Menyimpan barang bukti atas pengaduan masyarakat

1l) M emfasilita si p engu rnp ul ar b alr an ke teran gan / bu kti p elanggaran
dalarn rangka penlrdikan tindak pidana bidang Metrologi Legal
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR I(EGIATAN

ANCIO I(RET IIT MENURUT 
-TIM PDNILAINGUSI.]I, I

--{

.IUMLAt-t I

1 2 ? 4 5 6 I

3. IJENGEMBANGAN PTTO FESI

A. Pembrtatan karya tulis/kalya ihniah di biclang Pengawasan Metrologi
Legal

u I(arya tulis / ilrniah hasil penelitian / p engkajian / sttwei / evalu asi di
bidan g p en garvasan Me tlologi Le gal yan g dipu blika sikan

il. l)alanr bentul< truktt yang ditertritkan dsur diedru-l<an secara
nasional

b. lDalam bentul< rnajalah ilnriah
I

'2) I(ar_ya tu l is / i lm iah hasrl p en r:li t.ian / pengkaj ian / su rve i / evalu asi di
bidmg penBawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikarr:

@tnr
b. Dalam bentuk rnakalah

3) I(ru}'a tulis bertrpa tinjattarr atatt ttlasan ihniah hasil gagasan
sendiri di bidang pengawasan Metrologi Legal vang
dipublikasikzur:

a. DaJzun bentuti l:uktt yar"rg diterbitkarr dan diedarkan seca-ra

nasional

b. IDalarn benlul< nrajalah ilmiah
I

4) I(arya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah benrpa gagasan
sendiri dalam bidang pengawasarl Metrologi Lcgal yang tidak
dipublikasikan :

a, Dalanr lrenttrl< buku

b. Dalam lrentu]< tnakaiah

s) lr{enyarnpaikiur prasar-an berttpa tinjauan, gagilstul atatt ulasan
ilrniatr dalarr pertemttan ilnrial't

6) Menyusun buku pancluart tcrrtang pellgatvasan Metrologi Legal

B. Penerjernahzur/penyaduran buku dan bahan-bahzur lain cli bidang
pengawasan N{etrologi Legal

l) Terlern ah a-rr / sad u ran cl alam bidatr g pen gawasatr Metrologi Legal
yarrg drprrbli kasil<an ;

a. Dalan: bentul< btrku yatrg diterbitkan dan clieclarkarr secara
nasional

lJ. Dalam bentul< nrajalah ilmjah tingkat nasional

2) Terlernahan/ saduran clalanr bidang pengawasan Metrologi Legai

)'ang tidak dipubltkasikan :

a. Dalam bentul< buktt
lr l)alaru beutt rl< nrakalah

C. I)ernbuatan ketentttam peltrksmaan drur keter-rtuan teknis di bidang
pengau,asan Ir4etrologi Legal

l) Menyrrsun clan/atau menyempuruakan standar bidang
perrgawasan Metrologi Legal

2l Menyusun dan/atar't menyempurnakan pedontan bidang
penga\r/asan Metlologi Legal

3) Menyusun dzur/atau menyempurnakan petuniuk teknis bidang
penga\\'asan Metrologi Legal

.IUMLAH UNSUR U]-AMA 1 S,D 3

II UNSUR PENUNJANG

PENUN"IANG I(EGIATAN PL]NGAWASAN MDTROLOGI LEGAL

A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan Metrologt lrgal

r) MengEar pacla penclidil<rur formal setiap 2 jarn pelajaran

2l Merrgajar dan ertau rnelatih pada pendiclikan darr pelatihan

Iletugas lcemetrologiiur setiap 2 jarn pelqjaran

B, Perarr serta dala-nt semirtar, lokakarya, bimbingan tekrris di bidarg
pengawasan Metrologi Legal

M en giku ti semin ar / I okakarya / bimbingan teknis d an b erper an

sebagar :

A Petnrasaran /penyali
b. Peml:ahas / moderator /narasunrber

c. Peserta/1:a:ritia
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NC)

UNSUR YANC} DINII,AI

UNSLJI?. SUT] TJNSUR DAN BUTTR I(EGIA'I'AN

AN GI(A I(RI}DIT V1EN URUT

INSTANSI PE NGT]STJT, 'l M PENIT,AI

LAMA L]ARLI .IUMLAH LAMA BARU JUMI,AH
2 4 5 6 7 I

r.

1

L.

t.:

Keanggotaan daiam'fim Penjlai

Menjacli anggota Tim Penilai atau sebagai Tinr Teknis secara aktjf
I(ezurggotaan clalam organisasi profesi

Ivlenjadi anggota orgalisasi profesi Nasional

a,

tt
sebagerl Pengttrtt s akti f

sebagai Anggota aktif
Perolehan penghargaan /tanda jasa

Tanda penghargaan/tancla jasa Satya Lencana Karya Satya:

a.

t
30 (tiga puluh) tahun

20 (dua pultth) tahun

l0 (sepuluh) tzilrun

Peroleh a.tr gelar lresar.; a.naan lainn_1,a

lr{emperoleh iiaeah lgelar l<esariarrailn yang tidrr}c sesuai dengan
tugas pol<okrrya

a Doktor (S3)

b, Pasca Szujana (S2)

c. Sarjua (Sl ) atau Diplonra IV (DIV)

JUMLATI UNSUR PENUNJANG
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Butjr Kegiatan jerlang jabatan di atas/dr barvah *!

1 2 3 + 5 6 7 8

JUN4LAH UNSUR UTAMA DAN UN$IJR PENUNJANG

*) f)ic.oret yang tidak Perltt
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LAIv'PIRAN PENDTJI{UNG DUPAI( :

I- Surat peilryittaan telah rnelakttkan lteg,iatan ".''
2. Surat pernyataan telalr rnelakukarr kegiatan ""'
3. Surat pernyataan telal-r melakukan kegiatuul "'-'
4. rJan seterusrt-\,a

Catatan Pelabat Pengusul :

(.labatan )

(nama pe.;abat Perr.gusul )

( Nama Penilai I )

(Narna Penilai II )

Catatzur ltetua'l'irn Penilai :

Ketua Tirn Penilai,

(Nanra )



ANAI( I.AMPIRAN 8
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KBPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETtrNTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII{ INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2OT4 TENTANG .JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I{EMETROLOGIAN DAN
ANGI(A I(IIEDITNYA

CONTOH
S U IRA'I' PBRN YA'IAAN MENCiII(UTI
PENDIDII{AN DAN PEI,ATIHAN FUNGSIONAL/
TEI(NIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
I(EMETROLOGTAN

SURAT PERNYATAAN

MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN F-UNGSIONAL/TBKNIS

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN "}

Yang bertancla tatrgan cli balvah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahrva:

Nama
NIP
Panglcat/ golongan ruang,'l'MT
Jabatan
Unit ker3a

Telah mengikuti perrdidikan dan
Kernetrologian sebagai berikut:*)

pelatihan Fungsional/Teknis jabatan fungsional Pengawas

Demikian 1:ernyataan ini clibuat untuk ctapat dipergunakan sebagaimana mestinva.

Atasan Langsttng

Nr-l Uraiarr Kegiatau Tanggal Satuan
ttasil

Jumlah
Volume
I{csiatan

Angka
I(reclit

Jumlah
Angka
Kredit

I(eterangan/
bukti fisil<

I
I 2 4 5 6 7 B

1

e

3.
A
't.

5.

dst

') Coret yzurg tictak perlu.
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PERATURAN BEI?SAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I(EPAL.q BADAN ITEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MBNTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA
NOtt{OR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I(RIVIETROLOC}IAN DAN

ANGI{A I(RED]]'NYA

CONTOH
S URAT PETTNYATAAN IVIEI,AI{UI(AN I(EGIATAN

PENGAWASAN N,I ETROT,OGI LEGAI,

Yang bertanda terngan cli balvah ini:

Natla
NIP
Pan gkat/ golongan ruang
.Jabatan
Unit kerja

Menyatakatr bahn'a:

Narna
NIP
Pangkat/golongan ruan$, TMT
Jalratan
Uni1. kerja

'l'elah melakukan kegiatan pengawasan

SURAT PBRNYATfu{N

MDLAI(UKAN I{BGIATAN PENGAWASAN METI?OLOGI LI'GA[,

Metrologi Legal sebagai berikttt:

ljernikian pernyataan irri dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana n-lestinya'

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Ju m lah
Volume
I{esiatan

Angka
Krcdit

Jr-rrnlah
Angka
Kredit

I{eterangan/
br-rkti fisik

I 3 + 5 6 1t I
I

2.
3.
4.
5

dst



ANAI( LAMPIRAN 10
PBRATURAN BERSAMA
MENTERI FERDAGANGAN DAN
KEPAI,A BADAN I(EPEGAWAIAN NECARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NDGARA DAN
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2OI4 TENTANG .JABATAN
FUNGSIONAL l'ENGAWAS I(EMI'"IROLOGIAN DAN
ANGI(A I(RBDITT.TYA

CONTOI-I
SUMT PERNYATAAN MELAI(UI(AN
I{DGIA'IAN PENG E}vlBANC}AN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MEI,AKUKA N I{trGIATAN PENGBMBANGAN PROFESI PENGAWAS KEMETROLOGIAN

Yang bertancla tangan di bas'ah ini:

Nama
NiP
Pangkat/ golongan rtlang
.Jabatan
Unit keda

Menyatakatr bahrva;

Nama
NIP
Pangkat/ golongan rttang, TMT
Jabatan
Unit lcerja

Telah rnelakukan l<egiatan pengembangan profesi Pengawas Kemetrologian sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk ciapat clipergr-rnakan sebagaimana rlesttnya'

No Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
FIasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 J 6 -, I
I

.4.

J,

+.
5.

dst



ANAI( LAMPIRAN 1 I

PERATURAN RF]RSAMA
MENTERI PBRDAGANGAN DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TBNTANG
I(ETENTUAN PELAKSANAAN PI'I?ATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORIV1ASI BIROI(RASI RDPUBLII( INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I{I}MBTROLOGIAN DAN
ANGKA I(REDITI{YA

CONTOI-I
SURAT PERNYATAAN Mh]I,AI(UIfiN IGGIATAN
PENLINJANG PENGAWAS I(EME I'ROLOG]AN

Yang bertancla

Narna
NIIJ
Pangkat/ golongan ruang
Jabatatr
Unit ke{a

Menyatakan bahwa:

Narna
NIP
Pangkat/ golongan rtlang, TMT
Jabatan
Unit kerja

'I'elah meiakttkan kegia tan penunjang

SURAT PERNYATAAN

MELAI{UI(AN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS KEMBTROLOGIAN

tangan cli barvah ini:

Pengarvas Kemetrologian sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian liegiatan 'fanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volurne
I(eeiatan

Angka
Kreclit

Jumiah
Angka
Kreclit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 I
I

t)

J

4.
5.

dst



ANAI( LAMPIRAN 12
PERATURAN BERSAMA
I\4ENTIIRI PERDAGANGAN DAN
I{EPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI{RASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3.5 TAHUN 2O14'I'EN'TANG JAISATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I(EMETROLOGIAN DAN
ANGIG I(REDITNYA

CONTOI-I
PENETAPAN ANGIfi I(REDIT

Instansi:

PBNETAPAN ANGI(A KRBDIT
NOMOR:

Masa Penilaian:

KETERANGAN PERORANGAN

-l-_t-Ise2INIP
Nomor Seri I(ARPEG
Pangkat/ Golongan ruan , 

.LMT

'fempat dan Taneeal lahir
Jenis l(elarnirr

Jumlah Unsur Utama

UNSUR PENUNJANG
Penunians'I
Jrrmlah Uns

JUMLAI_I

!gg! Ielgarvas l(em_e!ro!9_gl1! 
"

ur Penunjang

JUMI,AII UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

DAPAT DIPERTIMBANGIGN UNTUI( DINAIKI(AN DALAM JARATAN
PANGI(AT .... .. / TMT

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
i(epala BI(N/l(antor Regional BI(N I'ang bersangkulan ")

Telnbusan disampaikan kepacla:
I . Pengar,r'as l(emetrologian yang bersangkutan;
2. Sekretaris'fim Penilai yang bersangkutan;
3, Sel<retaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawas

I(emetrologian;
4. I(epala Biro l(epegawaian/Badan Kepegawaian Daerah

Provin si / I(abupaten / l(ota; *) dan
5. Pejabat lain yang diar,ggap perlu.

n) Coret yang tidak peritt.

Ditetapkan di .

pada tanggal

Nama Lengkap
NIP. .

Pendidikan yang dipe
Jabatan Fungsional/TMT

9 | Unit I(e{
PENETAPAN ANGKA I(REDIT I LAMA

UNSUR UTAMA i

Pendiclikan
1) Pendidikan sekolah ... r

2) Pendidil<an dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan j

Fungsional Pensarvas l(emetrnlosian i

3) Pendidikan dan pclatihan Prajabatan
B 1 Pengawasan Metrologi Legal
C 1 Pengernbangan Profesi



ANAI( LAMPIRAN 1 3
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN I(EPEGAWA]AN NEGARA
TtrNTANG
I(ETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA
NOMOR 35 TAFIUN 2O74 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I{EMDTROLOGIAN DAN
ANCI(A I(REDITI.I-YA

CONTOI-T
I(trPUTUSAN I(ENAII(AN JABAI'AN DAI,AI\.I
.JABATAN ITUNCSIONAL PENCAWAS
I{EMETROLOCIAN

I(EPUTUSAN
I\'IENTERI/ GUBERN UR/ BU PATI /WALII(OTA.)

NOMOR :........
TENTANG

I{ENAII(AN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS I{EMETROLOGIAN

M ENTERI / GUBERNUR/ BUPATI /WALII{OTA, *)

Menimbang : a. bahrva sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagullaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan
Bersama Mer:teri Perdagangan dan I(cpala Badan l(epegalvaian Negara Nomor ......,
dan Nomor ......, serta berclasarkan Penetapan Angka Kredit .. rlomor .,..
tanggal .., perlu mengangkat Sauclara . ......, telah memenuhi syarat untuk
dinailckarr dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi;

' Mengingat : 1. Urrclang- Undang Nomor 5 Tahrtn 2014;
2, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 201O;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peratulan Menteli Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcformasi Biroklasi

. Republik Indonesia Nomor 35 Tabun 2Ol4;
, 5. Perattran Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan l(epegawaian Negara

. Nomor.....dan Nomor.....;

; MEMUTUSKAN:

M€nctapkan :

' PERTAMA 
;:'['iF'-"'"itanssar"""" 

' 
;::..:::..:..1--::::T]::::::iTserisip':

c, Pangkat/golongan ruang, TMT : ...,............,...,..,,
d. Unit kerja : .....,...,..,...,..,,....
dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian ..,,.... ke dalam .rabatan Fungsional
Pengawas l(emetrologian ,,..,........- dengan angka kredit sebesar............ (...,....,.......... . )

. I(EDUA : ....................... ..........................'-)
, KBTIOA : .................,,,... ... ...... . . ... *)" I(EEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kckeliruan dalam keputusan jni, akao

diadakan per baikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestiDya.

' nsli l(eputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tarlggal

NIP.
] 'TEI\4BUSAN:

1.. Pengarvas Itemetrologian yang bersanglcutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat,-lerrderalyang membiriarlgi Pengawas Kemetrologian;
+. I(epala tJrro l(epegawaian/Badan l(epegawaian Daerah Provinsi/l(abupaten/Kota; *) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

: *) Coret yang tidak Perltt.

: ".) Diisi apabila ada penambahan dilctunr yang dianggap perlu.
:



ANAI( LAMPIRAN 14

PERATURAN BERSAMA
MENTIIRI PERDAGANGAN DAN
I(EPALA BADAN I{EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(E'I'ENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI(RASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35'|AHUN 20I4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I{EIVIETROI,OGIAN DAN
ANGIfi I(RBDITNYA

CONTOH
SIJRAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

DARI

Al,r\lt'{AT
TANGGAL

l. Dengan ini mcmberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama

NIP

Jabatan
Unit l<eria

sampai clengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan

. tetapi belum memenuhi ketcntuan angka l<redit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengap kctel.ltpalr Peratpral Menteri Pendal/agUnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Ildonesia Nomor 35 Tahun 2OI4 dan Peraturan Bersarna Menteri Perdagangan dan l(epala

Baclap l(epegawaian Negara Nomor ... clan Nouror .... diminta agar Saudara dapat rnemenuhi

ketentuarr angka kredit yang dipersyaratkau.

3. Apabila tidak clapat memenuhi l<etentnan tersebut di atas, maka Saudara akan ciibcbaskan sententara

dari Jabatarr Pengarvas l(emetrologian-

4. Dcrlilcial untuk dimaklurni clan harap perhatian Saltdara sebagaimana n'lestinya.

Ditetapl<arn di :

pada tarlggal : ..,...

NIP.

'l'embusan :

1, I(epala BI(N/l{epala l(antor Regional BI{N yang bersangkutan; "}

Z, I(epala l3iro/Bagian l(epegau'aian Instansi/Radan I(epegarvaian Daerah (BItD)

yar)g bersangkutan; ")
3. Pimpinan unit kerja Petrgarvas I(enre.trologian yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perltt.

*l Coret yrurg tjdak Perht.
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PERA'IURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I(BPALA BADAN ](EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENI'UAN PELAI{SANAAN PERA'IURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMAS] BI ROI(RA,SI REPUBLII( I NI]O NE.SIA
NOMOR 35 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS I(ETVItrTROLOGIAN DAN
ANGIfi I(RBDITNYA

CONTOH
I(EPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

I(EPUTUSAN
M ENTBRT / GUBE RNU R / BUPATT / WALrr{O',r'A*)

NOMOR: ......

TENTANO

PEMBEBASAN SEMEN'IY\RA DARI JABATAN PENGAWAS ITEMETROLOGIAN

Ivl ENTERI / GUB BRN U R/ BU PATI / WALI I(OTA, *)

fulenimbang : a, bahrva Saudara NIP jabatan....
pangkat/golongatr rrang terhitung mttlai tanggal
berdasarkan keputusan/ penetapan*) pejabat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Nomor
dinya.takan..... ....**);

b. bahu'a untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegau'ai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas l(emetrologian, perlu
rnembebaskan sementara Pega'*'ai Negeri Sipil yang bersangktttan dari Jabatan
Iiungsional Pengau'as liemetrologian ;

Urrdang- Undang Nomor 5 Tahun 2OI4',
Peratur-an Pernerintalr Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimanu telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40'l'ahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah detrgau
Pe.raturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refbrmasi Birokrasi
Reptrblik Indonesia Nomor 35 Tahun 20l4;
Peraturan Bersama Menteri Perclagangan dan I(epala Badan l(epegarvaian Negara
Nomor ...........;

MEMUTUSI(AN:

mulai tanggal ., mernbebaskan sementara clari Jabatan
Pengalvas Kemetrologian :

c. Pangkat/Golongan ruang, TMT
cl. (.lnit l(erja

iVlengingat : 1.
'2.

J,

A

5.

Ivlenetapkarr ;

PT}R'I'AMA : ferhitung
Fungsional
a. Natna
b, NTP

I(EDUA
I(E'TIGA
I{EEMPAT

NIP.

Tenr.trusan :

l. Iiepala Barlan Kepegawa-ra.rr Negara/ Ikntor Regional BI{N yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yarrg bersangkutzut;
3. Kcpala BI{D Provinsi/BI(D I(abupaten/I{ota atau Biro/Bagiatt l(epegarvaian

instansi yang bersan glcr tau ;*)
Pejabat yang berrvenang rnenetapkan zurgka krcdit;
I(epala Itantor Pelayanan Pcrbendaharaan Negala/Kepala Biro/Bagian lieuangan Daerah
yang bersangkutan.*)

*) Coret yurg tidak perln.
"*) Alasan pembebasarl sen'Iell[an'a.
**') Diisi apabila acla perrarnbathan clikturn yang dianggap perlu

;;r;;i; k;;;;;i;; h;;i i;;;;;;" tercrapat kelceriruan claram keputusan i'i,
cliadakan pcrbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

** *)
***)

akan

Asli l(eputusan ini disarnpaikan kepada Pegarvai l{egeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan cliindahkan sebagaimana mestrnya.

ditetapkan di :.......
pada tanggal ;.......

4.
5.
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PEIiATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEC}ARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI<RASI REPUBLII( INDONESIA
NOMOR 35 TAHIJN 2074 TENTANG .JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KET,,IET'ROLO('}IAN DAN
ANGIG I(REDITNYA

CONTO}I
I(EPUTUSAN PEI.IGA N GIGTAN I(EMBALI

Menimbang

I(EPUTUSAN
Ivl ENTERI / CiUEIERNUR/ BUPATI / wA LI I(OTA *)

NOtvlOR :........
TEN]ANG

PENGANGI(ATAN I{EMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS I(EMETROLOGIAN

MENTERI / GUBERNU R/ BUPATI / WALI I(OTA, *)

; a. bahr,r,a sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Peraturan Meuteri Pendayagunaan
Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2OL4,
perlu untuk mengangkat l<embali Saudara dalam Jabatan Fungsional
Pengau'a s I(eme trologian ;

b.

il,Iengingat

Nilenetapkan
PERTAMA

I{EDUA
I(gTIGA
I(EEMPAT

: l. Undang- Undarrg Nomor 5 Tahun :?014;
2. Peraturan Pemeritrtah Nomor 16 Tahun 1994

Peraturarr Pemer-intah Nomor 4O'l'ahun 20l0;
3. Peraluran Pemerirrtah Nornor 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan IVIcnteri Pendayagunaan Aparatur

Republik indonesia Nomor 35'l'ahun 20l4;
5. Peraturern Bersama Menteri Perdagangan dart

Nomor .......dan Nomor.... l

sebagaimana telah diubah dengan

sebagaimana telah diubah dengan

Negara dan Reformasi Birokrasi

I(epala Badan I(epegarvaian Negara

MEMUTUSI(AN :

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP

mengangkat kernb:rli Pegarvai Negeri Sipil:

c. Pan.gl<at/golongan ruang, TMT
d. Unit kerja

(..............).
**)

;,;;;,i; *;;.;;;; ;;;;; ;;;.;;;; ;;;;;,;, u.u.i,."." ;;i;;; ;;;";;";l ini, akan
diactakarr perbaikan dan perhitll ngan kembali sebagaimana mestinya.

Asli l(cpr-rtusan ini disampail<an l<epada Pegarvai Negeri Sipil yarng bersangkutan untui{
diketahui dan djindahkan sebagairnaua mestin-va.

ditetapkan di
pada tanggJal

NIP.

TEMBUSAN
l. l(epala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Itegional BI{N yqlg bersangkutan; *)

2. I(eirala BKD PropinsiTeruO Kabupaten atau Kota atau Brro/Bagian Kepegawaian
instan si yan g bersarrgku tan ;*)

3. Itejabat yan{bertuenlrrg menbtapkan angka kledit;
4. t<epala l(-arrior Pelayard?r Pcrbenclalrzu'aan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan l)aerah

yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap pcrlu.

n) Core t yang tidak Perlu.
*'*) Diisi apabila acla penambahan dikturn yang cliarggap perlu,
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PbRAI'URAN tsL]RSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KBPALA BADAN I{EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI{SANAAN PER{]'LIRAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REITORI\4ASI BIROI(RASI REPUBLIIT INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2OL4TENTANG JABATAN
FUNGSIONAI, PENGAWAS I(EIVTETROI-OGIAN DAN
ANGIfi I(REDITNYA

CONTOH
I(EPUI'USAN PEM BERH ENTIAN

I(EPUTUSAN
IvI ENTERI / GUB ERNU R / BUPATI /wALI I(OTA*)

NOMOR: ......
TENTANG

PBMBERHENTIAN DARI .JABATAN PENGAWAS I(EMETROLOGIAN KARENA DIJATUI{I I{UI(UT\4AN DISIPLIN
TINGIfiT BERAT DAN TELAH JVIEMPUNYAI I(trI(UATAN I-IUI(UM YANG 1'ETAI)/'I'IDAI( DAPAT

MtrNGUMPULI(AN ANGIG I(REDIT YANG DITENTUI(AN *)

MENTERI / GUEIERN UR/ B UPATi/WALII(OTA,*)

Menimbang a. bahwa Saudara NIP jabatau
parrgkat/golongan tatang ..... terhitung mttlai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat seslrai dengan peraturan perundarrg-unclangan
Nomor tanggal ..telah dijatuhi hukuman
clisiplin tingkat berat/dinyatakan tictak dapat mengumpulkan angka kreclit dalam
jangka waktu I (satu) tahr,tn sejak dibebaskan sementara *);

b. bahra,a rrntuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan F'ungsional Pengawas I{emetrologian, perlu
memberhentikan Pegau'ai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan l.'ungsional
Pen garvas I(emetrologian ;

Ir{engingat Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pcmerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerirrtah Nomor 9 'lahr.rn 2OO3 sebagaimana telah diubah clengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi Birol<rasi
Republik Indonesia Nomor' 35'lahuu 20I4;
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan l(epala Badarr l(epegarvaian Negara
Nomor.... dan Nomor ,..,..;

MEMUTUSI(AN :

Terhitung mulai tanggal tnetnberhentikan dengan
hormat clari Jabatan Fungsional Pengawas l(emetrologian:

: l.
2.
3.

4.

5.

6.

Menetapkan
PERTAMA

I(EDUA
I<gTIGA
I(EEMPAT

a, Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan
ci. Unit I(erja

ruang, TMT | ......
**)
**)

irri, akan;;;ili; k;;";i;; h;;; i;;;;;d l.'a"p"i' k;k;i;;;; ;;i"; k;;;i;;;"
diadakan perbaikan dan perhirungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli l(eputusan ini disampaikan kepada Pegarvai Negeri Sipil yang bersangkutan
nntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

1'Bfu1BUSAN :

t. Itepala Badan Kepegawaiur Negara/liantor Regional BltN y.qng bersangkutan.; ")
2. Iielrala BI(D Provinsi/BKD Iiatrupaten atau l(ota atau Biro/Bagian I(epegartaran

insta:rsi yang bersan gku tan ; ")
3. Peiabat vanfberrvendng rnenetapkan angka kredit;
4. Ke"irala Rant-or Pelayanin Perberidaharadir Negara/Kepala Biro/Bagran Kettangan Daerah

yang tlersarrgkutan ; 
*)

5. Pejabat lairt 1'ang dianggap perlu.

*l
,

**)
Coret .yan g tida-k perltt.
Diisi apabila ada penanrbahan diktum yang ctianggap perlu.



coN't'oH
I{EPUTU SAN PENY E S UA I A N / /A'PA'S*S/NC

DAI,AM .IABATAN FIJNGSIONAL
PENGAWAS I(EM ETROI,OCi IA T'{

I(EPU'I'USAN

Mcnimbang

It{engirrgat

Menetapkan
PERTAMA

ANAK LAMPIRAN 18
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPAI,A BADAN KEPECAWAIAN NRGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PEI,AI(SANAAN PERA'|URAN MENTI'RI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBI,iIi INDONESIA NOIVIOR 35 TAHUN
2014 TENTANG .JABATAN FUNGSIONAI, PENGAWAS
KEIV{ETROT,OGIAN DAN ANGI(A I{REDITNYA

,:::::::::.:::::::
TI\,IT :.......

:....,,.
,, dengan angka kredit sebesar ( . ". . '.)

Perattrran Menteri Pendayagut"laat) Aparatur Negara dan
Inclonesia Nomor 35 'l'ahun 20 14

ITh]PI.J'IUSAN
ivl ENTE RI / Ci U tsltRN U R/ B U PA'l'l / W A LI I(OTA. I

NOMOR :.,.....
TENTANG

PENYES UA]AN / /NPASS//YG DALAM JABATAN FU NG SIO NAL PEN GAWAS KEMETRO LOC IAN

M ENTERI / GU BERN U R /BUPATI/WALI I(OTA,*)

a.

b. bahrva clcngan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunetarl Aparatur Negara dan
Reformasi Eirokrasi Repqblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perlu menetapkan
l<epntusan penycsuit.ian/ rrrpassing derlrrnt Jabatarr F-ltngsiorral Pengau'as
I(emetrologiatr;

4.

5.

Urrclar"rg-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
peri,rrulan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagairnertra telah cliubah riengan
Peraturarr Pemet'intah Nrrmor 40'l'ahtrn 20 tO;
perartulan Pemerintah Nornor 9 Tal'run 2003 sebagaimllna tclah diubah cletlga.n

Percrturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
perart.uran lvlentcri Penclayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Reprrblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2OI4;
peiaturar-r Bersama Menteri Perdagangan dan l{epala tlaclan l(epegau'aian Ncgara

Nornor ..... dan Notnor ......;
fuf EMUTUSKAN:

. Pegawai Negeri SiPil:Terhiturrg rnu lai tanggal
a. Narna
b. NIP
c. Parrgkat/golongan ruang,
cl, Unit keria
clisesrtail<arr dalam jabatan
sesuai clt:ngatn larnpiran V
Rck>r'rn;rsi Birokrasi Republik

I(EDUA
I(E'fIGA
I(EEMPAT ;o;;il k-;.;;;;; ;;;i ,".";;;; i,,o.o", k;ii;;". o"i*,; ;;o''i;;. i,,,,.)uuu"

diaclakarr perbaikan dan perhitu ngan kelnba li se bagaimana mestinya.

Asli l(epurusan ini clisampaikan kepada Pcgarvai Negeri Sipil -vang bersangkutan untuk
dikc:tahr-ri dan diindahkan sebagaimana mestin-va.

riitctalrkan cti

pada tanggerl

NIP.
TEMRUSAN:
L licoala Raclan Iiepegarvirjill Negara/Iiantor Regional BI{N yang bersamgkrrtan; *)

,2. Iteirerla BI(D Provins-i7tlt<t-l l(abirJraten/ltota atau Riro/Bagran Iiepegarvatan
initansi yan g, bersan gkttl.;ln ; 

n)

3. Pei abat {an g*ber'*"-e tr iirg nt ctrettrplcan an gka- kred it ;-.
;. i#;;1" ltzuiioiFeriiur""i', rcrberidahar:,rdr Ncgai'a,/liepala Biro/R{tgr.'ur lteuangan Daeralt

1'ang bersartgku tzur; -)

5. Petalat lain.fang dia-nggap perlr,t'

*) Coret yan.q trdak Perlu.
**) Diisi apabila acla penzunbahan dikttrrn vzurg dizuiggap petlu'



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MBNTBRI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN RtrFORMASI BIROKRASI RBPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PBNGAWAS KBMBTROLOGIAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M E]VTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REF'ORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONBSIA,

Menimbang : a.

b

bahwa dalam rangka pengembangan karier dan
peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang
melaksanakan tugas pengawasan di bidang Metroiogi
Legal, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas

i(emetrologian dan Angka Kreditnya;

bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan
Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Ke me nterian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Le mbaran Negara Republik
indonesia Tahun 20i4 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5a9a);

Mcngingat : 1.

2.

.-
J.

4. Peraturan...
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan latau Ditera
Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun L987 tentang
Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain
Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L987 Nomor L7 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 35471 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20LO

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5I2l);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor I94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40 15) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 195,

'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 40 16), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 I Tahun 2OO2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO2

Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4I92);

5.

6.

7.

B,

9. Peraturan,. .
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 40 19);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pe mindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OOg (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I6fl;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI0 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

1 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OAg tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol3 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 125);

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 20 10 tentang
Kedudukan, T\:gas, dan Fungsi Kementerian Negara

Serta Susunan Organisasi, T\rgas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56

Tahun 2OI3 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 126);

1 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2OI2 (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2012 Nomor 235\;

MEMUTUSKAN : ...
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MEMUTUST(AN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KEMBTROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KBTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
pengawasan Metrologi Legal.

2. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil
yang dibcri tugas, tanggung jawab, wewenflrg, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengawasan Metrologi Legal.

3, Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian
kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan
Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dilakukan oleh Pengawas

Ke metrologian.

4. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

5. Barang Daiam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya
disingkat BDKT adalah barang atau komoditas
tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup,
dan untuk mempergunakannya harus merusak
kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah
ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum
diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

6. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan
ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan
peraturan perundang-undang an y arrg berlaku.

7 . Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian yang selanjutnya disebut Tim
Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat berwen&nB, dan bertugas

untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrologian.

8. Angka .,,
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8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir
kegiatan dan f atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan
yang harus dicapai oleh Pengawas Kemetrologian
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

9. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan
untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan
Metrologi Legal yang menyangkut aspek pengetahuan,
keterampilan dan latau keahlian, serta sikap kerja
tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

10. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan
evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok
di bidang pengawasan Metrologi Legal.

1 1. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan
yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana
Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pengawas
Kemetrologian.

BAB II
RUMPUN JABATAN. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian termasuk
dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pasal 3

( I ) Pengawas Kemetrologian berkedudukan sebagai
pe laksana teknis pengawasan Metrologi Legal pada

instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

(2) Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian
yakni melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi
pengawasan UTTP, pengawasan BDKT, pengawasan
penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat,
perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UT'IP,

BDKT dan satuan ukuran, Pengembangan kualitas
pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan

penyelesaian pengaduan masyar akat.

BAB III...
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BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian yaitu Kementerian Perdagangan.

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas pembinaan antara lain:

a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan
ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian;

b. menetapkan pedoman formasi Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian;

c. menetapkan standar kompetensi Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian;

d, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsio na| lteknis Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian;

e. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian, ketentuan
pelaksanaan dan ketentuan teknisnya;

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
fungsio nal lteknis Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian;

g. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian ;

h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian ;

i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi

Pengawas Kemetrologian ;

j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika
profesi dan kode etik Profesi;

k. melakukan pembinaan te rhadap Tim Penilai;
dan

l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian.

(3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian secara berkala
sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi...
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Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan
tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
.JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

( 1) Jenjemg Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian
terdin atas:

a. Pengawas Kemetrologian Pertarna;

b. Pengawas Kemetrologian Muda; dan

c. Pengawas Kemetrologian Madya.

(2) Pangkat, golongan ruang Pengawas Kemetrologian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
jenjang jabatanny&, yaitu:

a. Pengawas Kemetrologian Pertama, pangkat:

1. Penata Muda, golongan ruang III la; dan

2, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIi b.

b. Pengawas Kemetrologian Muda, pangkat:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Pengawas Kemetrologian Mady^, pangkat:

1. Pembina, golongan ruang IY Ia;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

(3) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang

ditetapkan,

(4) Penetapan jrnjang jabatan untuk pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian
berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat,
golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang
jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana

dimaksud pad a ayat (2).

BAB V...
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BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

(1) unsur kegiatan yang diniiai dalam memberikan angka
kredit, terdiri dari:

a. Unsur utama; dan
b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a, Pendidikan;

b. Pengawasan Metrologi Legal; dan

c. Pengembangan profesi.

(3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf
a, terdiri atas:

a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar;

b. pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis
Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

c. pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

(4) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. pengawasan UTTP;

b. pengawasan BDKT;

c. pengawasan penggunaan satuan ukuran;

d. pemberdayaan masyarakat;

e. perlindungan masyarakat dalam hal penggLlnaan

UTTP, BDKT dan satuan ukuran;

f. pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal

yang bersifat preventif; dan

g. penyelesaian pengaduan masyarakat.

(5) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang
pengawasan Metrologi Legal;

b. pener3emahan lpenyaduran buku dan bahan-bahan
lain di bidang pengawasan Metrologi Legal; dan

c. pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan
teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal.

(6) Unsur...



-9-

(6) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri atas;

a. pengajar/ pelatih di bidang pengawasan Metrologi
Legal;

b. peran serta dalam seminar, lokakaryd, bimbingan
teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal;

c. keanggotaan dalam Tim Penilai;

d. keanggotaan dalam organisasi profesi;

e. perolehan pengharga an I tanda j asa; dan

f. perolehangelar kesarjanaan lainnya.

(7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing
unsur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

DALAM PEMBERIAN ANGKA KRBDIT

Pasal 8

( 1) Rincian kegiatan Pengawas Kemetrologian sesuai
dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengawas Kemetrologian Pertama:

1, mendiskusikan konsep program kerja
pengawasan UTTP sebagai peserta;

2, menyiapkan Surat Perintah Tugas (SFrl)

pengawasan Ul"fP;

3. menyiapkan bukti identitas diri pengawasan

UTTP;

4. menyiapkan perlengkapan administrasi
pengawasan UTTP;

5. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan
untuk melakukan pengawasan UTTP;

6. melakukan pengawasan terhadap penggunaan

UTTP dan tanda tera;

7. melakukan pengujian awal kebenaran UT:|P

(ukur uiang);

B. melakukan Pencatatan Hasil Pengawasan

UTTP;

9. menyampaikan peringatan pertama kepada

obyek pengawasan UTTP;

10. melakukan...
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10. melakukan inspeksi tindak lanjut obyek
pengawasan UTTP terhadap peringatan pertama
yang telah disampaikan;

I 1. mengumpulkan data hasil pelaksanaan
pengawasan UTTP;

72. rnelakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
UTTP sebagai peserta;

13. mendiskusikan konsep program
pengawasan BDKT sebagai peserta;

14. menyiapkan Surat Perintah Tugas

kerja

(sPT)

pengawasan BDKT;

15. menyiapkan bukti identitas diri pengawasan
BDKT;

16. menyiapkan perlengkapan administrasi
pengawasan BDKT;

17. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan
untuk melakukan pengawasan BDKT;

1 B. melakukan pendat aan penandaan pada
label/ bungkus BDKT, meliputi penggunaan
Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah
dimengerti;

19. melakukan pendataan penandaan pada
label/bungkus BDKT, meliputi penggunaan
bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab
dan huruf latin yang tidak memiliki
padanannya;

20. melakukan pendataan penandaan pada
label/bungkus BDKT, meliputi kekuatan label
terhadap kemasan (tidak mudah lepas);

21, melakukan pendataan penandaan pada
labe 1/ bungkus BDKT, meliputi kekuatan dan
estetika penulisan (tidak mudah luntur)/ tidak
mudah rusak,mudah untuk dilihat dan dibaca;

22, melakukan pendataan penandaan pada

label/ bungkus BDKT, meliputi ukuran tinggi
huruf dan angka kuantitas nominal;

23. melakukan pendataan penandaan pada

labet/ bungkus BDKT, meliputi penulisan
lambang satuan;

24. melakukan...
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24. melakukan pengujian kebenaran kuanta
(ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau
jumlah hitungan) BDKT meliputi kebenaran
kuanta terhadap BDKT yang berada di
pasaran/ berdasarkan hasil pengaduan (Posf

Marketl;

25. membuat Berita Acara Pengawasan BDKT;

26. melakukan perhitungan hasil pengujian
kebenaran kuanta BDKT;

27 . menJrusun surat keterangan hasil pengujian
BDKT;

28. menyampaikan Peringatan Pertama kepada
produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal
tidak memenuhi salah satu dari kriteria
penandaan yang ditentukan oleh Undang-
Undang tentang Metrologi Legal;

29. men)rusun konsep Surat Penarikan BDKT yang
tidak meme nuhi ketentuan kesesuaian
pelabelan dan kebenaran kuantitas dari
peredaran;

30. menyiapkan konsep surat permintaan
pencabutan SIUPi lzin lainnya;

3 1 . meminta tembusan lsalinan Surat Perintah
Pencabutan SIUP/Izin lainnya dari pejabat yang
berwenang;

32. menyusun rencana kegiatan evaluasi
pengawasan BDKT;

33. mengumpulkan data hasil pelaksanaan
pengawasan BDKT;

34. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
BDKT sebagai peserta;

35. mendiskusikan konsep program kerja
pengawasan penggunaan satuan ukuran
sebagai peserta;

36. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT)

pengawasan penggunaan satuan ukuran;

37. menyiapkan bukti identitas diri pengawasan
penggunaan satuan ukuran;

38. menyiapkan perlengkapan administrasi
pengawasan penggunaan satuan ukuran;

39. menviapkan...
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39. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan
untuk melakukan pengawasan penggunaan
satuan ukuran;

40. melakukan pengawasan terhadap penggunaan
dan penulisan satuan dan lambang satuan
yang tercantum pada UTTP;

41 . melakukan pencatatan hasil pengawasan
penggunaan satuan ukuran;

42. menyusun Be rita Acara Pengawasan
Penggunaan Satuan Ukuran;

43. memberikan peringatan tertulis pertama
terhadap pengguna satuan ukuran yang tidak
sesuai peraturan perundang-undangan;

44. melakukan pengambilan hasil cetakan pada
pengumuman atau mencetak bukti
pe ngumuman / me mfo to f car a- car a lain
sepanj ang sesuai dan dapat diterima
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku sebagai bahan atas dugaan
adanya pelanggaran;

45. membuat Berita Acara pengambilan hasil
cetakan pada pengumuman atau mencetak
bukti pengumuman/ memfoto f cara-cara lain
sepanjang sesuai dan dapat diterima
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku sebagai bahan atas dugaan
adanya pelanggaran;

46. mendokumentasikan hasil cetakan pada
pengumuman atau mencetak bukti
pengumuman/ memfoto f cara-cara lain
sepanjang sesuai dan dapat diterima
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku sebagai bahan atas dugaan
adanya pelanggaran untuk diproses lebih
lanjut;

47 . menyusun rencana kegiatan evaluasi
pengawasan penggunaan satuan ukuran;

48. mengumpulkan data hasil pelaksanaan
pengawasan penggunaan satuan ukuran;

49. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
penggunaan satuan ukuran sebagai peserta;

50. mendiskusikan konsep program kerja
penyuluhan sebagai peserta;

5 1. menginventarisasi...
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51 . menginventarisasi bahan penyuluhan;
52. mendiskusikan konsep bahan dan strategi

penyuluhan sebagai peserta;

53. mendiskusikan konsep/ bahan informasi di
bidang kemetrologian dalam bentuk media
cetak lelektronik seb agai peserta;

54. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak/ elektronik berupa leaflet;

55. menlrusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak/elektronik berupa brosur;

56. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak/elektronik berupa internet/media sosial;

57, menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT)

penyuluhan;

58. menyiapkan bukti identitas diri penyuluhan;

59. menyiapkan perlengkapan administrasi
kemetrologian dalam rangka penyuluhan;

60. membuat Blog/Media sosial;

61 . menginventarisir data hasil pelaksanaan
penyuluhan;

62. mendiskusikan konsep laporan hasii
pelaksanaan penyuluhan sebagai peserta;

63. menyiapkan konsep Surat Perintah Trrgas (SF"l)

Pengawasandalam rangka penyidikan;

64. menyiapkan bukti identitas diri penyidikan;

65. menyiapkan perlengkapan administrasi
penyidikan;

66. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan
untuk melakukan pengawasan;

67. melakukan pengawasan, petrelitian atau
pemeriksaan atas hasil temuan dan f atau
laporan I pengaduan masyarakat;

68. menyusun surat permintaan rzin penyitaan
dan latau penyegelan kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat;

69. menyusun berkas perkara;

70. melengkapi berkas perkara yang dikembalikan
oleh Penuntut Umum;

T L melakukan...
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71. melakukan gelar pe rkara;

72. mensinventarisir data
penyidikan;

73. mendiskusikan konsep

hasil pelaksanaan

laporan hasil
pelaksanaan penyidikan sebagai peserta;

7 4. melakukan pengkajian kebijakan Pengawasan
Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota;

75. melakukan pembahasan hasil pengkajian
kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam
tim seb agaL peserta;

76. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian
tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal

dalam tim sebagai anggota;

77 . melakukan pembahasan hasil uji coba
pengembangan program Pengawasan Metrologi
Legal dalam tim sebagai peserta;

78. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan
program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim
sebagai anggota;

79. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan
program Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

80. melakukan pengembangan model, metode,
teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal

dalam tim seb agar anggota;

81. melakukan pembahasan hasil uji coba
pengembangan model, metode, teknik, dan
media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim
sebagai peserta;

82. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan
model, metode, teknik, dan media Penyuluhan
Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota;

83. melakukan evaluasi pengkajian tentang
kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam
tim sebagai anggota;

84. melakukan evaluasi pe ngembangan model,
metode , teknik, dan media Penyuluhan
Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota; dan

85. menerima dan membuat laporan pengaduan
masyarakat terhadap pelanggaran Undang-

Undang di bidang Metrologi Legal.

b. Pengawas...
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b. Pengawas Kemetrologian Muda:

1. menyuslin konsep program kerja pengawasan
UTTP;

2. mendiskusikan konsep program kerja
pengawasan UTTP sebagai penyaji;

3. merumuskan konsep program ker.la

pengawasan UTTP;

4. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan
pengawasan UTTP kepada obyek pengawasan;

5. melakukan pengawasan terhadap penggunaan
UTTP dan tanda tera;

6. melakukan pengujian awal kebenaran UTTP

(ukur ulang);

7 . melakukan Pencatatan Hasil Pengawasan
UTTP;

B. membuat Berita Acara Pengawasan UTTP;

9. menyampaikan peringatan kedua kepada obyek
pengawasan UTTP;

10. melakukan inspeksi tindak lanjut obyek
pengawasan UT:IP terhadap peringatan kedua
yang telah disampaikan;

1 1. menyusun rencana kegiatan evaluasi
pelaksanaan pengawasan UTTP;

12, mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan
UTTP;

13. me nganalisis dan men)rusun data hasil
pelaksanaan pengawasan UTTP;

14. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
UTTP sebagai penyaji;

15. merumuskan hasil pembahasan evaluasi
pelaksanaan pengawasan UTTP;

16. menlrusun database hasil pelaksanaan
pengawasan UTTP;

17. menyusun konsep program kerja pengawasan
BDKT;

18. mendiskusikan konsep program kerja
pengawasan BDKT sebagai penyaji;

19. merumuskan konsep program kerja
pengawasan BDKT;

20. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan
pengawasan BDKT kepada obyek pengawasan;

2 1. melakukan..,
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21. melakukan pendataan penandaan pada
label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran
pencantuman kata yang menyatakan nilai isi
bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT
yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau
volume;

22. melakukan pendataan penandaan pada
label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran
pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah,
isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang

kuantitasnya dinyatakan dalam panj&og, luas,
atau jumlah hitungan;

23. melakukan pendataan penandaan pada
label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran
pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat
tuntas, atau drained weigttt untuk BDKT yang

bersifat padat dalam suatu media cair, selain
pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat
bersih, atau netto;

24. melakukan pendataan penandaan pada
label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran
pencantuman kata dan nilai berat tabung
kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair,
selain pencantuman kata dan nilai isi bersih,
berat bersih, atau netto;

25. melakukan pengujian kebenaran kuanta
(ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau
jumlah hitungan) BDKT meliputi kebenaran
kuanta terhadap BDKT pada saat produksi (Pre

Market);

26. melakukan pengujian kebenaran kuanta
(ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau
jumlah hitungan) BDKT meliputi kebenaran
kuanta terhadap BDKT yang berada di
pasaran/ berdasarkan hasil pengaduan (Post

Market);

27 . merrrbuat Berita Acara Pengawasan BDKT;

28, meiakukan perhitungan hasil pengujian
kebenaran kuanta;

29. menyusun surat keterangan hasil pengujian
BDKT:

30. menyampaikan,..
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30, menyampaikan Peringatan Pertama kepada
produsen/importir lpengemas BDKT, dalam hal
mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan
menjual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat
bersih atau hitungannya kurang dari yang
tercantum pada bungkus/ label;

31, menyampaikan Peringatan Kedua kepada
produserrlimportir/pengemas BDKT, dalam hal
tidak memenuhi salah satu dari kriteria
penandaan yang diwajibkan oleh Undang-
Undang tentang Metrologi Legal;

32. menyampaikan Peringatan Kedua kepada
produsenlimportir lpengemas BDKT, daiam hal
mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan
menjual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat
bersih atau hitungannya kurang dari yang

tercantum pada bungkus/label;

33. menyampaikan Surat Perintah Penarikan BDKT
yang tidak sesuai ketentuan kepada obyek
pengawasan;

34, menyampaikan Surat Permintaan Pencabutan
SIUP/ lztn lainnya kepada pejabat yang

berwenang;

35. mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan
BDKT;

36. melakukan pcmaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
BDKT sebagai peserta;

37. merumuskan hasil pembahasan evaluasi
pelaksanaan pengawasan BDKT;

38. menyusun database hasil pelaksanaan
pengawasan BDKT;

39. menyusun konsep program kerja pengawasan

penggunaan satuan ukuran;

40. mendiskusikan konsep program kerja
pengawasan penggunaan satuan ukuran
sebagai penyaji;

41. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan
pengawasan penggunaan satuan ukuran
kepada obyek pengawasan;

42. melakukan pengawasan terhadap penggunaan

dan penulisan satuan dan lambang satuan
yang tercantum pada BDKT;

43. melakukan...
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43. melakukan pengawasan terhadap penggunaan
dan penulisan satuan dan lambang satuan
yang tercantum pada pengumuman mengenai
barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar,
dan ditimbang yang dilakukan melalui media
cetak, media elektronik, atau surat tempelan;

44, melakukan pengawasan terhadap penggunaan
dan penulisan satuan dan lambang satuan
yang tercantum pada pemberitahuan lainnya
yang menyatakan ukuran, takaran atau berat;

45. melakukan pencatatan hasil pengawasan
penggunaan satuan ukuran;

46. menlrusun Berita Acara Pengawasan

Penggunaan Satuan Ukuran;

47, melaporkan kejadian yang ditemui di lapangan
secara tertulis kepada pimpinan unit dan
Penyidik Polri;

48. memberikan peringatan tertulis kedua terhadap
pengguna satuan ukuran yang tidak sesuai
peraturan perundang-undangan ;

49. memberikan fasilitasi kepada Penyidik Polri
dalam rangka penyidikan penggunaan satuan
ukuran;

50. mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan
penggunaan satuan ukuran;

51. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
penggunaan satuan ukuran sebagai peserta;

52. me rumuskan hasil pembahasan evaluasi
pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan
ukuran;

53. men)rusun konsep program kerja penyuluhan;

54, mendiskusikan konsep
penyuluhan sebagai penyaji;

55. merumuskan konsep
penyuluhan;

program kerja

program kerja

56. mendiskusikan konsep bahan dan strategi
penyuluhan sebagai penyaji;

57, membuat alat peraga penyuluhan;

58. mendiskusikan konsep/ bahan informasi di
bidang kemetrologian dalam bentuk media

cetak/ eiektronik sebagai penyaj i;

59. men\rusun, . .
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59. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak/ elektronik berupa banner;

60. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak/ elektronik berupa selebar an I slide;

61 . menjrusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak/elektronik berupa internet/media sosial;

62. melakukan koordinasi dengan pihak/ instansi
terkait dalam rangka penyuluhan;

63. menyusun materi/instrumen konsultasi di
bidang Metrologi Legal;

64. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan
kelompok masyarakat;

65, melaksanakan penyuluhan melalui media
televisi daerah;

66. melaksanakan penyuluhan melalui media radio
daerah;

67. membuat BloglMedia sosial;

68. melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan
penyuluhan;

69, mendiskusikan konsep laporan hasil
pelaksanaan penyuluhan sebagai penyaji;

70. merumuskan laporan hasil pelaksanaan
penyuluhan;

71. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan
untuk melakukan pengawasan;

72. melakukan pengawasan, p€neiitian atau
pemeriksaan atas hasil temuan dan latau
laporan I pengaduan masyarakat;

73. memberikan surat tanda penerimaan laporan
kepada pelapor;

7 4. menyusun rencana penyidikan;

75. meiakukan pengolahan Tempat Kejadian
Perkara (TKP);

76, menyusun Laporan Kejadian;

77. men\rusun surat perintah penyitaan danlatau
penyegelan;

78. melakukan...
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78, melakukan penyitaan lpengambilan contoh
hasil cetakan pada pengllmuman atau
mencetak bukti pengumuman/memfoto f cara-
cara lain dalam kondisi tertangkap tangan;

79. melaporkan hasil penyitaanlpengambilan
contoh hasil cetakan pada pengumuman atau
mencetak bukti pengumuman/ memfoto f cara-
cara lain dalam kondisi tertangkap tangan
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna
memperoleh persetuj uan ;

80. melakukan pemeriksaan terhadap saksi;

B I. melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;

82. menlrusun berkas perkara;

83. menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Polri;

84. melengkapi berkas perkara yang dikembalikan
oleh Penuntut Umum;

85, menyerahkan tersangka dan barang bukti
pelanggaran kepada Penuntut Umum melaiui
Penyidik Polri;

86. melakukan gelar perkara;

87. melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan
penyidikan;

BB. menganalisis dan menJrusun data hasil
pelaksanaan penyidikan;

89. mendiskusikan konsep laporan hasil
pelaksanaan penyidikan sebagai penyaji;

90. merumuskan laporan hasil pelaksanaan
penyidikan;

91. melakukan pengkajian kebtjakan Pengawasan
Metrologi Legal mandiri;

92, melakukan pembahasan hasil pengkajian
kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam
tim sebagai pembahas;

93. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian
tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal

mandiri;

94. melakukan pengembangan program
Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai

anggota;

95. melakukan pengembangan program

Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

96. melakukan.,.
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96. melakukan pembahasan hasil uji coba
pengembangan program Pengawasan Metrologi
Legal dalam tim sebagai pembahas;

97 . melakukan pembahasan hasil uji coba
pengembangan program Pengawasan Metrologi
Legal mandiri;

98. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan
program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim
sebagai ketua;

99. melakukan pengembangan model, metode,
teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal

mandiri;

100, melakukan pembahasan hasil uji coba
pengembangan model, metode, teknik, dan
media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim
sebagai pembahas;

10 1 . melakukan pembahasan hasil uji coba
pe ngembangan model, metode, teknik, dan
media Penyuluhan Metrologi Legal mandiri;

IO2. melaksanakan diseminasi hasil
pengembangan model, metode, teknik, dan
media Penyuluhan Metrologi Legal mandiri;

103. melakukan evaluasi pengkajian tentang
kebr.lakan Pengawasan Metrologi Legal

mandiri;

104. meiakukan evaluasi pengembangan program
Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai

anggota;

105. melakukan evaluasi pengembangan program
Pengawasan Metrologi Legal mandiri;

106. melakukan evaluasi pengembangan model,
metode, tcknik, dan med.ia Penyuluhan
Metrologi Legal mandiri;

IO7. memetakan tingkat dan jenis pelanggaran
Undang-Undang di bidang Metrologi Legal;

108. melakukan pengujian yang diperlukan untuk
menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan,
masih dalam batas/ telah keluar dari toleransi
yang ditetapkan; dan

109. memberikan perrngatan kepada
pemilik/pemakanf pernegang kuasa UTTP

dalam hal kesalah an lpelanggaran masih
dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan.

c. Pengawas...
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o. Pengawas Kemetrologian Madya:

1. mendiskusikan konsep program kerja
pengawasan UT"|P sebagai pembahas;

2. melakukan koordinasi de ngan aparat penegak

hukum dan instansi terkait dalam rangka
pengawasan UTTP;

3. melakukan pengawasan terhadap penggunaan
UTTP dan tanda tera;

4. memeriksa dan mengamati dokumentasi
penjinan UTTP;

5. melakukan pencatatan hasil pengawasan UTTP;

6. membuat Berita Acara Penerimaan UTTP yang

tidak sesuai ketentuan;

7, memfasilitasi Penyidik Polridalam pengumpulan
bukti/ bahan keterangan dalam rangka
penyidikan pelanggaran UTTP;

8. memberikan keteranganahli dalam persidangan
perkara pelanggaran UTTP;

9. melakukan pemaparan dan pembahasan

substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan

UTTP sebagai pembahas;

10. mendiskusikan konsep program kerja
pengawasan BDKT sebagai pembahas;

1 1. melakukan koordinasi dengan aparat penegak

hukum dan instansi terkait dalam rangka
pengawasan BDKT;

12. melakukan pengujian kebenaran kuanta
(ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau
jumlah hitungan) BDKT meliputi kebenaran
kuanta terhadap BDKT pada saat produksi (Pre

Market);

13. membuat Berita Acara Pengawasan BDKT;

14. melakukan inspeksi tindak lanjut obyek
pengawasan BDKT terhadap peringatan kedua
yang telah disampaikan;

15. membuat Berita Acara Penerimaan BDKT yang

tidak sesuai ketentuan;

16. memfasilitasi Penyidik Polri dalam
pengumpulan bukti/ bahan keterangan dalam

rangka penyidikan pelang garan BDKT;

1 7, memberikan keterangan ahli dalam

persidangan perkara pelanggaran BDKT;

18. melakukan...
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18. melakukan inspeksi terhadap penerapan Surat
Perintah Penarikan BDKT;

19. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penerbit
Surat Izrn Usaha Perdagangan (SIUP) perihal
pencabutan SIUP atas pelanggaran ketentuan
BDKT yang belum ditarik dari peredaran
berdasarkan Surat Perintah Penarikan BDKT;

20. melakukan koordinasi dengan Pejabat yang
berwenang perihal pencabutan rzrn usaha
lainnya atas pelanggaran ketentuan BDKT yang
belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat
Perintah Penarikan BDKT;

21. menganalisis dan menJrusun data hasil
pelaksanaan pengawasan BDKT;

22. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
BDKT sebagai penyaji;

23. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
BDKT sebagai pembahas;

24. mendiskusikan konsep program kerja
pengawasan penggunaan satuan ukuran
sebagai pembahas;

25. merumuskan konsep program kerja
pengawasan penggunaan satuan ukuran;

26. melakukan koordinasi dengan aparat penegak

hukum dan instansi terkait;

27 . memberikan keterangan ahli pada persidangan
perkara pelanggaran penggunaan satuan
ukuran;

28. menganalisis dan menyusun data hasii
pelaksanaarl pengawasan satuan ukuran ;

29. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
penggunaan satuan ukuran sebagai penyaji;

30. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan
penggunaan satuan ukuran sebagai pembahas;

31 , menyusun database hasil pelaksanaan
pengawasan penggunaan satuan ukuran;

32. mendiskusikan konsep program kerja
penyuluhan sebagai pembahas;

33. mengidentifikasi. ..
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33. mengidentifikasi sumber bahan dan audiens
penyuluhan;

34. menyusun konsep bahan dan strategi
penyuluhan;

35. mendiskusikan konsep bahan dan strategi
penyuluhan sebagai pembahas;

36. menyusun bahan dan strategi penyuluhan siap
pakai;

37. mendiskusikan konsep/ bahan informasi di
bidang kemetrologian dalam bentuk media
cetak/ elektronik seb agai pembahas;

38. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak/ elektronik berupa buku;

39. menyusun petunjuk informasi di bidang

kemetrologian dalam bentuk media
cetak/ elektronik beruPa
koran / maj alah / tabloid ;

40. menyusun petunjuk informasi di bidang
kcmetrologian dalam bentuk media
cetak/elektronik berupa radio;

41. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak/ elektronik berupa televisi;

42, menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak I elektronik berupa internet/ media sosial;

43. melakukan koordinasi pelaksanaan penyuluhan
kepada obyek penyuluhan;

44. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan
pelaku usaha / instansi pemerintah / swasta;

45. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan

kelompok masyarakat;

46. melaksanakan penyuluhan melalui media

televisi daerah;

47 . rnelaksanakan penyuluhan melalui media

televisi nasional;

48, melaksanakan penyuluhan melalui media radio

daerah;

49. melaksanakan penyuluhan melalui media radio

nasional;

50. membuat Blog/Media sosial;

51. melaksanakan...
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51 . melaksanakan layanan konsultasi di bidang
Metrologi Legal;

52. menganalisis dan menyusun data hasil
pelaksanaan penyuluhan;

53, mendiskusikan konsep laporan hasil
pelaksanaan penyuluhan sebagai pembahas;

54. melakukan pengawasan, penelitian atau
pemeriksaan atas hasil temuan dan latau
laporan I pengaduan masyarakat;

55. melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri
dalam hal dibutuhkan penyelidikan;

56, menyusun rencana penyidikan;
57. melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri

dalam hal permohonan bantuan penyidikan;

58. melakukan pengolahan Tempat Kejadian
Perkara (TKP);

59. menyusun Laporan Kejadian;

60. menerbitkan surat perintah penyidikan;

61 . menyusun Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP);

62. melakukan pemanggilan pertama terhadap
tersangka dan atau saksi;

63. melakukan pemanggilan kedua terhadap
tersangka dan latau saksi;

64. melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri

daiam hal permintaan bantuan dalam
melakukan pe manggilan terhadap tersangka
dan atau saksi di luar wilayah kerja Pengawas

Kemetrologian;

65. menyusun surat perintah penyitaan dan f atau
penyegelan;

66. melakukan penyita an lpengambilan contoh
hasil cetakan pada pengumuman atau
mencetak bukti pengumuman/ memfoto f cata-
cara lain dalam kondisi tertangkap tangan;

67. melaporkan hasil penyitaar:lpengambilan
contoh hasil cetakan pada pengumuman atau
mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-
cara lain dalam kondisi tertangkap tangan
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna

memperoleh persetujuan ;

68. melakukan pemeriksaan terhadap saksi;

69. melakukan pemeriksaan terhadap ahli;

70. melakukan...
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70. melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;

71. men)rusun berkas perkara;

72, menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Polri;

73. melengkapi berkas perkara yang dikembalikan
oleh Penuntut Umum;

7 4 . menyerahkan tersangka dan barang bukti
peianggaran kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Polri;

75. melakukan gelar perkara;

76. melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan
penyidikan;

77 . menganaiisis dan men)rusun data hasil
pelaksanaan penyidikan;

78. mendiskusikan konsep laporan hasil
pelaksanaan penyidikan sebagai penyaji;

79. mendiskusikan konsep laporan hasil
pelaksanaan penyidikan sebagai pembahas;

80. melakukan pengkajian kebijakan Pengawasan

Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua;

B 1. melakukan pembahasan hasil pengkajian
kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam
tim sebagai penyaji;

82. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian
tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal

dalam tim sebagai ketua;

83. melakukan pengembangan program
Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai

ketua;

84. melakukan pembahasan hasil uji coba

pengembangan program Pengawasan Metroiogi
Legal dalam tim sebagai penyaji;

85. melakukan pengembangan model, metode,

teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal

dalam tim sebagar ketua;

86. melakukan pembahasan hasil uji coba

pengembangan model, metode, teknik, dan

media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim
sebagai penyaji;

87. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan
model, metode, teknik, dan media Penyuluhan
Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua;

88. melakukan...
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88. melakukan evaluasi pengkajian tentang
kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam
tim sebagai ketua;

89. melakukan evaluasi pengembangan program
Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai
ketua;

90. melakukan evaluasi pengembangan model,
metode, teknik, dan media Penyuluhan
Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua;

91. menJrusun rencana tindakan sebagai umpan
balik pengaduan masyarakat;

92. membuat laporan tertulis tentang pengaduan
dan menyampaikan rencana tindakan kepada
pimpinan unit dan Penyidik Polri jika
diperlukan tindakan penyidikan;

93. melakukan inspeksi dugaan pelanggaran
berdasarkan laporan masyarakat;

94. melakukan pengujian yang diperlukan untuk
menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan,
masih dalam batas/telah keluar dari toleransi
yang ditetapkan;

95. melakukan penelitian BDKT dalam hal adanya
pengaduan indikasi penyimpangan;

96. membuat laporan hasil penelitian BDKT yang

diindikasi adanya penyimpangan;

97. menyampaikan paparan hasil penelitian BDKT
dalam hal adanya pengaduan indikasi
penyimpangan kepada pihak lain;

98. memberikan pertngatan kepada
pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP dalam
hal kesalah an I pelanggaran masih
dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan;

99. melakukan penyitaan barang bukti;

100. membuat laporan kegiatan tanggapan
pengaduan masyarakat;

10 1 . menyimpan barang bukti atas pengaduan

masyarakat; dan

IO2. memfasilitasi pengumpulan bahan
keterangan/ bukti pelanggaran dalam rangka
penyidikan tindak pidana bidang Metrologi

Legal.

(2) Pengawas...
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(2) Pengawas Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai
angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3) Pengawas Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi dan penunjang kegiatan
pengawasan Metrologi Legal diberikan nilai angka
kredit sebagaimana tercantllm dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas

Kemetrologian yang sesuai dengan jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B ayat ( 1), maka Pengawas Kemetrologian yang
berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah
j abatannya dapat melakukan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit
kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a, Pengawas Kemetroiogian yang melaksanakan kegiatan
satu tingkat di atas jabatanily&, angka kredit yang
diperole h ditetapkan sebesar BO% (delapan puluh
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

b. Pengawas Kemetrologian yang melaksanakan
tugassatu tingkat di bawah jabatannY&, angka kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar IOO% (seratus
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 1 1...
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Pasal 1 1

(i) Pada awal tahun, setiap Pengawas Kemetrologian wajib
menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan
dilaksanakan dalam t (satu) tahun berjalan.

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pengawas
Kemetrologian yang bersangkutan sesuai dengan
je.tjang jabatannya.

(3) Pengawas Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan
satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
dinilai sebagai tugas tambahan.

(4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan
Unit Kerja.

(5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui
dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal L2

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang
harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk
dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan
jabatan/ pangkat Pengawas Kemetrologian, untuk:
a. Pengawas Kemetrologian dengan pendidikan

Sarjana (S 1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II;

b, Pengawas Kemetrologian dengan pendidikan
Magister (52) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III; atau

c. Pengawas Kemetrologian dengan pendidikan
Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka
kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk
pendidikan sekolah; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit
berasal dari unslrr penunjang.

Pasal 13...
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Pasal 1 3

(l ) Pe ngawas Kemetrologian Ahli Pertaffi&, pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang IIIIb yang akan naik
jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrologian
Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III I c,

angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua)

berasal dari unsur pengembangan profesi.

(2) Pengawas Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata,
golongan rLlang IITIc yang akan naik pangkat menjadi
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit
yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari
unsur pengembangan profesi.

(3) Pengawas Keme trologian Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang IIIId yang akan naik jabatan
dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrologian Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY f a, angka
kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal

dari unsur pengembangan profesi.

(4) Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina,
goiongan ruang IV la yang akan naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb, angka kredit
yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari
unsur pengembangan profesi.

(5) Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat
menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc,
angka kredit yang disyaratkan paling kurang L2 (dua

belas) berasal dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

(1) Pengawas Kemetrologian yang memiliki angka kredit
melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan dan f atau pangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan dan f atau pangkat berikutnya.

(2) Pengawas Kemetrologian yang telah memenuhi atau
melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan dan latau pangkat pada tahun
pertama dalam masa jabatan/ pangkat yang

didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya
diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang
20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan latau
pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari
kegiatan pengawasan Metrologi Legal.

Pasal 15...
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Pasal I 5

Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling
icurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas
pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

( 1) Pengawas Kemetrologian yang secara bersama-sama
membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang
pengawasan Metrologi Legal, diberikan angka kredit
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka
pembagian angka kredit penulis yaitu 600/o (enam
puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat
puluh persen) untuk penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian angka kredit penulis yaitu 5Oo/o (lima
puluh persen) bagi penulis utama dan masing-
masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis
pembantu; dan

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka
pembagian angka kredit penuiis yaitu 40% (empat
puluh persen) bagi penulis utama dan masing-
masing 20o/o (dua puluh persen) untuk penulis
pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENBTAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka
kredit, setiap Pengawas Kemetrologian wajib mencatat
dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan
dan mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
(DUPAK).

(2) Setiap Pengawas Kemetrologian mengusulkan secara
hirarkhi DUPAK kepada pejabat yang berwenang
paling kurang I (satu) kali dalam setahun.

(3) Pengawas Kemetrologian yang dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka
kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode

kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

BAB VIII...
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BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA

KREDIT, TIM PENILAI DAN Ptr.JABAT YANG
MENGUSULKAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

a, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen bagi
Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV lc di lingkungan
Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan
Kabupaten lKota;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengawas
Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
Golongan ruang III I a sampai dengan Pengawas
Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golonga
ruang IY I a di lingkungan Kemneterian Perdagangan;

c, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi
perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lIl I a
sampai dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
Provinsi; dan

cl. Sekretaris Daerah Kabupaten lKota atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang
membidangi perdagangan bagi Pengawas
Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III I a sampai dengan Pengawas
Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang lY I a di lingkungan Kabupaten lKota.

Bagian Kedua...
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Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 19

Dariam menjalankan kewenangannya, pejabat
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
yang seianjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang
membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Provinsi; dan

d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten lKota
atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk
yang membidangi perdagangan yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Kabupaten I Kota.

Pasal 20

( 1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi
pengawasan Metrologi Legal, unsur kepegawaian, dan
Pengawas Kemetrologian.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c harus berasal dari unsur kepegawaian.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengawas
Kemetrologian.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua)

huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) orang harus
berjumlah genap.

(6) Syarat untuk menjadi Anggota, yakni:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Pengawas Kemetrologian
yang dinilai;
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b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
prestasi kerja Pengawas Kemetrologian; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas
Kemetrologian, maka Anggota dapat diangkat dari
Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi
untuk meniiai prestasi kerja Pengawas Kemetrologian.

Pasal 2 1

( 1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk,
penilaian prestasi kerja Pengawas Kemetrologian dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat
atau Tim Penilai Unit Kerja.

(2) Apabila Tim Penilai Kabupaten lKota belum dapat
dibentuk, penilaian prestasi kerja Pengawas

Kemetrologian dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Kabupaten I Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi
yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat
atau Tim Penilai Unit Kerja.

(3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen untuk
Tim Penilai trusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim
Penilai Unit;

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi
perdaganganr.lntuk Tim Penilai Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten lKota atau Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang
membidangi perdagangan untuk Tim Penilai
Kabupaten f Kota.

Pasal 22

(1) Masa jabatan Anggota Tim
tahun dan dapat diangkat
jabatan berikutnya.

Penilai selama 3 (tiga)

kembali untuk masa

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim
Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut,
dapat diangkat kembali setelah melampaui masa

tenggang waktu I (satu) masa jabatan.

(3) Dalam...
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(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut
dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota
Tim Penilai pengganti.

(4) Anggota Tim Penilai Pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil
lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi
kerja Pengawas Kemetrologian.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan
oleh Menteri Perdagangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Pengawas Kemetrologian
diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian Kementerian Perdagangan, Sekretaris
Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang ditunjuk yang membidangi pengawasan

Metrologi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten lKota atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang
membidangi perdagangan kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan
Periindungan Konsumen, untuk angka kredit
Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama
Muda, golongan ruanglV lc di lingkungan Kementerian
Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten lKota;

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian
Kementerian Perdagangan kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi
Kementerian Perdagangan, bagi Pengawas
Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III I a sampai dengan Pengawas

Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV la di lingkungan Kementerian Perdagangan;

c. Paling...
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Paling rcndah Pejabat Administrator yang membidangi
kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi perdagangan kepada
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi
perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli
Pertama, bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai
dengan Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang lV la di lingkungan Provinsi;
dan

Paling rendah Pejabat Administator yang membidangi
kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi perdagangan kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten lKota atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang
membidangi perdagangan bagi Pengawas
Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III I a sampai dengan Pengawas
Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang lY la di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Angka kre dit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, digunakan
untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan latau
pangkat Pengawas Kemetrologian sesuai dengan
peraturan perundang-undan gan.

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas
Kemetrologian yang bersangkutan.

BAB IX
PtrNGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pe ngangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Irungsional Pe ngawas Kemetrologian ditetapkan oleh
pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 27...
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Pasal 27

( I ) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, harus
memenuhi syarat:

a. berij azah paling rendah Sarjana (S 1)/ Diploma IV
(D.rv);

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
ruang III I a;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional Pengawas Kemetrologian;

d. telah mengikuti uJi kompetensi dan memperoleh
sertifikat kompetensi;

e. telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik;dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi
lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

(3) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian setelah diangkat
sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun,
harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Pengawas Kemetrologian dan uji
kompetensi.

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan
lulus pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi
harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kemetrologian.

Pasal 28

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke

dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian
dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayaL (I);

b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan
Metrologi Legal paling kurang 2 (dua) tahun; dan

c. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.

(21 Panskat...
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(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan
ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur
penunjang.

BAB X
UJI KOMPBTBNSI

Pasal 29

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,
Pengawas Kemetrologian yang akan naik jenjang
jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

BAB XI
F'ORMASI

Pasal 30

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian dilaksanakan sesuai formasi.

(2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian didasarkan pada indikator, antara lain:

a. jangkauan wilayah;
b. potensi UTTP, BDKT yang beredar, dan

penggunaan satuan ukuran pada UTTP, BDKT, dan
media lainnya;

c. jenis pelanggaran atau tindak pidana;
d. jumlah wajib tera UTTP; dan
e. jumlah pelaku usaha U'mP dan BDKT.

(3) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB XII...
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BAB XII
PEMBBBASAN SBMBNTARA, PBNGANGKA'IAN KEMBALI

DAN PEMBERHBNTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 3 1

( 1) Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III I a sampai dengan Pengawas
Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/ b, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak
dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan lpangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama Muda golongan ruang IY f c, dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak
menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua
puluh) dari kegiatan pegawasan Metrologi Legal dan
pengembangan profesi.

(3) Disamping pembebasan sebagaimana dimaksud ayat
( 1) dan ayat (2), Pengawas Kemetrologian dibebaskan
sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri

Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian;

c, menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali
untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;

atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 32

(1) Pengawas Kemetrologian yang telah selesai menjalani
pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3i ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam
Jabatan FungsionalPengawas Kemetrologian setelah

memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama

1 (satu) tahun.

(21 Pengawas...
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(2) Pengawas Kemetrologian yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf
a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian apabila telah diaktifkan
kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau
pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau
telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang
bersangkutan tidak bersalah.

(3) Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama dan Ahli Muda
yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Kemetrologian paling tinggi berusia 56 (lima puluh
enam) tahun.

(4) Pengawas Kemetrologian Ahli Madya yang dibebaskan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, paling
tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

(5) Pengawas Kemetrologian yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf
c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian, apabila telah

selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan

diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(6) Pengawas Kemetrologian yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf
d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian, apabila telah
selesai menjalani tugas belajar.

(7\ Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (5) menggunakan angka kredit
terakhir yang dimilikinya.

(8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) dengan menggunakan
angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat
ditambah angka kredit dari pengembangan profesi

yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga...
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Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 33

Petrgawas Kemetrologian diberhentikan dari jabatannyo,
a pabila:

ar. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 1 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) tidak dapat memenuhi angka
kredit yang ditentukan; atau

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah.

Pasal 34

Pembebasan sementara, pe ngangkatan kembali, dan
pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Pasal 32, dan Pasal 33 ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang
ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENURUNAN JABATAN

Pasal 35

( 1) Pengawas Kemetrologian yang dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas
sesuai jenjang jabatan yang baru.

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai
dengan jabatan yang baru.

BAB XIV...
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BAB XIV
PtrNYESUAIAN (/I\IPASSI/TQ DALAM JABATAN DAN

ANGKA KREDIT
Pasal 36

( 1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan
Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan
tugas di bidang pe ngawasan Metrologi Legal
berdasarkan keputusan pejabat yang berwen&ng,
dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian, dengan
ketentuan harus memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah Sar.lana (S 1) / Diploma IV

(D,rv);
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang lll I a;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan jabatan fungsional Penera lPengamat
Tera dan teknis penyidikan; dan

d. nilai prestasi ke rja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir,

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian linpassing
dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V hanya berlaku selama masa penyesuaian
(i npass irg) .

(4) Untuk menJamin perolehan angka kredit bagi Pegawai
Negeri Sipil yang akan disesuaikan (di-inpassfng)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan penyesuaian (inpassing) perlu
mempertimbangkan formasi Jabatan Fungsional
Pengawas Kemetrologian.

BAB XV
KETBNTUAN PBNUTUP

Pasal 37
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih
lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri
dite tapkan.

Pasal 38
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2OI4

MENTtrRI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN RBFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA.

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1B November 2OL4

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

rtd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR i79B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTBRIAN PANRB

Kepala Biro Hu omunikasi dan Informasi Publik

uryatman
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LAMPIRA]Y I
PERATI'RAN MEIIITERI PENDAYAGI'NA3N APARATI'R NF,GARA
DA!' RE'ORMASI BIROXRASI
ITOMOR 35 TAITI' 2014
TEICTAXG JABATAN FI'ITGSIO{AL PENGAWAS
I(EMETROI,OGIAIT DA.!( AITGKA KREDITNYA

RIIICIAII KEGIATAN PENGAWAS XEMETROLOGIAN DAIII ANGKA XREDITNYA

NO TINSTTR STIB IINSTTR BUTIR KEGIATAN SATUAN IIASIL ANGKA I(REDIT PELAKSANA
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I PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan
memperoleh ijazah / gelar

Men gikuti p en di drkan sekolah d an memp e roleh ljazah / gelat
I Dokror (S3) Ilazah 200 Semua jenjang

2. Pasca Sarjana (S2) Ijazah 150 Semua jenjang

3. Sa4'ana {Sl) atau Diploma fV (DM Ijazah 100 Semua jedang
B. Pendidika-n dan pelatihan

fun gsion al / telcris Jabatan
Fungsional Pengawas
Kemefologian serta
memperoleh Surat Tanda
Tamsl Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

Men giku ti pendidikan d an p elatihan fu n gsion al / teknis Jab atan Fu ngsional
Pengawas Kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Temat Pendidikan
dan Pelatihan (SfiPP) atau sertifikat

I l,amanya lebih dari 960 jam STTPP/Sertif-kat 15 Semua jenyang

2. Lamanya a-ntara 64 t - 96O ja'n STTPP/Sertifikat 9 Semua jenjang
3. Lamanya antara 481 - 6a0 ja-rr STTPP/Sertifikat 6 Semua jenjang
'+, Larnanya antara 161 - a80 jam STTPP/Sertifikat Semua jenjang
5. l:.manya antara 8i - 160 jam STTPP/Sertifikat 2 Semua jenjang
6. l^amanya antara 31 - 80 jarn STTPP/Sertifikat I Semua jenjang
7. l^amanya antara 16 - 30 jarn STTPP/Sertifikat 0.5 Semua jenjarrg

C. Pendidikan dan pelatihan
Pra-labatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III Sertilikat 2 Semua jenjang

II. PENGAWASAN
METROLOGI LEGAL

A, Pengawasan UTTP 1 Persiapan Pengawasan UfiP
a. Menlrusun program kerja pengawasan UTTP

1) Men5rusun konsep progrem keq'a pengawasan UTTP Prograrn Kefa 0.100 AhIi Muda
?l Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan UTTP

a) sebagai penyaji Prograrn Ke{a 0.040 Ahli Muda
b) sebagai pembahas Prograrn Keq'a 0.060 AhIi Madva
c) sebagai peserta Program Kerja o.o20 AhI Pertama

3) Merumuskan konsep program kerja pengawasan UTTP Program Keda 0.100 AhIi Muda
b. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi

terkait daiam rangka pengawasan UTTP
Surat 0.060 Ahli Madva

c. Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan UmP SPf o.oio Ahli Pertarna

d. Menyiapkan bukti identitas diri pengawasarl UTTP laporan o.005 Ahli Pertarna

e. M enyrap kan perlengkap an administrasi p en gawasan Ufi P Cerapan/Formulu 0.o05 Ahli Pertarna

f Menyiapkan peralatan tel<rris yang dibutuhkan untuk melakukan
pengawasar UTTP

Laporan 0.010 Ahh Pertama
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2. Pelaksanaan Pengawasan UTTP

a. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan kepada
obyck pcngawasan

Surat 0.020 Ahli Muda

b. Itleiakukan pengawasan terhadap penggunaan UT'|P dan tanda tera

[.aporarr

o.o io Ahli Pertama

0.020 Ahli Muda

0.030 AhIi Madya
C. Memeriksa dan mengamatr. dokumentasi perijinan UTTP Laporan 0.030 Ahli Madya
d. Melakukan pengujian arval kebenaran UTTP (ukur ulang)

Laporalr
0.0 10 Ahli Pertama

0.020 Ahli Muda
e. Melakukan Pencatatan Hasil Pengarvasan UTTP

Laporan

0.005 Ahli Pertama

0.0 r0 Ahli Muda

0.0 i5 Ahli Madya
f Membuat Berita Acara Pengarvasan UTTP Benta Acara 0.040 Ahli Muda
g. Menyempaikan peringatan pertama kepada obyek pengawasan UT'|P Surat 0.020 Ahli Perta::ra

h. Menyampaikan peringatan kedua kepada obyek pengarvasan UTTP Surat 0.020 Ahli Muda
1 Melakukan inspeksi tindak ianjut obyek pengawasan terhadap

peringatan perta.ma yang telah disampaikan
Laporan o.050 Ahli Perta.ma

J Melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan terhadap
peringatan kedua yang telah di5arnpaikan

Laporan o.r60 AhIi Muda

k. Membuat Berita Acara Penerimaan UTTP yang tidak sesuai
ketentuan

Berita Acara 0.060 AhIi Madya

Memfasilitasi Penyidik Polri d alam p engum pulan bukti / b ahan
keterangan dalem rangka penyidikan pelanggaran UTTP

I-aporan 0.060 Ahli Madva

m. Memberikan keterangan ahli daiam persidangan perkara
pelanggaran UTTP

Laporan 0.090 Ahli Madya

J. Eva uasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengat*'asan UTTP

a. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan pengawasan
UTTP

Rencana kegratan 0.040 Ahli Muda

b. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengawasan UfiP Berkas 0.o10 Al.li Pertema

c. Mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan UTTP ["aporan 0.040 Ahli Muda

d. Menganalisis dan menJrusun data hasil pelaksanaan pengatvasan
UTTP

Laporan 0.040 Ahlj Muda

e. Melakukan pemaparan darr pembahasan substansi evaluasi
pelaksanaan pengawasan UTTP:

r) sebagai penyaji Laporan 0.040 Ahli Muda
2l sebagai pembahas Laporan 0.060 Ahli Madya
3) sebagai peserta L^aporan o.o20 Ahli Pertama

f Merunruska-n hasil pembahasan evaluasi pelaksanaa:r pengawasan
UTTP

Laporal 0.040 Ahli Muda

g Meny'usun database hasil pelaksanarut penga\,rrasan UTTP Laporan 0.040 Ahli Muda
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B, Pengarvasan BDKT I Persiapar-r Pcngas'asan BDKT

a. Menlusun program keda penga\('asan BDKT

r) Men_lrrsun konsep progrzrm keda penga\r'asan BDKT Program Keqa 0.100 A-l-rli Muda
2) Nilendiskusikan konsep program kc{a pengawasan BDKT

a) sebagar penyaji Program Keq'a o.040 Ahli lr{uda
b) sebagar pembahas Program Ke{a o.060 Ahli Madya
c) sebagai peserta Progra-ur Kerja 0.020 Ahli Pertama

3) Merurnuskan konsep ilrogram ke{a pengawasan BDKT Program Kerja 0. r00 Ahli Muda
b. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum da:r rnstansi

terkait dalam rangka pengawasan BDKT
Surat 0.060 Ahli Madya

c. lr{enviapkan Surat Perintah Tugas (SPT) penga\\,asan BDKT SPT 0.005 Ahli Pertama
d Menl.iapkan buicti identrtas din pcngawasar BDKT [^aporan 0.005 AhIi Pertama
e. Menyiapkan perlengkapan adrninistrasi pengarvasan BDKT Cerapan/Formulir 0.o05 Ahli Pertama
f. Menl"iapkan peralatan tclmis yang dibutuhkan untuk melakukan

pengawasan BDKT
[^aporan 0.o10 Ahli Pertama

2. Pelaksanaan Pengawasan BDKT

a. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan penga\\,asan BDKT
kepada obyek pengawasar

Surat 0.020 Ahli Muda

b. Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT,
meliputi :

rl Penggunaan Bairasa Indonesia -vang jelas dan mudah dimengerti [,aporan 0.o05 Al-Ii Pertama

2) Penggunaan Bahasa selain Bahasa lndonesia, angka arab dan
huruf latjn yang tidak memiliki padanannya

l,aporan 0.005 Ahli Pertama

3) Kekuatan label terhadap kemasan (tidak mudah lepas) [.aporan 0.00s AhIi Pertama

4) Kekuatan dan estetika penulisan (tidak mudah luntur)/tidak
mudah rusak, mudah untuk dilihat dan dibaca

I-aporan 0.005 Ahli Pertama

s) Kebenaran pencantuman kata yang menyatakan nilai isi bersih,
berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya
dinvatakan dalam berat atau volume

[.aporan 0.0r0 Ahli Muda

6) Kebenaran pencanrumar kata dan nilai panjang, jurnlah, isi,
ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan
dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan

l-aporan 0.o10 Ahli Muda

7l Kebenaran pencantuman kata dan nilai bobot runtas, berat
tuntas, atau drained uteight untuk BDKT yang bersifat padat
dalam suatu media cair, selain pencantuman kata dan nilai isi
bersih, berat bersih, atau netto

I^aporan 0.olo Ahli Muda

8) Kebenaran pencantuman kata dan nilaj berat tabung kosong
atau berat kosong untuk BDKT gas carr, selain pencantuman
kata dan nilai isi bersrh, berat bersrh, atau t)etto

[.aporan 0.0 r0 Ahli Muda

e) Ukuran tmggt huruf dan angka kualtitas nonrinal Laporan 0.00s Ahh Pertarna

t0) Penuhsan lambalg satuan [.aporan 0 005 Ahli Pertama
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C. Melalmkan pengujian kebenaran kuanta (ukuran bersih, isi bersih,
l;erat bersih atau jumlah hirungan) BDKT, meliputi:

r) Kebenaran kuanta terhadap BDKT pada saat produksi (Pre
Itlarketl laporan

o.o20 AhIi Muda

0.030 Ahli Madva
2) Kebenaran kuanta terhadap BDKT yang berada di

pasaran/berdasarkan hasil pcngaduan (Post Market) l-aporan
o.o 10 Ahli Pertama

0.020 AhIi Muda
d. Membuat Berita Acara Pengarvasan BDKT

Berita Acara

0.020 Ahli Pertama

0.040 AhIi Muda

0.060 AhIi Madya
e. It'lelakukan perhitungan hasil pengujian kebenaran kua_nta BDKT

Laporan
0.020 Ahli Pertama

0.040 Ahli Muda
f Menr,rrsun surat keterangan hasil pengujian BDKT

Surat
o.o 10 AhIi Pertama

0.o20 AhIi Muda
g Menyam paikan Peringatan Pertama kepada

produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal:

1) Tidak memenuhi salah satu dari liriteria penandaan yang
ditenrukan oleh Undang-Undang tentang Metologi kgal

Surat 0.o20 Ahli Perta-rra

2) Mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan menjual BDKT
yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau hitungannya kurang
dari yang tercantum pada bungkus/label

Surat 0.o40 Ahli Muda

h. Menyampaikan Peringatan Kedu a kepacla
produsen/importrr/pengemas BDKT, dalam hal:

1) Tidak memenuhi salah satu dari lriteria penandaan yang
dirvajibkan oleh Undang-Undang tentang Metrologi Legal

Surat 0.o40 Ahli Muda

2) Mengedarkan, menawarkan, memamerkan, darr menjual BDKT
yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau hitungannya kurang
dari yang tercantum pada bungkus/label

Surat 0.040 Ahli Muda

Melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan terhadap
peringatan kedua yang telah disampaikan

laporan o.060 Ahli Madya

J Membuat Berita Acara Penerimaan BDKT yang tidak sesuai
ketentuan

Benta Acara 0.060 AhIi Madya

k Memfasilitasi Penyidik Polri dalam pengumpulan bukti / bahan
keterangan dalarn rangka penyidikan petanggaran BDKT

I-aporan 0.060 Ahli Madva

I Memberikan keterangan ahli dalam persidangan perkara
pelanggaran BDKT

l^aporan o.090 Ahli Madva

m. Menyusun konsep Surat Penarikan BDKT yang tidak memenuhi
ketentuan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dari
peredaran

Surat 0.020 Ahli Pertama

n. Menyampaikan Surat Perintah Penarikan BDKT yang tidak sesuai
ketentuan kepada obyek penga\r'asan

Surat/La.poran 0.010 Ahli Muda

o. Melakukan inspeksi terhadap penerapan Surat Perintah Penarikan
BDKT

Laporarr 0.060 Ahli Madya
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p. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) perihal pencabutan SIUP atas pelanggaran
ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan
Surat Penntah Penarikan BDKT

Surat 0.090 Airli Mad5'a

q. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang berwenang penhal
pencabutan rzrn usaha lainnya atas pelanggaran ketentuart BDI\T
yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Perintah
Penarikan BDKT

Surat 0.090 Alili N{ad1'a

r. Menyiapkan konsep surat permintaan pencabutan SIUP/lzln lainnya Surat 0.030 Ahii Pcrtama

S, Menya'npaikan Surat Permintaan Pcncabutan SIUP/Ian Iauurl,a
kepada pejabat yang benvenang

Surat/Laporan 0.060 AirL it,luda

t Meminta tembusan /salinan Surat Perintah Pencabutan SIUP/lzrn
lainnya dari pejabat yang benvenang

Surat 0.o30 Ahh Pcrtama

3. Eva uasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan BDKT

a. Men5rusun rencana kegiatan evaluasi pengawasan BDKT Rencana kegiatan 0.030 Ahli Pertama

b. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengal\rasan BDKT Berkas 0.o20 AhU Pertama

c. Mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan BDKT Laporarr o.040 Alrli Muda
d. Menganalisis dan menJrusun data hasil pelaksanaan pengawasan

BDKT
l-aporan 0.060 Ahli }t{adya

e. Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi
pelaksanaan p engawasan BDKT:

1) sebagai penyaji [.aporan 0.060 Ahli Madya
2) sebagai pembahas [.aporan 0.060 Ahh Madya
3) sebagai peserta

[,aporan
0.020 Ahli Pertarna

0.040 AhIi Muda
t Merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengawasan

BDKT
Laporan 0.040 Ahli Muda

g. Menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan BDKT Database 0.040 Ahli Muda
c. Pengawasan Penggunaan

Satuan tlkuran
I Persiapan pengawasan penggunaan satuan ukuran

a. Menlrusun prograrn kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran
1) Men5rusun konsep program kery'a pengawasan penggunaar

stuan ukuran
Program Kerja 0.040 Ahir Muda

2l Mendiskusikan konsep program kerja pengalvasan penggunaan
satuan ukuran

a) sebagar penyaji Program Ke{a 0.o20 A}.li Muda
b) sebagai pembahas Program Kerja 0.030 Ahli Madva
c) sebagai peserta Program Kerja 0.020 Ahli Pertama

3) Merumuskan konsep prograrn kega pengawasan penggunaan
satuan ukuran

Program Ke{a 0.030 Ahli Madya

b Melakukan koordrnasi dengar apa-rat penegak hukurn dan instansi
terkait

Surat 0 060 AhIi Madya
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c. Menf iapkal Surat Perintah Tugas (SPT) pengalr'asan penggunaan
satuan ukurarr

SPI o.020 Ahli Perta-n'ra

d. Men5'iapkan bulcti identitas diri pengawasan penggunaan satuarl
ukuran

l^aporan 4.o20 Ahli Pertama

e. Menf iapkan perlengkapan administrasi pengau'asan penggunaan
satuan ukurarr

Cerapan/ Fonnulir o.a20 Ahli Pertarna

f. Menf iapkan peralatan tel.cnis yang dibutuhkan unfuk melakukan
pengawasaJr penggunaan satuan ukuran

Laporan 0 0i0 Ahli Pertama

2. Pe aksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran
a. Menyamp arkan p emb eritahu arr p el aksal aan p en ga\.va san

penggunaan satuan ukuran kepada obyck pertgaufasan
Surat 0.020 Ahli Muda

b. Melakukan pengawasan terhadap penggunaar dan penulisan satuan
dan lembang satuan yang tercantum pada:

r) UTfP Laporan 0.020 Ahlj Pertama
2l BDKT l,aporan 0.010 Ahli Muda
3) pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur

ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak,
media elektronik, atau surat tempelan

Laporan 0.020 AhIi Muda

4) pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, tal<aran atau
berat

[^aporan 0.020 AhIj Muda

c. Melakukan pencatatan hasil pengawasan penggunaan satuan
ukuran [,aporan

0.005 Ahli Pertarna
o.010 Ahli Muda

d. Menyusun Berita Acara Pengawasan Penggunaan Satuan Ukuran
Berita Acara

0.005 Ahli Pertama

0.010 Ahli Muda
e. Melaporkan kejadian yang ditemui di lapangar secara tertulis

kepada pimpinan unit dan Penyidik Polri
Laporan 0.020 Ahli Muda

f Memberikan peringatan terfulis pertama terhadap pengguna satuan
ukuran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan

Surat 0.010 Ahli Pertama

g. Memberikan peringatan teffulis kedua teriradap pengguna satuan
ukuran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan

Surat 0.040 Ahli Muda

h. Melakukan pengambilan hasil cetakan pada pengumuman atau
mencetak bukti p engu mum an / memfoto / cara*cara lain sep anj an g
sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanl'a
pelanggaran

Laporan o.0 r0 Ahli Pertama

i Membuat Berita Acara pengarnbilan hasil cetakan pada
pengumuman atau mencetak bulcti pengumuman /memfoto f cara-
cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai ballan atas
dugaan adanya pelanggaran

Berita Acara o.010 Ahir Pertama
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D.

IJ' Mendokumentasikan hasil cetakan pada pengumuman atau
mence tak bukti p engu muman / memfoto / cara- cara lain se pan3 arr g
sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketenfuan peraturan
perundalgan yang berlaku sebagar batran atas dugaan adanya
pelanggaran unruk diproses lebih lanjut

Dokumen o 010 Ahli Pertarna

k Memberikan fasilitasi kepada Penyidik Polri dalam rangka
penyidikan penggunaar satua-n ukuran

I-aporan 0.020 AhIi Muda

1. Memberikan keterangan ahU pada persidarrgan perkara pelanggaran
p enggunaarl satuan ukuran

I-aporan 0.030 AhIi Madya

Evaiuasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan
satuan ukuran

a. Menlrusun rencana kegiatan evaluasi pengawasan penggunaar
satuan ukuran

Rencana kegiatan 0.0 i0 AhIi Pertama

b. Mengu mpu lkan data ha sil p elaksan aan pengawasan p enggu naErn
satuan ukurarr

Berkas 0.010 Ahli Perta"rna

c. Mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan penggunaar] satuan
ukuran

l-aporan 0.020 Ahli Muda

d. Menganalisis dan men;rusun data hasil pelaksanaan pengawasan
satuan ukuran

La.poran 0.030 Ahli Madya

e Melakukan pemapa-ran dan pembahasan substansi evaluasi
pelaksanaan pengawasall penggunaan satuan ukural :

1) lsebagai penyaji [,aporan 0.030 Ahli Madya
2) lsebagai pembahas Laporan o.030 Ahli Madya

3) lsebagai pes€rta
l"aporan

0.010 AhIi Pertama

0.020 Ahli Muda
I. Meru m u skarr h asil pemb ah asan eva-Iu asi p elaksanaan p engawasan

penggunaan satu an ukurarr
L.aporan 0.020 Ah]j Muda

g. Menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan
safuan ukurarr

Database 0.030 Ahli Madya

Pemberdayaan Masyarakat Persiapan

a. Men5rusun program kerja pen3ruluhan

1) lMenyusun konsep progrem kerja pennrluhan Program Kefa 0.040 Ahli Muda
2) lMendiskusikan konsep program kerja penyuluhan

al sebagai penyaji Program Kefa 0.0 10 Ahli Muda
b) sebagai pembahas Program Kerja 0.060 Ahli Madva

c) sebagai peserta Prograrn Ke{a o.oi0 AhIi Pertama
3) lMerumuskan konsep program kerja penyuluhan Progra'n Kerja 0.020 Ahli Muda

b. Venyiapkan Bahan dan Strategr Penyuluhan

1) lMengrdentifikasi sumber bahan dan audiens penyuluhan Laporan 0.o30 Ahli Madya

2) | Mengrnventarisasi bahan penyuluhan Berkas 0.020 Ahli Pertama
3) [Menyusun konsep bahan dan strategi penyrrluhan [a.poran 0.r50 Ahli Madya
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4) Mendiskusikan konsep bahan dan strategi penSr:luhan

a) sebagai penyajr [.aporan o.020 Ahli Muda

b) sebagai pembahas laporan 0.060 AhU Madya

c) sebagar peserta [,aporan o.oro Ahli Pertama

s) Men5rusun bahan dan st-ategi penyurluhan siap pakai Laporan 0.r20 AhIi Macll'a

6) Membuat alat peraga penl'uluhan Alat Peraga o.o20 Ahli Muda

Mendiskusikal konsep/bahan informasi di bidang kemetrologian
dalam bentuk media cetak/elektronik :

a) sebagai penyajr L,aporan 0.020 Ahli Muda

bl sebagar pembahas laporan o.030 Ahli Madya

c) sebagai peserta Laporan 0.010 Airli Pertama

d. Menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologran dalam bentuk
medi a cet ak/ elelrtronik ;

r) Leallet l,eaflet o.o10 Ahli Pertama

2l Brosur Brosur o.o10 Ahli Pertama

3) Banner Banner o.020 Ahli Muda
4) Selebaran/slide Selebaran/> 20 slide o.020 Ahll Muda
s) Buku Buku o.030 AhIi Madya

6) Koran / M aj alah /Tabloid Terbitan o.060 Ahli Madya

7) Radio Siaran o.060 Ahli Madya

8) Televisi Siaran o.015 AhIi Madya
ol Internet/media sosial

Ta1'angan

o.005 Ahli Pertarna

o.o10 AhIj Muda

o.015 Ahli Madya

e. Melakukan koordinasi dengan pihak /instansi terkait dalam rangka
penyuluhan

Surat 0.o20 AhIj Muda

f Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPf) pen)'uluhan SPT o.005 AhIi Pertama

g. Menyiapkan bukti identitas diri penl'uluhan l,aporan o.005 Ahli Pertama

h. Menyiapkan perlengkapan administrasi kemetrologian dalam rangka
penyuluhan

l,aporan o.005 Ahli Pertama

l. Menyusun materi/instrumen konsultasi di bidang Metrologi \*ga) Naskah 0.060 Ahli Muda

2. Pelaksanaan

a. Melakukan koordinasi pelaksanaan penJruluhan kepada obyek
peny-rluhan

Surat 0.030 Ahli Madya

b. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan pelaku
u saha / in stan si pemerintah / srvasta

Laporan o.o30 Ahli Madya

c. Melaksanakan penyr.rluhan tatap muka dengan kelompok
masvarakat Laporan

o,010 Ahli Muda

o.015 AhLi Madya
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d. Melaksanakan penyuluhan melalui media televisi daerah
[a.poran

o.o10 AhIi Muda

o.015 AhIi Madya
e. Melaksanaka-n pen5ruiuhan melalui media televisi nasional Iaporan o or5 AhIi Madya
f Melaksanakan penyuluhan melalui media radio daera-l:

Laporan
o,o r0 Ahli Muda

o.0 15 Ahli Madva
o Melaksanakan penyuluhan melalui medra radio nasional I-aporan 0.0 r5 Ahli Madya

h. Membuat Blog/media sosial

Laporan

o.o05 Ahli Pertama

0.010 Ahli Muda

0.0 l5 Ahli Madya

Melaksanakan layanan konsultasi di bidang Metrologi f,egal Laporan 0.060 Ahli Madya

3. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

a. M enginventari sir d ata hasil pelak san aan p en1ru I uhan [,aporan 0.005 Ahli Pertama

b Melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan penlruluhan Laporan 0.o20 Ahli Muda

C. Menganalisis da-n menJrusun data hasil pelaksanaal penyuluhan [^aporan 0.030 Ahli Madva

d.

e.

Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan pen5ruluhan:

1) sebagai penyaji l-aporan 0.020 Ahli Muda

2) sebagai pembahas laporarr 0.030 Ahli Madya

3) sebagai peserta Laporan 0,0 r0 Ahli Pertama
Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyerluhan Laporan 0.010 AhIi Muda

E. Perlindungan Masyaral<at
dalam hal Penggunaan UTTP,
BDKT, dan Satuan llkuran

Persiapan Penyidikan Metrologi lrgal
a. Menyiapkan konsep Surat Perintah Tugas (SPT) Pengaivasan dalam

rangka penyidikan
SF'T o.005 Ahli Pertama

b. Menyiapkan buktj identitas diri penyidikan [.aporan 0.005 Ahli Pertama

c_ M enyi apkan perlen gkap an admini strasi p enyidikan laporan 0.005 Ahli Pertarna

d Menyiapkan peralatan tekrris yang dibutuhkan untuk melakukan
pengawasan Laporan

0.005 Ahli Pertama

0.0 i0 Ahli Muda

e. Melakukan pengawasart, penelitian atau pemeriksaan atas hasil
temuan dan/atau laporan/pengaduan masyarakat L.aporan

0.005 Ahli Pertama
0.010 AhIi Muda
o.0 t5 Ahli Madya

f. Memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor Surat o.010 Al-Ii Muda
g Melakukan koordinasi dengal Penyidik Potri dalam ha-l dibutuhkan

penyeUdikan
Surat 0.060 Ahli Madva

h. Men5ru sun rencana penyidikan
I-aporan

0.020 Al.li Muda

0.030 Ahlj Madva
2. Pelaksanaan Penyidikan Metrolog tegal

d- Melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam hal permohonan
bantuan penyidikan

Surat 0,015 A}.Li Madya

b. Melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Berita Acara

0.020 AhIi Muda

0 030 Ahii Madya
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c. Men5ru sun Laporan Kejadian
Laporan

o.020 Ahli Muda

o.030 Ahli Madva

d. Menerbitkan surat perintah penyidikan Surat o.015 Ahli Madya

e. Men5rusun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penf idrlceur (SPDP) Surat o.030 Ahli Madya

f Melakukal pemanggilan pertama terhadap tersangka dan/atau saksi Surat/orang o.o 15 AJrli Madya
g Melakukan pemanggilan kedua terhadap tersangka dan/atau sahsi Surat/orang 0.0 r5 Ahli Madya

h. Melakukan koorrlirrasi dengan Penyidik Poln cialam lral permintaan
bantuan dalam melakukan pemarrggilal terhadap tcrsangka dan
atau saksi di luar wilayah kerja Pengawas Kemetrologial

Surat 0.015 Ahli Madya

i Menyusun surat pcrmiltaan izin penyitaan dan/arau penyegelan
kepada Kerua Pengadilan Negeri seternpat

Surat 0.00s Ahli Pertarna

I Men;.usun surat perintah penyltaan dan/atau penvegelarr
Surat

0.0i0 Ahli Muda

0.015 Ahlj Madya

k. Melakukan penyitaan/pengambilan contoh hasil cetakan pada
pengumuman atau mencetak bukti pengumuman / rnemfoto/cara-
cara lain da-lam kondisi tertangkap tangan

[.aporan

0.010 AhIi Muda

0.0i5 Ahli Madva

I Melaporkan hasil penyitaan/pengambilan contoh hasrl cetakan pada
pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto / cata-
cara lain dalam kondisi tertangkap tangan kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat guna memperoleh persetujuan

Laporan

0.010 Ahli Muda

0.015 Ahli Madya

m. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi
Berita Acara

0.020 Ahli Muda

0.030 Ahli Madya

n. Melakukan pemeriksaan terh adap ahli Berita Acara 0.030 Ahli Madva
o. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka

Berita Acara
0.020 Ahli Muda

0.030 AhIi Madva

p Menyusun berkas perkara

Berkas

0.0 r0 Ahli Pertama

o.020 Ahli Muda

0.030 Ahli Madya

q- Menyerahrkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui
Penvidik Polri Berkas & Surat

0.020 AhIi Muda

0.030 AhIi Madya

r Melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh Penunrut Umum

Berkas

o.o10 Ahli Pertama

0.020 Ahli Muda

o.o30 Ahli Madva
S. Menyerahkan tersangka dan barang bukti pelanggaran kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Potri Surat
0.040 Ahli Muda

0.060 Ahli Madya

t Melakukan gelar perkara

Laporan

0.020 Ahli Pertarna

0.040 Ahli Muda

0.060 Ahh Madya
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Evaluasi dal pelaporan hasil pelaksanaan peny.idikan Metrologi Legal

d. Menginventansrr data irasil pelaksanaan penS.idikan Laporan o.o0s Ahli Pertnma

b. Melakukan evaluasi data hasrl pelaksanaan oenvidikan
Laporan

0.040 Ahli Muda

0.060 Ahli Madya

C. Menganalisis dan menvusun data hasil pelaksanaan penyidikan
L^aporan

0.040 AhLi Muda

o.060 AhIi Madya

d. Mendiskusikan konscp laporal hasil pelaksanaan penyidikan:

1) sebagai penl'aji
Laporan

0.040 Ahli Muda

o.060 Ahli Madva
tl sebagai penrbahas [^aporan 0.060 Ahli Madva
3) sebagar peserta L.aporan 0.020 Ahli Pertarna

e. Merumuskan laporan hasil pelalrsanaan penf idikan [^aporan 0.020 Ahli Muda
r. Pengembangan Kualitas

Pengau'asan Metrologr legal
yang bersifat preventif

i Pen gkaj ian ke b ij aJ<an Pen garvasan Metrolog kgal
a, M elaku kan pe n gkaj ian keb ij akal Pen gawasan Metrolo gi k gal

1) Dalam tim, sebagai:

a) Ketua I-aporan/SK o.240 Ahli Madya

b) Anggota Laporan/SK 0.080 Ahli Pertama

2) Mandiri Laporan 0.160 Ahli Muda

b. Melakukan pemb ah a san hasil p en gkaj ian kebi-1 akan Pengawasan
Metrologi tcgal dalam tim, sebagai:

r) Penyaji l^aporan/Sertifkat 0.150 Ahli Madya

2) Pembahas Laporan/Sertifikat 0.100 Ahli Muda

3) Peserta La.poran/Sertifrkat 0.050 Ahli Pertarna

c. Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan
Pengawasan Metrolog Legal

1) Dalam tim, sebagai:

a) Ketua Naskah 0.150 Ahli Madya

b) Anggota Naskah 0.050 Ahli Pertama

2l Mandiri Naskah 0.100 Ahli Muda

2. Pengembangan program Pengarvasan Metrolog tegal

a. Melakukan pengembangan program Pengawasan Metrologr t€gal
1) Dalam tim, sebagai:

a) Ketua SK 0.150 Ahli Madya
b) Anggota SK 0.060 Ahli Muda

2) Mandi:i Laporan 0.080 Ahlj Muda
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b. Melalrukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program

Pengas'asan Metrolog Lcgal

1) Dalam tim, sebagai:

ai Peny4ii t aporan/SertiJlkat 0. r20 Ahli Madya
b) Pembahas L^aporan/ Sertifikat 0.080 Ahli Muda
c) Peserta I-aporan/ Serti-fikat 0.040 Ahli Pertarna

2) Mandiri I-aporan/ Sertifikat 0.080 Ahli Muda
c. Melaksanal<arr diseminasi hasil pengembarlgan program Pengarvasan

Metrologi l-egal

i) Dalam rim, sebagar:

a) Ketua Laporan 0.060 Ahlj Muda
b) Anggota Laporan 0.030 Ahh Pertama

2l Mandiri l,aporan 0.030 Ahli Per[ama
J. Pengembangan model, metode, telsrik, dan media Penl'uluhan Metrologi

t,egal

a. Melakukan pengembangan model, metode, telcrik, dan media
Penyuluhan Metrologi t-egal

l) Dalarn tim, sebagai:

a) Ketua Laporan 0.150 Ahli Madya
b) Anggota Laporan 0.o50 Ah[i Pertama

2l Mandiri I.aporan 0.100 Ahli Muda
b. Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model,

metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi LegaJ

1) Dalam tirn, sebagai:

a) Penyaji [^aporan/Sertifikat 0.120 Ahli Mady'a
b) Pembahas I^aporan/ Sertifikat 0.080 Ahli Muda
c) Peserta Laporan/Sertihkat 0.040 Ahli Pertama

2l Mandiri L,aporan/ Sertifrkat 0.080 Ahlj Muda
c. Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode,

teknik, dan media PenS.uluhan Metrologi kgal
tlr) Dalam tim, sebagai:

a) Ketua l^aporan 0.090 Ahli Madya
b) Anggota [.aporan 0.030 Ahli Pertama

2l Mandiri laporarr o.o60 Ahli Muda
4. Evalu asi Pen gemb an gan Ku alita s Pen garvasan Metrolo gi Legal

a. M e lakukan evalu asi p en gkaj ian tentan g keb ij akan Pen gawasan
Metrologi Legal

l) Dalam tim, sebagai:

a) Ketua Laporan 0.240 AhIi Madya
b) Anggota [.aporan 0.070 Ahli Pertama

2) Mandiri Laporan 0.140 Ahli Muda
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b. Meiaku ka-rr eva-lu asi pen gemb an gan progra.rn Pen gau'a sarr M etrologi
Legaf

i) Dalam tim, sebagar:

a) Ketua Laporan o.150 AhIi Madya
b) Anggota Laporalr o.060 AhI Muda

2) Mandiri Laporan o.080 AhIi Muda
c. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan

media Penl'uluhan Metologi Legal

r) Dalarn tim, sebagai:

a) Ketua Laporan 0. r20 Al-Ii Madya
b) Anggota Laporal 0 030 Ahli Pertama

zt Mandiri Laporerr 0 060 Ahli Muda
G. Penyelesaran Pengaduan

Masyarakat
I Menerima dan membuat laporan pengaduan masyarakat terhadap

pelanggaran Undang-Undang di bidang Metrologi tegal Lapora:r
0.010 Ahli Pertama

2. Memetakan tingkat dan jenis pelanggaran Undang-Undang di bidang
Metrologi iregal

[.aporan 0.020 Ahli Muda

3. Menlrusun rencana tindakan sebagai umpan balik pengaduan
masyarakat

Laporan 0.030 Ahli Madya

AT. Membuat laporan tertulis tentang pengaduan dan menyampaikan
rencana tindakan kepada pimpinan unit dan Penyidik Potri jika
diperlu kan tindakan penyidikan

Laporan
0 030 Ahli Madya

5. Meiakukan in speksi du gaan p elan ggaran b erdasarkan lap oran
masvarakat

Laporarr 0.150 Ahli Madva

6. Melakukan pengujian yang diperlukan unfuk menentukan seberapa
jauh tingkat kesalahan, masih da-la-m batas/telah keluar dari toleransi [-aporan

0.040 AhIi Muda

yang drtetapkan 0.060 Ahli Madya

7. Melakukan penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi
peny-impangarr laporan

0.030 Ahli Madya

R Membuat laporan hasil penelitian BDKT yang diindikasi adanya
penyimpangan Laporan

0.030 AhIi Madva

9. Menyampaikan papararl hasil penebtian BDKT dalam hai adanya
pengaduan indikasi penyimpangan kepada pihak lain Laporan

0.030 Ahli Madya

10. Me mb erikan perin gatan kep ad a p emilik/ pem akai / p eme gan g kuasa
UT'|P dalam hai kesalahan/pelanggaran masih dimungkinkan untuk Surat

0.020 Atrli Muda

dilakukan pembinaan 0.030 Ahli Madva

1l Melakukan penyitaan barang bukti Laporan 0.030 Ahli Madya

12 Membuat laporan kegiatan tanggapan pengaduan masyarakat Laporan o.030 Ahli Madya

13. Menyimpan barang bukti atas pengaduan masyarakat Surat 0.060 Ahli Madva
14. M emfasihtasi pengumpu lan bah an keterangan / bu kti pelanggaran d alam

rangka penS.idrkan tindak pidana bida:rg Metrolog Legal
Berkas 0.060 Ahli Madya
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III PENGEMBANGAN

PROFESI
A. Pembuatan karya tulis/karya

ilmiah di bidang pengawasan
Metrologi f,egal

I Karya tu ti s / ilmiah hasrl penetitian / p engkaj i an / su rvei/ evalu asi di
bidang pengawasan Metrologr kgal yang dipublikasikal:
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku t2.5

Semua3enjang

b. Dalam benfuk maialah ilmiah Naskah
Semua jenjang

2. Karya tu lis / ilmiah hasil p enelitian / pengkaj ian / su rvei / evalu asi di
bidalg pengawasan Metrologr Legal yang tidak dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku Buku 8 Semua lenjang
b. Dalam bentuk makalah Naskah 4 Semua jenjang

3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di
bidang pengawasan Metrologr legal yang dipublikasrkan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 8 Semua jenjang

b. Dalam bentuk maialah ilmiah Naskah A.+ Semua jenjang

I Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri
dalam bidang pengawasan Metroiogr fegal yang trdak dipublikasikan :

a, Dalam bentuk buku Buku 1 Semua JenJarlg

b. Da,lam bentuk makalah Naskah 3.5 Semua.yenjang

5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasar atau ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmiah

Naskalr 2.5 Semua jenlalg

6. Menlrusun buku panduan tentang pengawasan Metrologr tegal Buku 1.5 Semua jenjang

B. Penerj emahan / penyaduran
buku dan bahan-bahan lain
di bidang pengawasan
Metrologr Legal

I Terjemahan/ saduran dalam bidang penga\\'asan Metrologt irgal yang
dinublikasikan:
a- Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 7 Semua jenjang

b. Dalam bentuk maja-lah ilmiah tingkat nasional Naskah 3.5 Semua jenjang

2. Terjemahan/saduran dalam bidang pengawasan Metrologr Legd yang
tidak dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku Buku 3 Semua jenjang

b. Da-lam bentuk maka-lah Naskah 1.5 Semua jenlang

C. Pembuatan ketentuan
pelaksalaan dan ketentuan
teloris di bidang pengawasan
Metrologr iesal

I Meny'usun dan atau menyernpurnakan starldar bidang pengawasan
Metrologi Ingal

Standar 8 Semua jenlang

2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan
Metrologr Legal

Pedoman 6 Semua jenjang

3. Menlrusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang
pengawasan Metrologr tegal

Juknis J Semua jenjang



NO TINSIIR St,B I'NSUR BUTIR KECIATAN SATUAN TIASIL ANGKA KREDIT PELAKSANA

(U l2l (3) (41 (sl (61 17l

IV. PENUNJANG
KEGIATAN
PENGAWASAN
METROLOGI LEGAL

A. Pengajar/pelatih di bidarg
pengawasan Metrologi Lcgal

i Mengajar pada pendidikan formal setrap 2 1am pelajararr l,aporan 0.04 Semua jenjang

2. Mengajar clan atau melatih pada pendidikal dan pelatihan petugas
kemctrologlan setrap 2 jan pelajaran

i-aporan 0.04 Semua jenjang

B. Peral serta dalam senrinar,
lokakarya, bimbingan telmis
di bidang penga\\'asan
Metrologr Legal

Mengrku u seminar/ lokakarl'a/bimbingan telsris dan berperan sebagar

a. Pemrasaran /penyaji Kali 3 Semua jenjang

b. Pem bahas/ moderator/narasumber Kali 2 Semua jenjang

C. Peserta/panitia Kati Semua jenjang

C. Keanggotaan dalarn Trm
Penr-lai

Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tirn Telsris secara al<tif Setiap DUPAK/PAK 0.04 Semua jenjang

D. Kean ggotaan d a-leun organr sasr
nrofesi

Menladi ang.eoia organisasi profesi Nasional

i sebagai Pengurus aktif Tahun I
I Semua jenjang

2. sebagai Anggota aktif Tahun 0.5 Semua jenjang

E. Perolehan pen ghargaan / tanda
iasa

Ianda penghargaan/tanda jasa Satya lencana Karya Satya:

i 30 (tiga puluh) tahun Tanda jasa 3 Semua jenjang

2. 20 (dua puluh) tahun Tanda jasa 2 Semua jenjang

J. lO (sepuluh) tahun Tanda jasa I Semua jenjang

F Perolehan gelar kesarj anaa.n
lainnya

Mernperoleh ijazah/ gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas
pokoknya

I Doktor (S3) ljazah 15 Semua jenjang

2. Pasca Sa{ana (S2) Ijazah 10 Semua jenjang

J. Saqana (S1) atau Diploma IV (DIV) ljazal) 5 Semua jenjalg

Kepaia Biro

Salinan sesuai dengan asiinya

RIAN PANRB

dan Informasi Publik

ATMAN

MENTEzu PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKARw



KepaJa

LAMPIRAN II
PERATI'RAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARA?T'R NF.GARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

t{oMoR 3s TAr{uN 20r.4

TENTANG JABATAN FUI{GSIONAI PENGA TAS KEMITROLOGIAN
DAN ANGXA KREDIT!{?A

JI'MLAH ANGI(A KREDIT KI'MULATIF MINIMAI,

UNTUK PENCAIIGKATAN DAN KENAITAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS KEMETROLOGIAN

DENGAN PENDIDIKAN SAzuANA (S1}

uai dengan aslinya MENTEzu PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIAI PANRB

i dan Informasi Pubtik

ttd

AZWAR ABUBAKAR

NO UNSUR PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA I(REDIT
JABATAN FUNGSIONAI PENGAWAS KEMETROLOGIAN

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA
III/a rrr/b III/c rrr/ d r\I la rv/b l! /c

I UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

l. Pendidikan sekolah r00 100 100 100 ro0 100 100

2. Diklat
B. Penga'*'asan Metrologt I-rgal
C. Pengembangan Profesi

> SOVy 40 80 160 240 360 480

II UNSUR PENUNJANG
Ke gi atan yar"rg m enu nj an g pelaksanaarr
kegiatan pengawasan Metrologr kgal s 2Oo/o 10 20 40 60 90 120

JUMLAH 100% 100 I50 200 300 400 550 700



LAMPIR.A]C I[
PERATURAIC MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR IIEGARA
DAN REFORMASI BTROKRASI

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG JASATAIT FUNGSIONA! PEI{GAII'AS'IEMETROII)GIAJS
DAJI ANGKA KREDITNYA

flMLAII ANCKA KRDDIT KI'MT'LATIF MIfIMAL
T'NTI'K PIIIGANGKATAN DAII KENAINAN JABATAN/PANGKAT PENGAq'AS KEMETROLOGIAN

DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER {S2I

NO UNSUR pltEqrwTAq.F

JENJANG JABATAN/CTOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

JABATAN FI]NGSIONAL PENGAWAS KEIVIETROLO GIAN

AHLI PERTAMA AHLI MUDA A}ILI MADYA

TII/b IIII c ru/d fvla rv/b t\tlc
I UNSUR UTAMA

A. Pendidikan

l. Pendidikan sekolah 150 150 150 150 150 150

2. Diklat

B. Pengawasan Metrologi Legal

C. Pengembangan Profesi

> 8001" 40 120 200 320 440

II UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang
pel al<sanaan kegi ata:r penga\\'asan
Metrologi trgal

< 200{{, i0 30 50 80 1i0

JUMLAH 100% 150 200 300 .+00 550 700

sesuai dengan aslinya
AN PANRB

nikasi dan informasi Publik

M ENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORI{AS] BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

rtd

AZWAR ABUBAKAR



LAMPIRAN IY

PERATURAN MENTERI PEHDAYAGIJNAAN APARATI'R NECARA
DA.N REFORMASI BIROIIRASI

I{OMOR 35 TAHI'N 2OT4

TENTANG JABATAN FI'NGSIONA' PENGAWAS KEMETROLOGIAN
DAN AJ{GXA KREDITI{YA

JUMLNI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UI{TUK PENGANGKATAN DAN XENAIKAN JABATAN/PANGXAT PENGAWAS KEMETROLOGIAN

DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3}

suai dengan aslinya
RIAN PANRB

ikasi dan Informasi Publik

MENTEzu PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR

NO UNSUR PERSENTASE

JENJANG JABATAN/C.OLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

AHLI MUDA AHLI MADYA
IIllc rrr/ d IV/a rv/b IV/c

I UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

1. Pendidikan sekolah 200 200 20a 200 200
2. Diklat

B. Penga',vasan Metrologi tcgal
C. Pengembangan Profesi

> 80% 80 r60 280 400

II UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang menunjang
pelaksanaan kegiatan pengawasan
Metrologi trgal

3 2Oo/o 20 40 70 100

JUMI.-A,H IOOV> 200 300 400 550 700

Lff



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGI]NAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAIII'N 2014
TENTANG JABATAN FI'NGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
DAN ANGI{A I(REDITNYA

ANGXA KREDIT K{'MULATII'
I'NTI'I( PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FI'NGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

No.
GOLONGAN

RUANG
STTB/IJAZALT ATAU YANG SETINGI{AT

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

KURANG l TAHI.IN 1 TAHIIN 2 TAHIIN 3 TAHUN 4 TAHITN / LEBrH
i 2 J + 5 6 7 8
I ilI/ a SARJANA {S i ) 100 t12 r24 r36 148

2 rrr/ b
SARJANA (S 1) r50 162 t74 186 r97

MAGTSTER (S2) 150 163 177 188 199

.7 lll/c
SARJANA (S I 200 224 247 271 294

MAGTSTER (S2) 200 226 249 273 296
DOKTOR (Ss) 200 228 251 275 298

4 ilr/ d
SARJANA (S 1) 300 322 345 368 391

MAGTSTER (S2) 300 325 347 370 393
DOKTOR (S3) 300 327 349 372 395

q rY /a
SARJANA {S i ) 400 434 468 502 536

MAGTSTER (S2) 400 437 47I 505 539
DOKTOR (Ss) 400 440 474 508 542

6 rv /b
SARJANA (S i ) 550 584 618 652 686

MAGTSTER (S2) s50 587 62r 655 689
DOKTOR (S3) 550 s90 624 658 692

7 IV/c SARJANA (Sl) s/d DOKTOR (Ss) 700 700 700 700 700

kffi
sesuai dengan aslinya

TERIAN PANRB

unikasi dan Informasi Publik

URYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR


